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Pengantar Redaksi

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil
penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk
kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasaalahan kesejahteraan sosial. Sosio
Konsepsia diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam
setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Kementerian
Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN) Peringkat 2 sesuai SK
No.200 /M /KPT /2020 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember
2020. Pada Volume 13, No. 03, 2024 menyoroti tentang isu penyuluh sosial, bantuan pangan non tunai,
peran identitas, collaborative governance dalam kesehatan mental dan penyintas, socio virtue, dan psiko
sosial lanjut usia.

Susie Sugiarti, Sumardjo, Anna Fatchiya, Dwi Sadonoudhistira Anugerah Pratama. Penyuluh sosial memiliki
peran penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu sebagai komunikator, informan,
motivator, serta edukator. Tuntutan transformasi digital saat ini memberikan pengaruh kepada
kebutuhan kompetensi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi digital. Tingkat
kompetensi komunikasi inovatif diukur melalui indikator tingkat literasi digital, kemampuan
berempati, dan kemampuan komunikasi partisipatif. Karakteristik individu, faktor belajar, tingkat
pemahaman peran, lingkungan kerja dan tingkat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) akan memengaruhi kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial. Penelitian ini bertujuan
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kompetensi komunikasi inovatif penyuluh
sosial. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari 2023 melalui sensus secara daring kepada
Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial di seluruh Indonesia. Jumlah penyuluh sosial yang berpartisipasi
dalam penelitian ini mencapai 279 orang responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner
pertanyaan dan pernyataan menggunakan aplikasi digital Google Forms dengan tautan yang disebar
melalui WhatsApp. Data diolah menggunakan analisis regresi linear Ordinary Least Square (OLS)
Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi komunikasi inovatif penyuluh
sosial berada dalam kategori sedang dengan skor 54,5. Faktor belajar, tingkat pemahaman peran dan
tingkat pemanfaatan TIK mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap tingkat kompetensi
komunikasi inovatif penyuluh sosial.

Fadjarini Sulistyowati, B. Hari Sapta Ning Tyas, Widati Widati,Condrodewi Puspitosari. Salah satu upaya
pemerintah mengatasi kemiskinan melalui program pemberian bantuan sosial. Pemerintah telah
berulang kali menyalurkan program bantuan sosial dengan penamaan yang sering berganti. Program
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berkembang menjadi Program Bantuan Sembako yakni
bantuan peningkatan gizi keluarga dengan memenubhi 4 unsur yakni karbohidrat, protein, vitamin dan
mineral. Tahun 2022, Kementrian Sosial mengubah penyaluran BPNT tidak lagi diberikan in
natura bahan pangan yang disediakan oleh e-warong, tetapi diberikan secara tunai. Penelitian ini
bertujuan melakukan kajian implementasi dan dampak perubahan kebijakan penyaluran dari program
BPNT non tunai ke bantuan tunai pada masyarakat khususnya bagi e-warong dan Keluarga Penerima
Manfaat (KPM). Metode penelitian menggunakan deskriptif mendalam. Teknik perolehan data
dilakukan dengan wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan
memilih informan sesuai kapasitas dan perannya dalam penyaluran BPNT. Hasil penelitian
menunujukkan dengan beralihnya kebijakan bantuan non tunai ke bantuan tunai dilakukan tanpa
adanya evaluasi dan monitoring yang berdampak pada: 1)Ketidaktepatan pemanfaatan bantuan bagi
penerima manfaat; 2) Pencapaian bantuan tidak efektif dan 3) Pemberdayaan masyarakat melalui E-
Warong terhenti atau tidak berkelanjutan. Perubahan kebijakan penyaluran BPNT dilakukan tanpa
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adanya evaluasi dan monitoring yang terukur mengakibatkan kebijakan BPNT tidak memilih arah dan
tujuan yang jelas.

Kus Hanna Rahmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran identitas sosial dalam memoderasi
hubungan antara kepribadian Dark Triad (psikopati, narsisme, dan Machiavellianisme) dengan ujaran
kebencian di media sosial. Menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini melibatkan 250 dosen dari
sebuah universitas swasta di Jakarta. Data dianalisis dengan regresi berganda dan uji Sobel
menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian Dark Triad secara
signifikan memengaruhi kecenderungan untuk terlibat dalam ujaran kebencian di media sosial. Selain
itu, identitas sosial berperan sebagai variabel moderator yang signifikan, menunjukkan bahwa
individu dengan identitas sosial yang kuat lebih mungkin menunjukkan ujaran kebencian ketika
memiliki sifat-sifat kepribadian Dark Triad. Temuan ini menekankan pentingnya memahami interaksi
antara faktor psikologis dan sosial dalam menanggulangi ujaran kebencian di media sosial. Implikasi
dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk intervensi yang menargetkan pengurangan sifat-sifat
kepribadian Dark Triad dan memperkuat identitas sosial yang positif sebagai strategi untuk
mengurangi ujaran kebencian. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif yang melibatkan
pemahaman mendalam tentang dinamika psikologis dan sosial diperlukan untuk mengurangi dampak
negatif dari ujaran kebencian di lingkungan digital yang dapat berimplikasi dalam pembangunan
kesejahteraan sosial

Alan Sulistyo, Amy Yayuk Sri Rahayu. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan collaborative
governance dalam kebijakan kesehatan jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang
diharapkan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kesehatan jiwa melalui kerja sama antar-
stakeholder. Meskipun demikian, temuan awal menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif
di DIY. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya, dengan pendekatan post-positivistik dan metode kualitatif. Data dikumpulkan
melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses
kolaborasi berjalan baik dengan dialog tatap muka yang terstruktur dan upaya membangun
kepercayaan melalui kegiatan kolaboratif. Namun, tantangan muncul akibat kurangnya komitmen dan
pemahaman bersama antar-aktor, serta belum adanya kerangka kerja implementatif. Kepemimpinan
mampu menjalankan perannya dengan baik yang memfasilitasi inisiasi kerangka itu dalam bentuk
penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan panduan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
(TPKJM). Kesimpulannya, proses kolaborasi masih memiliki sejumlah tantangan dan memerlukan
aturan dasar lebih baik agar kolaborasi lebih implementatif. Disarankan agar seluruh stakeholder di
Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) terlibat dalam penyusunan RAD dan penerapan
panduan TPKJM serta meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar-stakeholder untuk memastikan
keberlanjutan dan efektivitas kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY.

Dika Yudhistira Rizqy, Triyanti Anugrahini Setyo. Pasca penanganan darurat erupsi Gunung Sinabung,
banyak pemangku kepentingan yang secara aktif terlibat dalam pemulihan sosial-ekonomi untuk
mengakomodir kebutuhan masyarakat yang melampaui pembangunan fisik. Tujuan penelitian ini
mendeskripsikan keterlibatan inklusif pemangku kepentingan untuk mendukung collaborative
governance dalam pemulihan sosial ekonomi penyintas erupsi Gunung Sinabung. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam terhadap 11 informan yang berasal dari unsur pemerintah maupun non
pemerintah, yaitu mereka yang terlibat secara langsung atau memiliki otoritas dalam pemulihan
pascabencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi dalam pemulihan sosial-ekonomi
didukung oleh berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah lintas tingkat (desa,
kabupaten, provinsi, pusat), masyarakat dan organisasi masyarakat, organisasi non-pemerintah,
akademisi, dan lembaga internasional PBB. Setiap pemangku kepentingan saling melengkapi satu
sama lain, menyesuaikan peran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat membangun
dengan lebih baik. Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian/lembaga berperan mempercepat
proses pemulihan, terutama pada tahap I. Namun, pemerintah daerah tetap berperan sebagai

Vi
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koordinator seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di pemulihan, baik pemerintah maupun
non-pemerintah. Organisasi masyarakat berbasis gereja memiliki peran strategis di tingkat lokal,
menjembatani komunikasi para penyintas yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Pihak-
pihak di luar pemerintahan seperti ONP, akademisi, dan badan-badan PBB banyak berperan pasca
rekonstruksi dengan mengadakan program-program pemberdayaan masyarakat untuk membantu
membangun penghidupan berkelanjutan.

Koesworo Setiawan, Muhammad Rasyid. Pengembangan potensi diri anak penyandang disabilitas
menjadi perhatian penting di tengah masih lemahnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka.
Penelitian ini menelaah prinsip berbasis nilai (social virtue) sebagai landasan guru (pandamping)
dalam mengembangkan keterampilan seni siswa-siswi disabilitas intelektual (klien) di sekolah luar
biasa (SLB). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan data sekunder yang
relevan. Informan sebanyak empat orang pendamping dan dua orangtua klien sebagai triangulasi yang
ditetapkan berdasarkan prinsip purposive sampling. Materi wawancara diturunkan dari tiga konsep
operasional: interpersonal skill, peran dan efektifitas komunikasi. Data dikategorikan, diseleksi,
diurutkan, dan dikodekan sesuai dengan formulasi konsep dalam menjawab pertanyaan penelitian.
Hasilnya, “social virtue” ditemukan di hampir semua proses intervensi baik pada area pengetahuan,
sikap, maupun perilaku. Kesimpulannya, prinsip “social virtue” menjadi basis, katalis dan motivator
pendamping dalam pengembangan keterampilan seni klien.

Lilis Heri Mis Cicih. Pandemi COVID-19 berdampak pada penduduk termasuk lanjut usia dan penyedia
layanan di fasilitas LTC (Perawatan Jangka Panjang atau PJP) atau panti sosial. Salah satu dampaknya
terhadap kondisi psikososial lanjut usia dan penyedia layanan. Penelitian ini untuk mengetahui
kondisi psikososial lanjut usia dan penyedia layanan di fasilitas LTC saat pandemi COVID-19. Sumber
data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif.
Kuantitatif menggunakan kuesioner terstruktur dalam bentuk Google Form, dan kualitatif melalui
wawancara mendalam, dilakukan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Kuesioner diberikan
pada panti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai hasil verifikasi dari
Kementerian Sosial. Pemilihan fasilitas LTC didasarkan atas kepemilikan akreditasi, pelayanan dalam
fasilitas LTC, dan keterwakilan wilayah barat, tengah, dan timur. Sebanyak 102 fasilitas LTC mengisi
sesuai dengan ketentuan dalam pedoman kuesioner. Penerapan pembatasan sosial berdampak pada
gangguan psikososial lanjut usia dan penyedia layanan di fasilitas LTC. Gangguan spikologis paling
banyak dialami penyedia layanan fasilitas LTC adalah stress (52%), dan untuk lanjut usia perasaan
sedih (47%). Perasaan kesepian ini timbul, karena adanya batasan sosial, sehingga berbagai kegiatan
yang biasa dilakukan di fasilitas LTC juga dihentikan. Kunjungan dari keluarga juga dibatasi atau
dilarang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu bimbingan konseling, interaksi
sosial antara penyedia layanan dan sesama lanjut usia di fasilitas LTC.

Dewan redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan pikiran dalam
penerbitan jurnal ini. Kami menyadari bahwa edisi kali ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu,
saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan jurnal ini di masa mendatang.

Jakarta, November 2024
Redaksi
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Abstrak: Penyuluh sosial memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu sebagai
komunikator, informan, motivator, serta edukator. Tuntutan transformasi digital saat ini memberikan pengaruh
kepada kebutuhan kompetensi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi digital. Tingkat
kompetensi komunikasi inovatif diukur melalui indikator tingkat literasi digital, kemampuan berempati, dan
kemampuan komunikasi partisipatif. Karakteristik individu, faktor belajar, tingkat pemahaman peran,
lingkungan kerja dan tingkat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan memengaruhi
kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang
memengaruhi tingkat kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial. Pengambilan data dilaksanakan pada
bulan Januari 2023 melalui sensus secara daring kepada Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial di seluruh Indonesia.
Jumlah penyuluh sosial yang berpartisipasi dalam penelitian ini mencapai 279 orang responden. Instrumen
penelitian berupa kuesioner pertanyaan dan pernyataan menggunakan aplikasi digital Google Forms dengan
tautan yang disebar melalui WhatsApp. Data diolah menggunakan analisis regresi linear Ordinary Least Square
(OLS) Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial
berada dalam kategori sedang dengan skor 54,5. Faktor belajar, tingkat pemahaman peran dan tingkat
pemanfaatan TIK mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap tingkat kompetensi komunikasi inovatif
penyuluh sosial.

Kata kunci: Analisis regresi linear, kompetensi, komunikasi inovatif, penyuluh sosial

Abstract: Social extension agents have an important role in developing social welfare, as communicators, informan,
motivators, and educators. The current demands for digital transformation impact competency requirements related to digital
information and communication technology. The level of innovative communication competency is measured through digital
literacy level, empathic abilities, and participatory communication skills indicators. This study aims to analyze the factors
that influence the level of innovative communication competence of social extension agents. The data collection was carried
out in January 2023 through a census of government social extension agents throughout Indonesia. The number of social
extension agents participating in this study reached 279 people. The research instrument is a questionnaire using the digital
application Google Forms with the link shared via WhatsApp platform. Data were processed using Ordinary Least Squares
(OLS) linear regression analysis. The results showed that the innovative communication competency level of the social
extension agents was in the medium category with a score of 54.5. Learning factors, the level of understanding of the role,
and the level of utilization of ICT have a significant influence on the level of innovative communication competency of the
social extension agents.

Keywords: Linear regression analysis, innovative communication, social extension agents
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1. Pendahuluan

Sejak awal tahun 2020, Indonesia turut mengalami wabah pandemi Covid-19 yang menghantam
perekonomian negara-negara di dunia. Salah satu upaya untuk menangani persoalan negara dalam
menangani akibat pandemi Covid-19 adalah melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada tahun 2020, realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) bidang perlindungan sosial adalah sebesar Rp220,39 T atau 31,7% dari total anggaran
PEN (Kemenangan & Setiawan, 2021). Anggaran bidang perlindungan sosial ini ditujukan untuk
menekan laju peningkatan kemiskinan dan kesenjangan. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan
bahwa perlindungan sosial merupakan hal penting dalam mempertahankan kualitas bangsa terutama
di saat kritis. Penyuluh sosial merupakan salah satu dari empat pilar sumber daya manusia
kesejahteraan sosial yang memegang peran penting dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial
nasional. Penyuluh sosial memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu
sebagai (1) komunikator; (2) informan; (3) motivator; serta (4) edukator (Peraturan Menteri Sosial
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial).

Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh sosial terdiri atas Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial
(PFPS) dan Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas). Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kategori
keahlian mempunyai kualifikasi profesional yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan,
ketrampilan dan nilai praktek penyuluhan sosial dalam melakukan tugas penyelenggaraan
kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah pusat, daerah serta lembaga dan atau badan organisasi
sosial lainnya (Peta Okupasi Nasional, 2019). Jumlah PFPS saat ini terus bertambah sebagai
konsekuensi diberlakukannya kebijakan pemerintah mengenai penyetaraan jabatan struktural kepada
jabatan fungsional melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PermenPAN&RB) Nomor 28 Tahun 2019 dan Nomor 17 Tahun 2021. Data Pusat Penyuluhan
Sosial (Puspensos) dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof)
Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah PFPS adalah 185 orang pada bulan Maret 2020 dan
pada Januari 2023 jumlah tersebut meningkat menjadi sebanyak 696 orang.

Sebagai salah satu pilar Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial, penyuluh sosial berperan
penting dalam mendukung berbagai kegiatan dalam program pemerintah sehingga tujuan program
dapat tercapai dengan baik. Program kesejahteraan sosial diharapkan akan lebih baik jika melibatkan
penyuluh sosial karena kinerja mereka merupakan mediator yang baik antara lembaga/organisasi dan
masyarakat (Kadir et al., 2016). Subyek penyuluhan sosial yang dilakukan penyuluh sosial adalah
unsur masyarakat yang termasuk ke dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), misalnya
Pensosmas, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Taruna Siaga Bencana (Tagana) atau dunia usaha.
Pensosmas, LKS, Tagana dan PSKS lainnya selanjutnya memberikan pelayanan secara langsung
kepada masyarakat yang lebih luas. Penyuluh sosial perlu memahami perannya sebagai penggerak
perubahan perilaku masyarakat. Pengembangan cyber physical system dan digital-based content yang
dicanangkan oleh Kementerian Sosial memerlukan kompetensi komunikasi inovatif berupa
penguasaan teknologi informasi dan kemampuan komunikasi partisipatif (konvergen) yang tinggi
sehingga mampu mengembangkan konten berbasis digital dalam sistem siber yang memberikan
informasi dan inovasi yang tepat guna (Sumardjo, 2021). Berdasarkan latar belakang penelitian, maka
pertanyaan utama penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat
kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial fungsional.

Penelitian tentang tingkat kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial di Indonesia belum
banyak dilakukan, meskipun jumlah penyuluh sosial terus meningkat dan peran penyuluh sosial
dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat juga perlu untuk ditingkatkan. Oleh karena itu
diperlukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompetensi komunikasi
inovatif penyuluh sosial sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan rancangan penguatan
kapasitas penyuluh sosial di Indonesia.

Aktor penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Penyuluh sosial memegang peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya masalah sosial dan
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berperan sebagai agen perubahan sosial yang menjembatani pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha). Undang-Undang Kesejahteraan Sosial RI menyatakan bahwa penyuluhan sosial diprioritaskan
kepada: (1) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, (2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan
(3) pemangku kepentingan. Potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
antara lain termasuk kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peran serta organisasi sosial/lembaga
sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang
taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, dan ketersediaan sarana dan
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Penyuluh sosial memiliki peran penting dalam
mewujudkan paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial, terutama dalam upaya pencegahan
(preventif) munculnya masalah sosial di masyarakat. Penyuluh sosial perlu memiliki kemampuan
untuk menggali kebutuhan masyarakat melalui pemetaan potensi sumberdaya dan permasalahan
sosial yang terjadi di lapangan serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku aktif pembangunan melalui
kegiatan pemberdayaan.

Menurut Van den Ban (1999), penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan
komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat
sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Penyuluhan diartikan juga sebagai proses
pemberdayaan dan penguatan kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang
partisipatif sehingga terjadi perubahan perilaku pada diri seluruh pemangku kepentingan
pembangunan, termasuk masyarakat yang memiliki disfungsi sosial (Mardikanto, 2007).

Penyuluhan sosial merupakan gerak dasar pembangunan kesejahteraan sosial melalui
penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, edukasi untuk perubahan perilaku, salah satunya
melalui rekayasa sosial dalam bentuk program-program kesejahteraan sosial. Penyuluhan sosial
memiliki ciri khas yang berbeda dengan penyuluhan pembangunan sektor lain. Penyuluhan sosial
tidak menekankan pada inovasi atau adopsi teknologi, namun penekanannya pada pelayanan
Komunikasi, Informasi, Motivasi dan Edukasi. Efek yang ditimbulkan oleh isi pesan penyuluhan sosial
dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada diri subyek (perubahan kognitif), perubahan perasaan
atau sikap (perubahan afektif) dan perubahan perilaku (perubahan behavioral). Bila penyuluh melihat
adanya kebutuhan, tetapi kebutuhan belum dirasakan oleh sasaran penyuluhan, padahal kebutuhan
tersebut dinilai sangat vital dan mendesak, maka penyuluh perlu berusaha terlebih dahulu
menyadarkan sasaran akan kebutuhan yang ada tersebut (real need) menjadi kebutuhan yang dirasakan
oleh sasaran (felt need) (Sumardjo, 1999). Penyuluhan sosial yang efektif akan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam memenuhi kesejahteraan sosial mereka sendiri sesuai kebutuhan mereka.
Efektifitas kegiatan penyuluhan tidak terlepas dari kemampuan komunikasi interpersonal yang
dimiliki oleh Penyuluh Sosial. Devito (2011) mengemukakan efektifitas komunikasi antar manusia
dipengaruhi oleh lima hal, yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung
(supportiveness), sikap positif (positiveness) dan kesetaraan (equality).

Secara umum, kompetensi adalah kombinasi antara ketrampilan (skill), atribut personal, dan
pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati,
diukur dan dievaluasi (Komara, 2019). Sumardjo (2019) menyebutkan bahwa kompetensi yang
dimiliki penyuluh setidaknya terdiri dari empat hal: (i) kompetensi personal yaitu kesesuaian sifat
bawaan dan kepribadian penyuluh yang tercermin dari kemampuan membawakan diri,
kepemimpinan, kesantunan, motif berprestasi, kepedulian, disiplin, terpercaya, tanggung-jawab, dan
ciri kepribadian penyuluh lainnya; (ii) kompetensi sosial menyangkut kemampuan-kemampuan
berinteraksi/ berhubungan sosial, melayani, bermitra, bekerjasama dan bersinergi, mengembangkan
kesetiakawanan, kohesif, dan mampu saling percaya mempercayai; (iii) kompetensi andragogik
menyangkut kemampuan metodik dan teknik pembelajaran/mengembangkan pengalaman belajar
untuk mempengaruhi dan merubah pengetahuan/wawasan, ketrampilan/tindakan dan sikap (minat)
sasaran penyuluhan, membangkitkan kebutuhan belajar/berubah, menyadari tanggung jawab dan
kebutuhan sasaran penyuluhan, dan (iv) kompetensi komunikasi inovatif menyangkut reaktualisasi
diri, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berempati, kemampuan komunikasi partisipatif,
menggali dan mengembangkan pembaharuan, serta kewiraswastaan (entrepreneurship).
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Kompetensi individu bisa dikembangkan melalui proses belajar. Klausmeier dan Goodwin dalam
Sumardjo (1999) menyebutkan bahwa efektifitas dan efisiensi belajar untuk mengembangkan
kompetensi dipengaruhi oleh karakteristik guru, perilaku guru dalam belajar, fasilitas belajar,
karakteristik peserta didik, materi pelajaran, karakteristik kelompok belajar dan dukungan lainnya.
Sumardjo (1999) menganalogikan konsep tersebut dalam proses belajar penyuluh untuk meningkatkan
kualitas atau kesiapan dirinya, menjadi: (1) Karakteristik sumber informasi (analog dengan Teacher
characteristic), (2) Interaksi sumber informasi dengan penyuluh (analog dengan Learner-teacher behavior),
(3) Fasilitas (analog dengan Facilities), (4) Karakterisktik penyuluh (analog dengan Learner
Characteristic), (5) Inovasi/informasi (analog dengan Subject Matter), (6) Karakteristik kelompok kerja
penyuluh (analog dengan Group Characteristic) dan (7) Kelembagaan pendukung (analog dengan
Outside Forces).

Gambar 1 menunjukkan rumusan pemikiran pengaruh antar peubah penelitian faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial. Mengacu pada pola
hubungan antar peubah pada Gambar 1, maka hipotesis penelitian ini adalah karakteristik individu,
faktor belajar, tingkat pemahaman peran, lingkungan kerja, serta tingkat pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) berpengaruh nyata terhadap tingkat kompetensi komunikasi inovatif.

X1. Karakteristik Individu
X1.1 masa kerja

X1.2 jabatan keahlian

X1.3 tingkat motivasi belajar

X4. Lingkungan Kerja
X4.1 struktur kerja

X2. Faktor Belajar X4.2 tingkat dukungan pimpinan
X2.1 tingkat intensitas pelatihan lemba'ga '
X2.2 tingkat intensitas pertemuan v v §4-3 t}ngkat dukungan rekan k?r]a '
dengan SDM kesejahteraan sosial 4.4 tingkat kelancaran komunikasi
lainnya Y. Tingkat Kompetensi X4.5 tingkat dukungan pembiayaan
X2.3 tingkat intensitas pertemuan Komunikasi Inovatif X4.6 beban kerja

dengan PFPS lainnya Y.1 tingkat literasi digital X4.7 jumlah pertemuan dengan
X2.4 tingkat intensitas pemanfaatan ~ —¥| Y.2 kemampuan berempati subyek penyuluhan

informasi Y.3 kemampuan komunikasi

X2.5 tingkat akses fasilitas belajar partisipatif

X2.6 tingkat kecukupan materi

belajar

X5. Tingkat Pemanfaatan TIK
X5.1 akses terhadap media digital

X5.2 tingkat intensitas pemanfaatan

media digital

X3. Tingkat Pemahaman Peran
X3.1 rutinitas kerja

X3.2 komunikasi yang efektif
X3.3 kemandirian

Gambar 1. Hubungan antar peubah

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis faktor-faktor
yang memengaruhi tingkat kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui sensus
terhadap populasi Penyuluh Sosial Fungsional di seluruh Indonesia yang mencapai 696 orang
(Pusdiklatbangprof, 2023). Peubah bebas dalam penelitian ini terdiri dari: (1) karakteristik individu
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(X1) diukur menggunakan skala rasio terdiri dari masa kerja (< 1 tahun, antara 1 hingga 2 tahun, antara
3 hingga 5 tahun dan di atas 5 tahun), jabatan keahlian dikelompokkan menjadi empat kategori (calon
penyuluh, penyuluh pertama, penyuluh muda, penyuluh madya), dan tingkat motivasi belajar
(kurang, cukup, baik, sangat baik). Tingkat motivasi belajar merupakan hasil skor pengakuan
responden terhadap ketekunan dalam belajar, dorongan untuk berprestasi, dan dorongan untuk
meningkatkan kompetensi, (2) faktor belajar (X2) terdiri dari tingkat intensitas pelatihan, tingkat
intensitas pertemuan dengan SDM Kesos lainnya, tingkat pertemuan dengan penyuluh sosial lainnya,
tingkat intensitas pemanfaatan informasi, tingkat akses fasilitas belajar baik secara daring maupun
luring, dan tingkat kecukupan materi belajar baik secara daring maupun luring, (3) tingkat pemahaman
peran (X3) terdiri dari rutinitas kerja, komunikasi yang efektif, dan kemandirian, (4) lingkungan kerja
(X4) terdiri dari struktur kerja, tingkat dukungan pimpinan, tingkat dukungan rekan kerja, tingkat
kelancaran komunikasi, tingkat dukungan pembiayaan, beban kerja, dan jumlah pertemuan dengan
subyek penyuluhan, (5) peubah tingkat pemanfaatan TIK (X5) terdiri dari akses terhadap media digital
dan tingkat intensitas pemanfaatan media digital. Peubah terikat penelitian ini adalah tingkat
kompetensi inovatif (Y) yang terdiri dari tingkat literasi digital, kemampuan berempati dan
kemampuan komunikasi partisipatif.

Instrumen penelitian berupa kuesioner daring aplikasi digital Google Forms dengan tautan yang
disebar melalui WhatsApp. Data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utama, yakni
penyuluh sosial, meliputi data karakteristik individu, faktor belajar, tingkat pemahaman peran,
lingkungan kerja, tingkat pemanfaatan TIK dan tingkat kompetensi komunikasi inovatif.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2023.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik individu. Analisis
deskriptif mengacu kepada hasil skor indikator jawaban responden yang dihitung melalui rumus
transformasi indeks indikator (Sumardjo, 1999). Skor dikelompokkan menjadi tiga jenjang tingkatan
yaitu 0 — 33,33 = rendah, 33,34 — 66,66 = sedang, dan 66,67 — 100 = tinggi.

jumlah skor indikator yang dicapai - jumlah skor indikator minimal

Indeks indikator = x 100

jumlah skor indikator maksimal - jumlah skor indikator minimal

Analisis regresi linear Ordinary Least Square (OLS) Berganda juga dilakukan untuk menguji
hipotesis pada penelitian ini yaitu menguji pengaruh langsung antara variabel laten peubah
karakteristik individu, faktor belajar, tingkat pemahaman peran, lingkungan kerja, serta tingkat
pemanfaatan TIK terhadap tingkat kompetensi komunikasi inovatif. Pengolahan data regresi
dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26.

3. Hasil

Total respon yang masuk melalui aplikasi Google Forms adalah sebanyak 324 respon, dengan
rincian 283 orang Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial (87,3%) dan 41 orang bukan Pejabat Fungsional
Penyuluh Sosial (12,7%). Empat orang penyuluh sosial mengerjakan survei sebanyak dua kali sehingga
jumlah responden berkurang menjadi 279 orang. Rata-rata response rate survei daring adalah sebesar
44,1% (Wu et al., 2022). Jumlah total penyuluh sosial pada saat survei dilakukan adalah sekitar 696
orang, sehingga response rate pada penelitian ini mencapai 40%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
partisipasi responden dalam penelitian ini adalah cukup.

3.1. Karakteristik Individu

Tiga indikator variabel karakteristik individu pada penelitian ini adalah masa kerja, jabatan
keahlian penyuluh sosial dan tingkat motivasi belajar. Sebanyak 90% responden memiliki masa kerja
selama lima tahun atau kurang, artinya menjabat sebagai penyuluh sosial pada atau setelah bulan
Januari 2018. Sebagian besar responden atau sebanyak 57,7% memiliki jabatan keahlian penyuluh
muda. Total 89,2% penyuluh sosial memiliki tingkat motivasi belajar yang baik atau sangat baik.
Tingkat motivasi belajar berada dalam kategori tinggi dengan skor 77,7.
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Tabel 1. Karakteristik Individu

Karakteristik Individu Jumlah %
<1 tahun 44 15,8%
1-2 tahun 139 49,8%
Masa kerja 3-5 tahun 68 24,4%
> 5 tahun 21 7,5%
Tidak menjawab 7 2,5%
Calon Penyuluh 7 2,5%
. . Penyuluh Pertama 78 28,0%
Jenjang keahlian
Penyuluh Muda 161 57,7%
Penyuluh Madya 33 11,8%
Sangat Baik 120 43,0%
Tingkat motivasi Baik 129 46,2%
belajar Cukup 30 10,8%
Kurang 0 0,0%

3.2. Faktor Belajar

Faktor belajar penyuluh sosial berada pada kategori sedang dengan skor 53,22. Faktor belajar
diukur dari 6 indikator, termasuk tingkat intensitas pelatihan, tingkat intensitas pertemuan dengan

SDM Kesejahteraan Sosial lainnya, tingkat pertemuan dengan penyuluh sosial lainnya, tingkat

intensitas pemanfaatan informasi, tingkat akses fasilitas belajar baik secara daring maupun luring, dan

tingkat kecukupan materi belajar baik secara daring maupun luring. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tingkat intensitas pelatihan penyuluh sosial berada pada tingkat rendah dengan skor 26,47

(Tabel 2). Tingkat intensitas pertemuan dengan SDM Kesos lainnya (pekerja sosial, pendamping sosial,

dll) berada pada tingkat sedang dengan skor 40,02. Tingkat pertemuan dengan penyuluh sosial lainnya
juga berada pada tingkat sedang dengan skor 39,50. Tingkat intensitas pemanfaatan informasi, tingkat
akses fasilitas belajar secara daring dan luring serta tingkat kecukupan materi belajar baik secara daring
maupun luring berada pada tingkat tinggi dengan skor berturut-turut 68,60; 73,54; dan 75,87.

Tabel 2. Faktor Belajar Penyuluh Sosial

Indikator Skor Kategori
Tingkat intensitas pelatihan 26,47 Rendah
Tingkat intensitas pertemuan dengan SDM Kesos 40,02 Sedang
Tingkat pertemuan dengan Penyuluh Sosial 39,50 Sedang
Tingkat intensitas pemanfaatan informasi 68,60 Tinggi
Tingkat akses fasilitas belajar 73,54 Tinggi
Tingkat kecukupan materi belajar 75,87 Tinggi
Rataan 53,22 Sedang

3.3. Tingkat Pemahaman Peran

Untuk mengukur pemahaman peran, penelitian ini menggunakan indikator rutinitas kerja,
Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh
indikator pada variabel tingkat pemahaman peran berada pada kategori sedang dengan skor antara

kemampuan komunikasi yang efektif, dan kemandirian.

53,33 hingga 59,46.
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Tabel 3. Tingkat Pemahaman Peran Penyuluh Sosial

Indikator Skor Kategori
Rutinitas kerja 53,33 Sedang
Komunikasi yang efektif 54,12 Sedang
Kemandirian 59,46 Sedang
Rataan 55,30 Sedang

3.4. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja penyuluh sosial mencapai kategori sedang, dengan nilai skor 55,36 (Tabel 4).
Indikator lingkungan kerja penyuluh sosial meliputi struktur kerja, tingkat dukungan pimpinan,
tingkat dukungan rekan kerja, tingkat kelancaran komunikasi, tingkat dukungan pembiayaan, beban
kerja, dan jumlah pertemuan dengan subyek penyuluhan. Struktur kerja berada pada kategori tinggi
dengan skor 82,02; sementara indikator lainnya berada pada kategori sedang dengan skor antara 37,83
hingga 66,01.

Tabel 4. Lingkungan Kerja Penyuluh Sosial

Indikator Skor Kategori
Struktur kerja 82,02 Tinggi
Tingkat dukungan pimpinan 53,41 Sedang
Tingkat dukungan rekan kerja 54,36 Sedang
Tingkat kelancaran komunikasi 66,01 Sedang
Tingkat dukungan pembiayaan 38,53 Sedang
Beban kerja 56,63 Sedang
Jumlah pertemuan dengan subyek penyuluhan 37,83 Sedang
Rataan 55,36 Sedang

3.5. Tingkat Pemanfaatan TIK

Akses penyuluh sosial terhadap media digital berada pada kategori tinggi dengan skor 70,73
(Tabel 5). WhatsApp merupakan media digital yang paling banyak dimiliki oleh responden, yaitu
sebesar 98% diikuti oleh Instagram (80%) kemudian Facebook (77%) dan YouTube (56%). Tiktok
dimiliki oleh 35% responden. Sebanyak 22% penyuluh sosial setiap hari mencari informasi mengenai
kesejahteraan sosial melalui akun media sosial dan sebanyak 8% penyuluh sosial kurang dari sebulan
sekali mencari informasi mengenai kesejahteraan sosial melalui akun media sosial. Mayoritas
penyuluh sosial (42%) mencari informasi paling tidak seminggu sekali.

Tabel 5. Tingkat Pemanfaatan TIK oleh Penyuluh Sosial

Indikator Skor Kategori
Akses terhadap media digital 70,73 Tinggi
Tingkat intensitas pemanfaatan media digital 51,02 Sedang
Rataan 60,87 Sedang

Meskipun tingkat akses media digital tinggi, namun tingkat intensitas pemanfaatan media digital
oleh penyuluh sosial masuk kategori sedang dengan skor 51,02. Sebanyak 39% sering atau selalu
memanfaatkan media berbasis digital secara luring (e-brochure, video, dll) dalam melaksanakan
penyuluhan sosial. Sementara itu sebanyak 45% sering atau selalu memanfaatkan media berbasis
digital secara daring (Zoom, WhatsApp, Youtube, Instagram, dll) dalam melaksanakan penyuluhan sosial.

Susie Sugiarti, Sumardjo, Anna Fatchiya, Dwi Sadono
Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kompetensi Komunikasi Inovatif Penyuluh Sosial
208



SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 13, No. 3 (2024): hal 202 -213

3.6. Tingkat Kompetensi Komunikasi Inovatif

Tingkat kompetensi komunikasi inovatif berada pada kategori sedang dengan skor 54,50 (Tabel
6). Seluruh indikator tingkat kompetensi komunikasi inovatif, yaitu tingkat literasi digital,
kemampuan berempati dan kemampuan komunikasi partisipatif berada pada kategori sedang dengan
skor antara 38,39 hingga 64,37.

Tabel 6. Tingkat kompetensi komunikasi inovatif

Indikator Skor Kategori
Tingkat literasi digital 38,39 Sedang
Kemampuan berempati 64,37 Sedang
Kemampuan komunikasi partisipatif 60,75 Sedang
Rataan 54,50 Sedang

3.7. Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kompetensi Komunikasi Inovatif

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian melalui analisis regresi linear
Ordinary Least Square (OLS) Berganda. Tabel 7 menunjukkan hasil uji t statistik parsial yang mengukur
pengaruh karakteristik individu, faktor belajar, tingkat pemahaman peran, lingkungan kerja, serta
tingkat pemanfaatan TIK terhadap tingkat kompetensi komunikasi inovatif.

Tabel 7. Hasil uji t statistik parsial

Konstanta 279 .665 420 .675
Karakteristik individu (X1) -.064 .059 -1.086 278
Faktor belajar (X2) 114 .039 2.925 .004
Tingkat pemahaman peran (X3) .346 .069 5.003 .000
Lingkungan kerja (X4) .012 .030 .399 .691
Tingkat pemanfaatan TIK (X5) 604 076 7.909 .000

Berdasarkan Tabel 7, maka persamaan model regresi dalam penelitian faktor-faktor yang
mempengaruhi kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial adalah:

Y =-0,064 X1 +0,114 X2 + 0,346 X3 + 0,012 X4 + 0,604 X5 + 0,279

Karakteristik individu dan lingkungan kerja memiliki pengaruh parsial yang tidak signifikan
secara statistik karena memiliki p value > 0,05, sedangkan faktor belajar, tingkat pemahaman peran dan
tingkat pemanfaatan TIK masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik
terhadap kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial.

Nilai R atau korelasi ganda dalam penelitian ini adalah sebesar 0,658 maka R Square 0,433 dengan
nilai Adjusted R Square: 0,423 < 0.5 menunjukkan bahwa karakteristik individu, faktor belajar,
lingkungan kerja, tingkat pemahaman peran dan tingkat pemanfaatan TIK dapat menjelaskan secara
lemah tingkat kompetensi komunikasi inovatif dengan besar pengaruh 42,3% atau sebesar 58,7%
dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Penelitian-penelitian lanjutan dibutuhkan untuk
menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kompetensi komunikasi inovatif penyuluh
sosial.

4. Pembahasan

Sebagian besar penyuluh sosial memiliki masa kerja kurang dari lima tahun dan memiliki jabatan
keahlian penyuluh sosial muda. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang
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mendorong penyetaraan dan inpassing jabatan struktural kepada jabatan fungsional pada tahun 2018.
Data Pusdiklatbangprof menunjukkan jumlah penyuluh sosial meningkat lebih dari tiga kali lipat
dalam tiga tahun terakhir. Kompetensi dipengaruhi oleh masa kerja (Huda et al., 2010; Pradnyani et
al., 2016). Sebagian besar penyuluh sosial merupakan penyuluh sosial muda. Jabatan fungsional
penyuluh muda setara dengan jabatan struktural staf eselon IV. Motivasi mempengaruhi kompetensi
penyuluh pertanian (E. O. M. Anwas et al., 2010) dan kompetensi penyuluh agama Islam (Hidayatulloh,
2014). Motivasi juga berpengaruh terhadap kompetensi pengetahuan matematika siswa (Agustini &
Agustika, 2020). Tingkat motivasi belajar penyuluh sosial yang tinggi akan mempengaruhi
peningkatan kompetensi penyuluh sosial secara positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter
individu tidak signifikan secara statistik terhadap kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial.
Masa kerja dan tingkat jabatan fungsional yang masih rendah diduga menjadi penyebab karakter
individu penyuluh sosial tidak signifikan terhadap kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial,
meskipun motivasi belajar penyuluh sosial berada pada kategori tinggi.

Pengaruh lingkungan kerja juga tidak signifikan terhadap kompetensi komunikasi inovatif
penyuluh sosial. Struktur kerja mencapai kategori tinggi, artinya penyuluh sosial merasa nyaman
dengan kondisi hubungan kerja antar pegawai di kantor. Penyuluh sosial juga merasa bahwa
pembagian kerja dan tanggung jawab pekerjaan di kantor sesuai dengan peraturan yang ada. Indikator
lainnya termasuk tingkat dukungan pimpinan, tingkat dukungan rekan kerja, tingkat kelancaran
komunikasi, tingkat dukungan pembiayaan, beban kerja, dan jumlah pertemuan dengan subyek
penyuluhan berada pada kategori sedang. Hal ini bertentangan dengan penelitian-penelitian
sebelumnya yang menemukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh nyata terhadap kompetensi
sumber daya manusia (Indriyani & Dewi, 2020), lingkungan kerja mempengaruhi tingkat kompetensi
penyuluh melalui tingkat dukungan atasan (Widodo, 2010) dan dukungan pembiayaan (Iwuchukwu
et al., 2015).

Faktor belajar, tingkat pemahaman peran dan tingkat pemanfaatan TIK masing-masing memiliki
pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kompetensi komunikasi inovatif penyuluh
sosial. Penelitian-penelitian terdahulu di bidang pertanian membuktikan bahwa faktor belajar
mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian. Faktor belajar mempengaruhi kompetensi penyuluh
melalui tingkat intensitas pelatihan, intensitas pertemuan antar penyuluh, intensitas pemanfaatan
informasi, akses fasilitas belajar, dan kecukupan materi belajar (O. M. Anwas, 2013, 2015). Tingkat
intensitas pelatihan penyuluh sosial masih berada pada tingkat rendah karena sebagian besar
penyuluh sosial belum menerima pelatihan mengenai penyuluhan sosial. Penyuluh sosial
membutuhkan pelatihan terstruktur untuk memahami materi yang diperoleh baik secara luring
maupun daring. Hasil pelatihan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja peserta dan atau
unit kerja pekerja (Iskandar, 2019).

Penelitian mengenai agen perubahan sosial yang dilakukan mengungkapkan bahwa pemahaman
peran akan menghasilkan pandangan yang mendalam mengenai perubahan ke arah yang lebih baik
(Salehi et al., 2020). Pekerja yang memiliki pandangan bahwa pekerjaan mereka bermakna akan
memiliki rasa kompetensi, serta memberikan dampak signifikan di tempat kerja (Alsughayir, 2021).
Tingkat pemahaman peran penyuluh sosial berada pada kategori sedang, artinya penyuluh sosial
masih perlu didorong untuk mencari informasi mengenai perannya dalam kegiatan penyuluhan sosial
sehingga mengubah dirinya menjadi penyuluh sosial yang lebih kompeten. Penyuluh Sosial memiliki
peran penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu sebagai (1) komunikator; (2) informan;
(3) motivator; serta (4) edukator (Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan
Sosial). Komunikasi yang efektif dapat diukur melalui keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap
positif dan kesetaraan (Devito, 2011). Selain itu, kemandirian juga mempengaruhi kompetensi (Bahua
& Musa, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh sosial masih memerlukan
peningkatan kemampuan dalam merencanakan kegiatan penyuluhan sosial, menyampaikan materi
penyuluhan, menentukan program penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, serta
meningkatkan kemandirian melalui (1) menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi melalui
cara-cara baru serta (2) mengembangkan program penyuluhan atas inisiatif sendiri.
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Penelitian pada penyuluh anti narkoba menemukan bahwa tingkat kompetensi penyuluh
dipengaruhi oleh faktor pola pemanfaatan media digital (Rizal ef al., 2021). Tingkat pemanfaatan TIK
diukur melalui akses terhadap media digital dan tingkat intensitas pemanfaatan media digital. Tingkat
intensitas pemanfaatan media digital oleh penyuluh sosial yang masuk kategori sedang menunjukkan
bahwa penyuluh sosial memerlukan peningkatan kapasitas dalam meningkatkan pemanfaatan media
berbasis digital sehingga mampu meningkatkan kompetensinya.

Tingkat kompetensi komunikasi inovatif yang berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa
tingkat kompetensi komunikasi inovatif masih perlu ditingkatkan terutama dalam kemampuan literasi
digital: menggunakan, membuat dan menyebarluaskan konten secara digital. Praktik literasi digital
mencakup tiga aspek kemampuan, yaitu menggunakan, menciptakan dan menyampaikan konten
digital (Spires et al., 2019). Literasi digital menentukan keberhasilan adopsi model penyebaran
informasi modern dalam suatu system (Zhang et al., 2016). Zhang juga mengungkapkan bahwa literasi
digital, tingkat pendidikan, pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem akan mempengaruhi
ketertarikan seseorang untuk mengakses informasi secara digital.

5. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kompetensi
komunikasi inovatif penyuluh sosial meliputi faktor belajar, tingkat pemahaman peran dan tingkat
pemanfaatan TIK sementara faktor-faktor karakter individu dan lingkungan kerja tidak signifikan
mempengaruhi tingkat kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial. Tingkat pemanfaatan TIK
secara parsial memberikan pengaruh terbesar, diikuti oleh tingkat pemahaman peran dan selanjutnya
faktor belajar. Faktor belajar, tingkat pemahaman peran dan tingkat pemanfaatan TIK berada pada
kategori sedang dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang terstruktur sehingga
kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial menjadi lebih baik.

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi penyuluh sosial,
disarankan untuk meningkatkan faktor belajar, tingkat pemahaman peran dan tingkat pemanfaatan
TIK di antaranya melalui peningkatan kualitas pertemuan dengan SDM Kesos dan penyuluh sosial
lainnya, peningkatan ketrampilan komunikasi yang efektif, peningkatan kemandirian dalam
melaksanakan tugas penyuluhan sosial dan peningkatan intensitas pemanfaatan media digital dalam
penyuluhan sosial.

Selain itu bagi pemerintah, hasil penelitian ini menyarankan agar Kementerian Sosial memberikan
pelatihan yang terstruktur kepada para pejabat fungsional penyuluh sosial mengenai peningkatan
kemampuan dalam merencanakan kegiatan penyuluhan sosial, menyampaikan materi penyuluhan,
menentukan program penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, serta meningkatkan
kemandirian melalui menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi melalui cara-cara baru serta
mengembangkan program penyuluhan atas inisiatif sendiri sehingga penyuluh sosial mampu
melaksanakan perannya sebagai komunikator, informan, motivator, serta edukator.

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan secara
kualitatif untuk memahami fenomena hubungan antara karakter individu, lingkungan kerja dan tugas
serta fungsi penyuluh sosial di lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kompetensi komunikasi inovatif penyuluh sosial. Hasilnya dapat menjadi acuan bagi
berbagai pihak, termasuk penyuluh sosial, masyarakat, peneliti bidang kesejahteraan sosial, dan
pemerintah dalam mendukung peningkatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
melalui penyuluhan sosial.

Ucapan terimakasih: Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pendidikan Pelatihan dan
Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI yang telah memberikan dukungan kepada penulis
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dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden Pejabat
Fungsional Penyuluh Sosial yang telah berpartisipasi dalam survei.
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Abstrak: Salah satu upaya pemerintah mengatasi kemiskinan melalui program pemberian bantuan sosial.
Pemerintah telah berulang kali menyalurkan program bantuan sosial dengan penamaan yang sering berganti.
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berkembang menjadi Program Bantuan Sembako yakni
bantuan peningkatan gizi keluarga dengan memenuhi 4 unsur yakni karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.
Tahun 2022, Kementrian Sosial mengubah penyaluran BPNT tidak lagi diberikan in natura bahan pangan yang
disediakan oleh e-warong, tetapi diberikan secara tunai. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian implementasi
dan dampak perubahan kebijakan penyaluran dari program BPNT non tunai ke bantuan tunai pada masyarakat
khususnya bagi e-warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode penelitian menggunakan deskriptif
mendalam. Teknik perolehan data dilakukan dengan wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Wawancara
dilakukan dengan memilih informan sesuai kapasitas dan perannya dalam penyaluran BPNT. Hasil penelitian
menunujukkan dengan beralihnya kebijakan bantuan non tunai ke bantuan tunai dilakukan tanpa adanya
evaluasi dan monitoring yang berdampak pada: 1)Ketidaktepatan pemanfaatan bantuan bagi penerima manfaat;
2) Pencapaian bantuan tidak efektif dan 3) Pemberdayaan masyarakat melalui E- Warong terhenti atau tidak
berkelanjutan. Perubahan kebijakan penyaluran BPNT dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang
terukur mengakibatkan kebijakan BPNT tidak memilih arah dan tujuan yang jelas.

Kata kunci: BPNT, e-warong, pemberdayaan, kemiskinan

Abstract: One way the government is handling poverty is by distributing social assistance. The government has repeatedly
done social assistance through different namings. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) which evolved into
Program Bantuan Sembako, is a program done in purpose to increase household’s nutrition by fulfilling 4 elements:
carbohydrates, protein, vitamin, and mineral. In 2022, The Social Ministry changed the method of BPNT from giving basic
needs through E-Warong to giving financial needs. This research is done with the purpose to analyzing the implementation
and the impacts of the chanhe from the method of giving basic needs into financial one, especially for E-Warong and Keluarga
Penerima Manfaat (KPM). This research is using in-depth descriptive as its method. Data collection is done by interviews,
FGDs, observations, and documentation. Interviews are done by choosing interviewees in line with their capacities and their
roles in BPNT. The results show the impacts done by the change in methods such as: 1) Inaccrate receivers. 2)Ineffective
assitances. 3)Empowerment through E-Warong is halted. The change in BPNT’s method is done without any evaluation
and effective monitoring which results in inaccuracies and ineffectiveness.

Keywords: BPNT, e-warong, empowerment, poverty

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah negara-negara di dunia terutama di negara berkembang.
Kemiskinan adalah kondisi ketika sesesorang atau sekelompok orang tidak lagi mampu memenuhi
hak-hak dasarnya (BAPENAS, 2007). Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran
perkapita di bawah garis kemiskinan (BPS, 2022). Jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,16
juta orang atau 9,54%, ketimpangan pendapatan untuk perkotaan mencapai 0,403 sedangkan pedesaan
0,314 (BPS, 2022), data ini sesuai target pemerintah untuk menekan kemiskinan di bawah 10%,
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walaupun dengan angka yang sangat tipis (Kontan, 2021). Pemerintah berkomitmen untuk
mengurangi angka kemiskinan sehingga salah satu prioritas utama dalam SDGs, adalah menihilkan
kemiskinan ekstrem (Habibullah, 2024; Muhtar, 2018).

Kemiskinan merupakan problem yang sulit untuk diatasi bukan hanya negara berkembang,
negara maju pun masih menghadapi kemiskinan. Bila mengacu pada penyebab kemiskinan yang
disampaikan Sharp (Kuncoro, 2004) yang melihat penyebab kemiskinan dari paradigma ekonomi: 1)
Secara mikro kemiskinan karena ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan; 2) Kemiskinan karena perbedaan kualitas sumberdaya baik dari
sisi jumlah maupun kualitas; 3) Kemiskinan karena perbedaan akses dalam modal. ketiga halini oleh
Nurske disebut sebagai teori lingkaran setan kemiskinan vicious circle of proverty (Kuncoro, 2004).

Salah satu upaya untuk memutus lingkaran setan kemiskinan deilakukan dengan kebijakan
pemberian bantuan sosial. Kebijakan bantuan sosial awal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, yang muncul karena kenaikan BBM pada tahun
2004 (Iping, 2020). Pada tahun 2007 diluncurkan Bantuan Keluarga Harapan (PKH) yakni program
pemberian bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin/rentan yang terdaftar didata terpadu
penanganan fakir miskin pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PDIKS) (Peraturan
Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan, 2017). Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah
mengucurkan berbagai bantuan yakni bantuan paket sembako, bantuan tunai senilai Rp.600.000,- bagi
warga yang terdampak Covid-19, dan bantuan tunai langsung untuk warga desa yang diambilkan dari
dana desa, serta bantuan pra-kerja.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial langsung yang muncul sejak
adanya Perpres No. 63 Tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan Permensos No. 20 Tahun 2019 tentang
BPNT. Bantuan ini diterima non tunai dengan kartu elektronik yang diberikan kepada KPM setiap
bulan, untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Pencairan dana bantuan sosial dilakukan di warung
Gotong Royong (e-warong) atau agen bekerjasama dengan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara)
(Peraturan Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, 2019; Rosaliana & Hardjati, 2019).

Berbagai kebijakan bantuan sosial diluncurkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan
ternyata seringkali belum mencapai sasaran, salah satunya karena pendataan yang tidak valid yakni
masih munculnya kesemrawutan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang tidak akurat
(Wongkar et al., 2021;Hafni et al., 2021; Hermawati & Risambessy, 2021). Faktor lain yakni kemanfaatan
bantuan belum dirasakan KPM karena jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
sedangkan harga kebutuhan pokok semakin mahal (Febriaty & Mistia, 2021).

Berdasarkan data BPS 2022, angka kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar 6.62 lebih rendah
daripada angka kemiskinan DIY sebesar 11.34 maupun tingkat nasional sebesar 9,54, data kemiskinan
ini menurun sebesar 1,07 dibanding angka kemiskinan 2021 (Pemkot Yogya Perbanyak Pelatihan Kerja
Untuk Atasi Kemiskinan, 2022). Secara umum penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat
BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu: 1) Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM;
2) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan
dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan; 3). Mendorong usaha eceran rakyat untuk
memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM; 4). Memberikan akses
jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM. Sebagai bagian dari bantuan sosial, pemberian
BPNT merupakan salah satu upaya pemerintah mengatasi kemiskinan untuk: 1) Meningkatkan
ketahanan pangan bagi KPM; 2) Meningkatkan transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan
Nasional Non Tunai (GNNT); 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan;
4).Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial dan 5). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
daerah. Slogan yang dipakai dalam mencapai tujuan dan manfaat BPNT adalah 6 T, yaitu tepat waktu,
tepat jumlah, tepat sasaran, tepat adminstrasi, tepat kualitas dan tepat sasaran.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Tim Peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) menurut Hermawati & Winarno (2020) didapatkan hasil sebagai
berikut:1) Tingkat ketercapaian pelaksanaan Program BPNT di 34 kota/kabupaten tergolong sangat
efektif dengan nilai rerata sebesar 89,78%; 2). Tingkat kemanfaatan program BPNT bagi KPM juga
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sangat tinggi dengan nilai rerata dari segi ekonomi sebesar 96,26% dan dari segi sosial sebesar 96,34%
;3). Kontribusi program BPNT untuk pemenuhan kebutuhan beras KPM sebesar 30%, sedangkan
kebutuhan telur (protein) tercukupi sebesar 4,46%. Dari hasil evaluasi ini menunjukkan adanya
dampak positif pada PKM, berarti dari tujuan program tersebut mendekati pencapaian sasaran.

Keberadaaan BPNT diikuti dengan pendirian e-warong, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial
RI No. 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung
Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan, e-warong KUBE adalah sarana
usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa
bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil
produksi anggota KUBE. Tujuan pembentukan e-warong KUBE untuk meningkatkan kesejahteraan
keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Setiap e-warong mampu melayani 500 hingga 1000 KPM.
Jadi KPM setelah menerima transfer uang di Kartu Keluarga Sejahtera Elektronik maka dapat
membelanjakan kebutuhan sehari-hari yang terdiri dari karbohidrat, protein dan sayur serta buah di
e-warong. Subsidi bahan pangan bagi kelompok miskin diharapkan mampu meningkatkan
kesejateraan mereka (A. Koutsoyiannis, 1975; Pathony & Deda, 2019)

Pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 tentang Bantuan
Sembako, yang lebih menguatkan peran e-Warong karena sebagai tempat pembelian bahan pangan
Program Sembako yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria tertentu. Setiap KPM wajib
membelanjakan bantuan yang diterima berupa bahan makanan yang mengandung unsur karbohidrat,
protein, mineral dan vitamin. Pemberian bantuan sembako merupakan perluasan dari Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) yang diturunkan pada masa pandemic Covid-19 sehingga bertujuan memberikan
bantuan pada masyarakat yang terdampak pandemi tersebut. Dari hasil penelitian Sukmana (2021),
BPNT berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dari segi ekonomi namun
keinginan masyarakat agar bantuan diberikan secara berkelanjutan, ketersediaan lapangan kerja dan
peningkatan ketrampilan, berkaitan dengan dampak sosial dari pemberian bantuan dan pemerintah
perlu melakukan evaluasi proses pendataan yang mengutamakan musyawarah dari tingkat RT sampai
dengan desa.

Pada akhir tahun 2022, Menteri Sosial Risma menyampaikan bahwa penyaluran BPNT melalui
uang tunai dan tidak lagi menggunakan e-warong, ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Presiden No.
63 Tahun 2017 bahwa Bantuan Sosial (Bansos) diperbolehkan penarikan tunai atau berupa barang,
selain itu perubahan ini juga mensikapi masukan dari surat rekomendasi Komisi VII DPR-RI karena
didapati adanya penyimpangan-penyimpangan saat penyaluran BPNT (Budiono, 2023). Mulai saat
itu, pemberian bantuan diterimakan secara tunai ke KPM. Atas perubahan kebijakan tersebut
memunculkan berbagai dampak yang tidak sesuai lagi dengan tujuan awal adanya bantuan tersebut.
Target pertama pemerintah untuk memberikan bantuan Sembako juga tidak bisa diwujudkan ketika
bantuan itu berupa tunai.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemberian bantuan dan kemiskinan. Penelitian
yang mengangkat persoalan bantuan langsung dan tidak langsung di Indonesia, penelitian dilakukan
dengan Computable General Equilibrium (CGE) model of the Indonesian economy yang menemukan adanya
ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan sehingga pemerintah perlu merancang transfer
tunai dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif tidak langsung (ekonomi-lebar) implikasi
bagi perekonomian nasional dan untuk memastikan bahwa transfer menjangkau penerima manfaat
yang ditargetkan (Yusuf, 2018).

Penelitian berikutnya tentang implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang fokus untuk
mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penyaluran program BPNT melalui e-Warong serta
tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT yang disalurkan melalui e-
warong, menentukan kesenjangan antara harapan KPM dengan kinerja Program BPNT untuk
setiap atribut kepuasan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan e-warong.
Penelitian dilkukan dengan metode kuantitatif, hasilnya penyaluran BPNT melalui e-warong cukup
progresif, efektif dan efisien dan memberdayakan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan
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(Habibullah et al., 2022; Risnandar & Broto, 2018). Penelitian selanjutnya berkaitan dengan persepsi
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang program pengentasan kemiskinan beserta faktor
pengaruhnya di Indonesia. Metode penelitian mix method yakni kuantitatif dan kualitatif, hasilnya
pemahaman KPM hanya sebatas bantuan yang diterima bukan tentang hakikat program (Hermawati
& Winarno, 2020).

Perubahan kebijakan bantuan merupakan bagian dari kebijakan publik. Konsep kebijakan publik
menurut Dye (Budiman, 2013; Pathony & Deda, 2019) sebagai whatever goverment choose to do or not
atau apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak. Pendapat yang senada disampaikan oleh
Freidrich (Pathony & Deda, 2019), kebijakan merupakan arah tindakan yang diusulkan oleh
pemerintah, seseorang atau kelompok yang diharapkan dapat mengatasi halangan-halangan atau
memberikan solusi atas permasalahan. Jadi bila ada perubahan kebijakan publik maka seharusnya
menjadi solusi atas hambatan-hambatan yang ada. Hambatan dapat diketahui bila sudah ada evaluasi
atau kajian terlebih dahulu.

Dari beberapa penelitian terdahulu, belum ada kajian yang melihat implementasi dan dampak
perubahan kebijakan penyaluran dari BPNT ke bantuan tunai pada masyarakat khususnya ke KPM
dan e-warong. Perubahan penyaluran BPNT melalui uang tunai dan tidak lagi menggunakan e-
warong, didasarkan atas Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 bahwa Bantuan Sosial (Bansos)
diperbolehkan penarikan tunai atau berupa barang, Perubahan kebijakan penyaluran yang dilakukan
Menteri Sosial atas masukan beberapa pihak namun belum ada evaluasi atau kajian menyeluruh atas
kebijakan tersebut. Program BPNT dan bantuan sembako memiliki tujuan untuk menjadi solusi dalam
mengatasi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin melalui e-Warong. Bagaimana
dampak perubahan kebijakan tersebut bagi masyarakat serta dampaknya bagi keberadaan e-Warong?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk
memahami situasi, peristiwa, peran, kelompok, interaksi sosial tertentu (Creswell, 2019). Penelitian ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa
suatu gejala atau realitas itu terjadi (Pawito, 2007). Sehingga penelitian ini dilakukan dengan
memberikan gambaran tentang program BPNT di Kelurahan Wirogunan Kota Yogyakarta,
menafsirkan dan mengintepretasikan makna yang diperoleh dari data serta menyajikan dalam bentuk
deskriptif. Jenis penelitian merupakan deskriptif mendalam (Thick description), peneliti berupaya
menangkap semua rincian dalam latar sosial dengan deskripsi yang rinci dan menarasikan secara
subjektif, (Pawito, 2007).

Sumber data diperoleh dari informan kunci sejumlah 6 orang yang merupakan pihak-pihak yang
terkait dalam penyaluran BPNT atau bantuan sembako yakni Kemensos, Dinas Sosial, tenaga
pendamping PKH dan BPNT, Lurah beserta perangkat kelurahan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM),
dan pengelola e-Warong. Selain wawancara juga dilakukan observasi dan FGD yang dihadiri sejumlah
20 orang. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Penelitian dilaksanakan bulan
Februari-M ei 2023. Purposive sampling merupakan teknik pemilihan informan yang bersifat selektif
terhadap mereka yang memiliki kapasitas atau sebagai stakeholders dalam program BPNT. Teknik
analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis interactive model, yang terdiri dari tiga
komponen: reduksi data, penyajian data dan penarikan serta pengujian kesimpulan (Milles &
Huberman, 1994) (Denzin & Lincoln, 2009).

3. Hasil dan Pembahasan
Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ke Tunai

Kelurahan Wirogunan merupakan salah satu kelurahan di kota Yogyakarta yang memiliki warga
miskin terbesar di Kota Yogyakarta. Kelurahan ini terdiri dari 7 kampung, 24 RW dan 77 RT. Jumlah
penduduk mencapai 11, 372 jiwa dengan jumlah KK 3682 Penerima BPNT di kelurahan mencapai 400
KK. Awalnya program BPNT dilakukan dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
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elektronik yang dapat diambil uangnya di e-warong yang bekerjasama dengan Bank Himbara
(Himpunan Bank Milik Negara).
Hal ini sesuai dengan penyampaian salah satu narasumber dari Kemensos:

“Program BPNT sebetulnya merupakan perubahan dari pemberian Subsidi Rastra (Beras
Sejahtera), perubahan dilakukan karena ada masukan dari KPK tahun 2016, Menteri Khofifah yang
menyampaikan ke Dirjen Penanganan Fakir Miskin supaya bantuan diubah ke non tunai selain ada
upaya perluasan kebijakan prioritas inklusif keuangan. Tahun 2017 setelah masukan dari
Bappenas, Kementrian PMK, TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan)
muncullah program uji coba perubahan subsidi rasa ke kartu sejahtera (KKS) yang tidak ada beban
biaya administrasi diberlakukan untuk 44 kota”.

Seiring dengan adanya BPNT, maka pemerintah melalui Kemensos mengeluarkan Peraturan
Menteri Sosial RI No. 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik
Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Dengan peraturan
ini, maka penyaluran bantuan non tunai diberikan melalui e-warong KUBE. E-warong KUBE
(Kelompok Usaha Bersama) adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola kelompok usaha bersama
dari para penerima bantuan atau KPM, dan menjadi sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan
pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi
anggota. Tujuan pembentukan e-warong KUBE untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima
manfaat bantuan sosial. Setiap e-warong mampu melayani 500 hingga 1000 KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ada tiga jenis e-warong yakni: 1) e-warong yang
ditunjuk bank; 2) e-warong yang menjadi afiliasi Bulog yakni Rumah Pangan Kita (RPK); 3) e- warong
bentukan Kementrian sosial yang disebut e-warong KUBE Jasa (yang didirikan oleh KPM). Terkait
dengan e-warong KUBE jasa yang dikelola oleh 10 KPM anggota KUBE, oleh Kemensos diberikan
modal usaha untuk membuka e-Warong.

Pada tahun 2018, BPNT secara bertahap dilaksanakan di seluruh Indonesia walaupun ada
beberapa daerah yang belum bisa karena kendala akses sinyal, khususnya untuk Indonesia timur. Pada
tahun 2019, BPNT diterapkan secara nasional ke 514 kabupaten dan kota dengan besaran dana Rp.
110.000 yang dapat dibelanjakan beras dan telur. Pelaksanaan bantuan dinilai efektif dan tepat tujuan
pemberian bantuan. Tingkat efektifnya jauh melebihi Rastra. Oleh karena itu besaran bantuan
ditambah Rp 40.000, sehingga menjadi Rp 150.000,- di tahun 2020 untuk menambah nutrisi lain yaitu
vitamin dan mineral. Pada bulan Maret 2020 terjadi Pandemi Covid, dengan pertimbangan agar
masyarakat lebih servive maka bantuan dinaikan menjadi Rp 200.000,- dan diberikan secara non tunai.

Pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 tentang Bantuan
Sembako, yang lebih menguatkan peran e-warong karena sebagai tempat pembelian bahan pangan.
Program sembako merupakan pengembangan dari BPNT dengan penambahan nilai bantuan dan jenis
bahan pangan, diberikan kepada KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik yang
merupakan fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran
bantuan sosial (Winarti & Yaskur, 2022). KKS dibelanjakan di e-warong yang bekerjasama dengan
Bank Himbara. Perubahan kebijakan penyaluran berubah lagi pada pada tahun 2022, Menteri Sosial
menyampaikan bahwa penyaluran BPNT melalui uang tunai dan tidak lagi menggunakan e-warong,
ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 bahwa Bantuan Sosial (Bansos)
diperbolehkan penarikan tunai atau berupa barang.

Dari beberapa program bantuan sosial, pemerintah berulang mengganti nama maupun kebijakan
dalam penyaluran namun perubahan ini terkadang berlangsung tiba-tiba sehingga seolah tanpa
adanya evaluasi dan monitoring yang terukur. Perubahan kebijakan publik Sebagai suatu program
nasional untuk pengentasan kemiskinan seharusnya perlu ada kajian dan evaluasi yang dapat
dikomunikasikan ke masyarakat sehingga sejauhmana bantuan itu efektif dan bermanfaat dapat
mengetahuinya. Kajian ini akan menentukan strategi dan perencanaan dalam pemberian bantuan

Fadjarini Sulistyowati, B. Hari Sapta Ning Tyas, Widati Widati , Condrodewi Puspitosari

Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kompetensi Komunikasi Inovatif Penyuluh Sosial
218



SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 13, No. 3 (2024): hal 214 - 224

yang merupakan upaya untuk pengetasan kemiskinan. Kajian untuk menentukan strategi yang tepat
sehingga penyaluran bantuan untuk pengentasan kemiskinan dapat dilakukan tepat sasaran, seperti
yang dilakukan di Cina, yang melakukan kajian terus menerus untuk membuat sistem prioritas
membangun kebijakan bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan sebagai landasan untuk
mengentaskan kemiskinan dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat lapisan bawah (Jian & Jiejie,
2022).

Bantuan sosial sebagai program nasional untuk pengetasan kemiskinan seharusnya perlu strategi
dan perencanaan yang matang termasuk dalam komunikasi kebijakannya. Perubahan penyaluran
bantuan yang dilakukan dengan tiba-tiba akan membingungkan bagi stakeholders di tingkat bawah.
Program BPNT yang kemudian berubah menjadi Bantuan Sembako memiliki tujuan untuk
memberikan bantuan nutrisi bagi kelompok warga miskin yang berupa karbohidrat, protein, lemak,
vitamin. Hal ini senada dengan penyampaian narasumber dari Dinas Sosial:

“Maksud BPNT, antara lain bantuan pangan untuk memperbaiki gizi mereka, bantuan itu berupa
karbohidrat, protein, vitamin”

Perubahan kebijakan penyaluran yang tidak sesuai dengan konsep awal program ini tanpa
adanya perencanaan komunikasi publik yang baik. Edward III (Pasolong, 2013; Engkus, 2020)
menyatakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implentasi kebijakan: 1) Komunikasi; 2)
Sumber daya; 3) Sikap Implementer; 4) Struktur Birokrasi. Faktor utama adalah komunikasi,
implementasi kebijakan seharusnya memandatkan setiap pihak yang terlibat dalam program tersebut
harus memahami bentuk program, apa yang harus dilakukan dan bagaimana wujudnya, intinya dalam
komunikasi harus ada transmisi, konsistensi dan kejelasan, Kedua, sumber daya yang mendukung hal
tersebut baik manusia atau fasilitas, sikap implementer menyangkut persepsi, kewenangan,
pemahaman para pelaksana yang dapat bersikap mendukung, netral atau menolak. Struktur birokrasi,
komunikasi yang disampaikan dalam birokrasi dari tingkat pusat hingga ke bawah haruslah jelas dan
transparan sehingga implementasinya lebih mudah dilakukan.

Bila melihat dari faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sesuai
dengan konsep di atas maka pada faktor komunikasi kepada publik menjadi hal yang signifikan
seharusnya dilakukan. Perubahan kebijakan penyaluran BPNT tidak dikomunikasikan secara
transparan dan terbuka. Hasil kunjungan Menteri Sosial ke beberapa e-warong di beberapa daerah
yang menemukan adanya penyelewengan dana menjadi salah satu alasan untuk mengubah kebijakan
dari non tunai menjadi tunai. Peraturan yang digunakan untuk melegalisasi kebijakan adalah PP
Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 bahwa Bantuan Sosial (Bansos) yang membolehkan penarikan
tunai atau berupa barang. Sehingga peraturan yang mengatur BPNT dan e-warong tidak berlaku
namun hal ini tidak secara eksplisit dikomunikasikan ke publik atau petugas yang berkaitan dengan
penyaluran. Sedangkan untuk sumberdaya, pada hakikatnya penarikan bantuan menggunakan kartu
Keluarga Sejahtera elektronik yang tidak mengalami kesulitan bila digunakan di mesin-mesin ATM
bank Himbara. Sikap implementer dan struktur birokrasi, perubahan kebijakan ini bagi daerah juga
berdampak pada keberlangsungan e-warong KUBE yang diinisiasi Kemensos, akhirnya instansi
daerah yang harus melayani protes dari mereka yang sudah susah payah membangun e-warong.
Melalui penyaluran tunai ini juga menghapus adanya pendamping PKM. Faktor-faktor yang
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis implementasi
program BPNT di Desa Paleran Umbulsari Jember yang menunjukkan bahwa implementasi program
tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak ada komunikasi serta sosialisasi dari pusat ke
bawah sehingga para penerima bantuan mengalami kebingungan demikian juga kesiapan teknologi
untuk program tersebut di beberapa tempat dianggap belum siap (Nabila et al., 2021).

Pada tahun 2022, terjadi perubahan mekanisme penyaluran program BPNT dari non tunai yang
dibelanjakan ke e-warong ke Kantor Pos kemudian saat ini berganti lagi melalui Bank Himbara namun
masih ada yang melalui Kantor Pos. Perubahan yang berulang dan terkesan tanpa perencanaan
sehingga tidak ada komunikasi dan informasi yang jelas terkait perubahan mekanisme penyaluran
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program BPNT. Peranan komunikasi sangat penting untuk mendukung implementasi program,
karena komunikasi yang intensif dalam penyampaian dan sosialisasi ke masyarakat dapat
meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program (Fitri & Rahmadani Yusran, 2020; Laurentcia
& Yusran, 2021).

Perubahan kebijakan dirasa mendadak dan pihak dinas maupun TKSK harus menghadapi
pertanyaan dari kelurahan maupun e-warong sebagai penyalur bantuan. Untuk saat ini, pihak dinas
sosial pun tidak tahu turunnya dana karena dana bisa langsung dicairkan oleh KPM. Akhirnya, pihak
KPM sendiri yang harus aktif melihat turunnya dana melalui ATM.

Di sisi KPM, sebagian besar dari mereka tidak terlalu mempermasalahkan perubahan mekanisme
penyaluran. Bagi KPM penyaluran melalui media apa pun mereka ikuti asalkan bantuan itu dapat
diterima rutin. Terkait dengan pencairan bantuan, seharusnya pemerintah memberikan BPNT sebulan
sekali tetapi dalam kenyataannya, sejak bantuan diberikan tunai maka bantuan tidak diterima secara
rutin setiap bulan, tapi kadang 2 bulan dan bahkan pernah 3 bulan atau lebih baru diterimakan ke
KPM. Hal ini sebagaimana disampaikan narasumber dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta:

“BPNT sebelumnya diterimakan rutin atau tanggalnya sudah pasti setiap bulannya, jadi,
kemanfaatannya jelas. Saat ini, KPM dapat menerima sekaligus dalam satu tahap pencairan
menerima 3 atau 5 bulan, lha kalau untuk beras ya berarti banyak banget, itu kan jadi malah tidak
efektif, sehingga kurang tepat karena tidak sesuai tujuan awal dari pemberian bantuan.”

Saat ini, tidak ada pihak yang melakukan kontrol dalam pemanfaatan BPNT, yang ada hanya
himbauan dari kelurahan atau Dinas Sosial melalui tenaga pendamping di kecamatan (TKSK) agar
KPM menggunakan bantuan sesuai amanah yakni untuk pembelian sembako. Himbauan tersebut,
akan ditaati atau diabaikan oleh KPM, tidak dapat dikontrol, yang berarti bagi pemerintah yang
penting bantuan telah diberikan kepada keluarga miskin, penggunaan bantuan untuk apa diserahkan
kepada masyarakat.

Padahal mekanisme penyaluran bantuan sosial menjadi hal yang penting untuk keefektivan
program tersebut. Program bantuan sosial yang telah dirancang dan mempunyai target tujuan yang
dicapai perlu konsisten untuk realisasinya. Jadi bila dilihat dari konsep kebijakan publik, penyaluran
bantuan yang tidak konsisten serta ketidaksesuaian dengan tujuan awal dari pemberian bantuan
tersebut menunjukkan pemerintah tidak memiliki perencanaan kebijakan publik yang jelas dalam
penyalauran bantuan tersebut. Walaupun penerima bantuan terkadang masih belum memahami
makna pemberian bantuan tersebut, namun dengan konsistensi kebijakan dan melalui evaluasi serta
monitoring maka implmentasi penyaluran program bantuan dapat konsisten sesuai ide awal bantuan
itu diluncurkan. Komunikasi dan sosialisasi bagi KPM perlu dilakukan terus menerus untuk
mengedukasi adanya makna dari bantuan yang mereka terima karena seperti penelitian Hermawanti
(2020), bagi KPM yang penting hanya sebatas pada bantuan yang telah dan diharapkan akan terus
diterimanya; bukan pemahaman tentang hakikat program secara keseluruhan. Bila KPM hanya
mementingkan ia memeroleh uang tiap bulan maka tentunya tidak ada aspek pemberdayaannya,
padahal salah satu yang diharapkan dari pemberian bantuan sosial adalah memberdayakan
masyarakat hingga mewujudkan pengentasan kemiskinan, bila hanya untuk membagi-bagi uang maka
pemberdayaan tidak terwujud.

Program BPNT untuk Pemberdayaan Masyarakat
Program bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.
Salah satu hal yang penting dalam implementasi program bantuan sosial (Muhtar et al., 2022; Yesudian,

2007):

Poverty alleviation programs are influenced by the government’s authority in implementing such
programs. In addition, the government does not marginalize the poor in this country and every program

or assistance should be evaluated for betterment
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Implementasi program pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh kewenangan pemerintah.
Selain itu, pemerintah tidak meminggirkan masyarakat miskin di negeri ini dan setiap program atau
bantuan harus dievaluasi menjadi lebih baik. Menurut Friedman (Mubhtar, 2018), kemiskinan sebagai
ketidaksamaan kesempatan untuk memeroleh kebutuhan mendasar yakni meliputi asset (tanah,
rumah, perlengkapan, kesehatan), modal keuangan (pendapatan dan kredit yang terjangkau), adanya
organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk keinginan bersama, jejaring untuk mendapatkan
akses pekerjaan, barang atau jasa, serta informasi. Dalam konsep ini kemiskinan bukan hanya faktor
ekonomi tetapi soal akses, kebebasan bersosialisasi dan lain-lain. Kemiskinan juga dapat dimaknai
suatu keadaaan yang menunjukkan keterbatasan dalam meningkatkan kualitas hidup, baik dari segi
pangan, papan maupun sandang (Arfiani, 2009). Dari kedua konsep tersebut, ada hal yang sama
kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak dapat memeroleh kesempatan untuk
mencukupi kebutuhan dasar. Dengan adanya kemiskinan maka menjadi kewajiban negara untuk
memberikan kesempatan mereka keluar dari lingkaran kemiskinan salah satunya melalui
pemberdayaan. Bila mengacu pada teori lingkaran setan kemiskinan vicious circle of proverty, maka
pemberian bantuan yang awalnya dengan memunculkan e-warong untuk memberdayakan
masyarakat saat ini dengan diterima secara langsung ke KPM maka pemberdayaan masyarakatnya
sama sekali tidak ada.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan beberapa strategi untuk pengentasan kemiskinan
diantaranya dengan kebijakan komplementer kemensos yakni pemenuhan kebutuhan dasar keluarga
miskin dalam kerangka perlindungan sosial dilaksanakan melalui komplementaritas program bantuan
sosial, konsep komplementaritas merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan secara baik dan
bersama-sama, agar masing-masing dapat menghasilkan nilai yang tinggi (Muhtar, 2018). Contoh
adanya penerima bantuan program PKH bersama dengan BPNT yang bersama-sama melakukan
pendirian e-warong KUBE, merupakan usaha pemberian bantuan sesuai konsep komplementaritas.

Demikian juga Program BPNT atau Sembako dengan adanya e-warong telah mampu
menghidupkan perekonomian KPM melalui e-warong ternyata tidak berlangsung lama padahal dari
sisi kemanfaatan, program ini dapat memberdayakan masyarakat khususnya keluarga penerima
manfaat yang merupakan keluarga miskin. Salah satu pengelola e-warong menyampaikan:

“Ketika KPM harus membelanjakan bantuan yang diterimanya melalui e-warong maka e-warong
kami juga produktif bahkan kami mampu menyisihkan dari keuntungan/laba penjualan dari
barang sembako untuk dana simpanan bantuan, yang kami gunakan untuk membantu bila ada
KPM yang tertimpa musibah misalnya sakit dan lain-lain”.

Keberadaan e-warong tidak lepas dari keberadaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). E-
warong didirikan sebagai antisipasi ketepatan pemanfaatan bantuan non tunai, yang dikelola oleh
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu kelompok masyarakat yang sudah terbentuk sebelumnya.
KUBE diberikan modal oleh pemerintah untuk membuka warung sembako, yang akan melayani KPM
BPNT untuk membelanjakan bantuan pemerintah. E-warong KUBE merupakan hasil pendampingan
dari Dinas Sosial, dengan memberikan bantuan untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan
produksi mereka.

Menurut Dinas Sosial:
“Sasaran awal dari BPNT untuk meningkatkan kesejahteraan, yang wujudnya perbaikan pangan,
melalui e-warong. Keberadaan e-warong sejak tahun 2017 yang dibentuk dalam rangka BPNT.
Dengan berubahnya BPNT ke tunai, e- warong tidak berfungsi akhirnya e-warong banyak yang
bangkrut, karena mereka yang sebenarnya diharapkan mampu berkembang, tidak hanya melayani
KPM, tetapi belum mampu berkembang dan bersaing dengan warung lain, penyaluran bantuan
sudah tidak melalui e-warong”.

Beberapa penelitian yang mengkaji penyaluran program BPNT menggunakan e-warong
memberikan hasil yang bervariasi. Dari kajian pada 57 KPM, pengelola e-warong dan Dinas Sosial di
7 provinsi dan 12 kotamadya bahwa program BPNT melalui e-warong sudah cukup progresif, efektif,
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efisien serta memiliki potensi dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat walaupun ada
beberapa hal yang harus diperbaiki dan masih memerlukan pendampingan yang intensif (Risnandar
& Broto, 2018). Demikian juga program e-warong di Padang berpengaruh dalam penyaluran BPNT
serta membantu KPM mengembangkan usaha dan mengentaskan kemiskinan (Putra et al., 2022).
Kajian tentang efektivitas BPNT di Belitung Timur menunjukkan BPNT sebagai bantuan pangan belum
optimal karena beberapa permasalahan tentang data penerima, KPM merasa terbebani dengan
pembatasan pemilihan produk yang harus dibeli di e-warong yang lokasinya jauh dari rumah namun
di sisi yang lain program BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga (Sabarisman & Suradji,
2020).

Ketika terjadi perubahan penyaluran program BPNT yang awalnya melalui e-warong ke PT Pos
Indonesia maka terjadi beberapa dampak. Seperti hasil kajian implementasi penyaluran BPNT melalui
e-warong dan Kantor pos di Kota Padang, hasilnya menunjukkan penyaluran BPNT melalui e-warong
mendorong penguatan ekonomi masyarakat untuk KPM maupun masyarakat sekitar e-warong baik
sebagai penyedia atau produsen kebutuhan pangan, di sisi lain penyaluran melalui PT Pos Indonesia
dapat memberikan layanan cepat dan lebih tepat sasaran dalam bentuk tunai kepada KPM (Putra et
al., 2022).

Dari hasil temuan data di lapangan sebagai upaya untuk pengamanan bantuan keberadaan e-
warong cukup tepat karena setiap KPM wajib menurut petugas pendamping (TKSK):

“Untuk pengamanan bantuan, sebetulnya sudah cocok pakai e-warong, dilihat dari sisi
pemberdayaan masuk, mereka didalamnya juga KPM yang menerima bantuan, dan mereka
punya usaha yang dapat meningkatkan perekonomian, dari sisi KPM nya sendiri mereka dapat
asupan gizi, kebutuhan sehari-harinya tercukupi. Tapi kalau uang tunai, kemanfaatannya tidak
untuk peningkatan gizi tapi malah konsumsi yang lain”.

Menurut Dinas Sosial Kota Yogyakarta, keberadaan e-warong di Kota Yogyakarta relatif baik
tanpa adanya penyelewengan dalam menyalurkan BPNT, namun tidak bisa berbuat banyak karena
pihak pemerintah pusat mengubah kebijakan dengan mengantikan bantuan non tunai menjadi tunai.
Kondisi sebagaimana hal di atas, tidak semestinya didiamkan berlarut-larut. Tujuan pemberian
bantuan, tidak sekadar “menyenangkan” masyarakat yang notabene miskin yang terbantu dengan
adanya bantuan dari pemerintah, tetapi juga harus dipikirkan efektivitas pemberian bantuan bahkan
hal yang penting untuk memberdayakan masyarakat sehingga keluar dari lingkaran kemiskinan
(vicious cycle of poverty).

Bantuan sosial tidak akan terus menerus diberikan, bantuan sosial merupakan pemancing untuk
mendorong keberdayaaan. Kemiskinan merupakan problem yang tidak mudah diselesaikan dalam
waktu singkat namun upaya penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan dan sangat penting
untuk tidak memberlakukan masyarakat miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan,
pemberdayaan warga miskin dilakukan agar mereka keluar dan tidak jatuh kembali ke dalam
kemiskinan (habibullah, 2017; Muhtar, 2018).

Salah satu tujuan yang penting dalam pemberian BPNT yang kemudian berkembang menjadi
Bantuan Sembako, dalam rangka memberikan bantuan asupan nutrisi bagi masyarakat miskin. Upaya
mendorong keberdayaan mereka dengan memfasilitasi pendirian e-warong sebagai sarana untuk
penyaluran bantuan. Sehingga bantuan dapat dikelola mereka sendiri bahkan mendorong
keberdayaan mereka untuk berwirausaha melalui pengelolaan e-warong. Perubahan penyaluran
bantuan dari non tunai menjadi tunai melalui Bank memberikan dampak terhentinya e-warong dan
pengamanan terhadap kemanfaatan program tersebut tidak bisa lagi dilakukan.

4. Kesimpulan
Implementasi perubahan kebijakan penyaluran BPNT dari non tunai melalui e-
warong ke tunai yang disalurkan ke Bank Himbara dilaksanakan pemerintah tanpa
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adanya perencanaan komunikasi publik yang baik. Ketidakkonsistensian kebijakan dan
tidak adanya evaluasi dan monitoring yang terukur mengakibatkan kebijakan program
bantuan sosial tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas

Dampak BPNT yang awalnya diharapkan memutus lingkaran setan rantai
kemiskinan menjadi sulit terwujud. Kebijakan BPNT di awal berupaya mendorong
pemberdayaan masyarakat miskin menjadi tidak terealisir, keberadaan e-warong
akhirnya terbengkalai. Bantuan sosial hanya dimaknai “bagi-bagi uang. Munculnya sikap
“senang diberi bantuan” yang mengakibatkan masyarakat kurang bersemangat berusaha. Mekanisme
bagi-bagi uang ini cenderung meninabobokan masyarakat, karena tanpa harus bekerja pun,
masyarakat dapat menerima bantuan. Program pendirian e-warong sebagai penyalur bantuan
tidak lagi berjalan sehingga e-warong tidak lagi menjadi pengaman pemanfaatan BPNT
bahkan akhirnya e-warong harus terhenti karena tidak bisa lagi beroperasi.

5. Saran

Dari hasil penelitian ini maka perlu adanya kajian yang lebih lanjut tentang pentingnya penamaan
dan mekanisme penyaluran bantuan ke masyarakat. Penamaan program bantuan seharusnya tetap
konsisten dalam implementasinya ke masyarakat. Konsistensi ini menyadarkan masyarakat akan
maksud dan tujuan bantuan tersebut. Perlu upaya untuk mendorong kembali keberadaan e-warong
sehingga mampu sebagai ruang untuk berwirausaha penerima bantuan. Perlu adanya kajian ulang,
untuk efektivitas penyaluaran bantuan sosial secara tunai, agar tidak dimaknai hanya sekadar bagi-
bagi uang ke masyarakat.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran identitas sosial dalam memoderasi hubungan antara
kepribadian Dark Triad (psikopati, narsisme, dan Machiavellianisme) dengan ujaran kebencian di media sosial.
Menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini melibatkan 250 dosen dari sebuah universitas swasta di Jakarta.
Data dianalisis dengan regresi berganda dan uji Sobel menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepribadian Dark Triad secara signifikan memengaruhi kecenderungan untuk terlibat
dalam ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, identitas sosial berperan sebagai variabel moderator yang
signifikan, menunjukkan bahwa individu dengan identitas sosial yang kuat lebih mungkin menunjukkan ujaran
kebencian ketika memiliki sifat-sifat kepribadian Dark Triad. Temuan ini menekankan pentingnya memahami
interaksi antara faktor psikologis dan sosial dalam menanggulangi ujaran kebencian di media sosial. Implikasi
dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk intervensi yang menargetkan pengurangan sifat-sifat
kepribadian Dark Triad dan memperkuat identitas sosial yang positif sebagai strategi untuk mengurangi ujaran
kebencian. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pemahaman mendalam tentang
dinamika psikologis dan sosial diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari ujaran kebencian di
lingkungan digital yang dapat berimplikasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Kepribadian dark triad, Identitas sosial, Ujaran kebencian, Media sosial, Pembangunan kesejahteraan sosial

Abstract: This study aims to examine the role of social identity in moderating the relationship between Dark Triad
personality traits (psychopathy, narcissism, and Machiavellianism) and hate speech on social media. Using a quantitative
approach, the study involved 250 lecturers from a private university in Jakarta. Data were analyzed using multiple regression
and the Sobel test with SPSS version 23. The results indicate that Dark Triad personality traits significantly influence the
tendency to engage in hate speech on social media. Furthermore, social identity serves as a significant moderating variable,
suggesting that individuals with a strong social identity are more likely to engage in hate speech when they possess Dark
Triad personality traits. These findings highlight the importance of understanding the interplay between psychological and
social factors in addressing hate speech on social media. The implications of this study include recommendations for
interventions targeting the reduction of Dark Triad personality traits and the strengthening of positive social identity as
strategies to mitigate hate speech. Thus, a comprehensive approach involving a deep understanding of psychological and
social dynamics is needed to minimize the negative impact of hate speech in the digital environment that can have
implications for social welfare development.

Keywords: Dark triad personality, Social identity, Hate speech, Social media, Social welfare development

1. Pendahuluan

Perilaku ujaran kebencian di media sosial merupakan isu yang kompleks dan memerlukan
pemahaman yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari berbagai penelitian
yang relevan, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi ujaran kebencian di media sosial,
yaitu persepsi keadilan dan identitas sosial. Persepsi keadilan dapat berperan dalam memengaruhi
perilaku ujaran kebencian. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan, pengaruh sosial, persepsi
manfaat, dan persepsi risiko secara bersama-sama berpengaruh terhadaminat menggunakan teknologi
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tertentu (Zarasky & Septiani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap manfaat
dan risiko dari penggunaan media sosial dapat memengaruhi perilaku mereka, termasuk dalam
menyebarkan ujaran kebencian. Selain itu, identitas sosial juga dapat menjadi faktor yang
memengaruhi ujaran kebencian di media sosial. Identitas sosial dapat memoderasi hubungan antara
empati konsumen dan engagement konsumen setelah melihat konten sedih di media sosial (Suparto &
Mulyandi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dalam
kelompok sosial tertentu dapat memengaruhi respons dan perilaku mereka terhadap konten yang
mereka temui di media sosial, termasuk ujaran kebencian. Dengan demikian, pemahaman yang
mendalam terkait persepsi keadilan dan identitas sosial dapat memberikan wawasan yang lebih baik
dalam memahami dan mengatasi ujaran kebencian di media sosial. Melalui pendekatan yang holistik
dan memperhatikan faktor-faktor psikologis dan sosial yang kompleks, upaya untuk mengurangi
ujaran kebencian di media sosial dapat menjadi lebih efektif.

Ciri-ciri kepribadian Dark Triad, yang meliputi Psychopathy, Narcissism dan Machiavellianism,
telah dikaitkan dengan perilaku negatif seperti ujaran kebencian di media sosial (Monacis et al., 2020).
Penelitian telah menunjukkan bahwa sifat-sifat ini dapat memprediksi sikap negatif terhadap
kelompok sosial yang rentan seperti pencari suaka (Anderson & Cheers, 2018). Selain itu, penelitian
telah menyoroti dampak identitas sosial sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara sifat-sifat
Dark Triad pekerja dan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial di tempat kerja, yang
menekankan pentingnya sifat-sifat kepribadian dalam praktik bisnis yang berkelanjutan (Jahanshahi
et al.,, 2023). Memahami interaksi antara sifat-sifat Dark Triad, ujaran kebencian, dan identitas sosial
sebagai variabel moderasi dapat memberikan wawasan tentang perilaku daring, memungkinkan
pengembangan intervensi untuk mengurangi ujaran kebencian dan mendorong interaksi positif di
media sosial.

Dalam konteks ujaran kebencian di media sosial, peran kepribadian Dark Triad, persepsi keadilan,
dan identitas sosial merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku individu dalam
menyebarkan konten berbentuk kebencian. Dark Triad merujuk pada gabungan tiga karakteristik
toksik dan jahat, yaitu psikopati, narsisme, dan Machiavellianism (LeBreton et al., 2018). Individu
dengan Dark Triad cenderung memiliki sifat manipulatif, kurang empati, dan kecenderungan untuk
mencari keuntungan pribadi tanpa memperdulikan dampak sosial. Studi menunjukkan bahwa
kepribadian Dark Triad dapat berhubungan dengan perilaku cyberbullying, di mana self-esteem
berperan sebagai mediator (Asih & Lutfiyah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa individu dengan Dark
Triad mungkin cenderung melakukan tindakan kebencian di media sosial sebagai bentuk
cyberbullying, dan self-esteem dapat memoderasi hubungan antara kepribadian tersebut dengan
perilaku tersebut. Selain itu, persepsi keadilan juga dapat memengaruhi ujaran kebencian di media
sosial. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap manfaat dan risiko dari penggunaan
media sosial dapat memengaruhi perilaku mereka, termasuk dalam menyebarkan ujaran kebencian.
Persepsi keadilan yang rendah dapat memicu perilaku negatif seperti ujaran kebencian sebagai bentuk
respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Begitu pula identitas sosial memiliki peran dalam
konteks ini. Social Identity Theory menekankan bahwa individu mengidentifikasi diri mereka dalam
kelompok sosial tertentu dan perilaku mereka dapat dipengaruhi oleh identitas tersebut (Ashforth &
Mael, 1989).

Identitas sosial yang kuat dapat memoderasi respons individu terhadap konten di media sosial,
termasuk dalam menyebarkan ujaran kebencian. Dengan demikian, pemahaman terhadap peran
kepribadian Dark Triad dan identitas sosial dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif
dalam memahami dan mengatasi ujaran kebencian di media sosial. Melalui pendekatan yang holistik
yang memperhatikan faktor-faktor psikologis dan sosial yang kompleks ini, upaya untuk mengurangi
ujaran kebencian di media sosial dapat menjadi lebih efektif. Identitas sosial yang kuat dapat
memoderasi respons individu terhadap konten di media sosial, termasuk dalam menyebarkan ujaran
kebencian. Dengan demikian, pemahaman terhadap peran kepribadian Dark Triad, persepsi keadilan,
dan identitas sosial dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam memahami dan
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mengatasi ujaran kebencian di media sosial. Melalui pendekatan yang holistik yang memperhatikan
faktor-faktor psikologis dan sosial yang kompleks ini, upaya untuk mengurangi ujaran kebencian di
media sosial dapat menjadi lebih efektif. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menemukan
peranan identitas sosial dalam hubungan antara kepribadian dark triad dengan ujaran kebencian di
media sosial.

Menurut Barnidge, Gil de Zuiniga, dan Diehl (2019), ujaran kebencian di media sosial adalah isu
kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk memahaminya. Oleh karena itu,
intervensi dapat difokuskan pada mempromosikan empati dan kohesi sosial, yang dapat melawan
pengaruh negatif dari sifat-sifat dark triad (Jones & Paulhus, 2014). Selain itu, program pendidikan
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak ujaran kebencian dan memberikan
alat untuk keterlibatan online yang konstruktif bisa sangat bermanfaat.. Penelitian sebelumnya telah
menunjukkan bahwa persepsi individu tentang manfaat dan risiko menggunakan media sosial dapat
mempengaruhi perilaku mereka, termasuk dalam penyebaran ujaran kebencian. Identitas sosial, yang
mempengaruhi bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok sosial tertentu,
juga berperan dalam memoderasi respons terhadap konten yang ditemui di media sosial. Sifat
kepribadian dark triad —psikopati, narsisme, dan Machiavellianisme —terkait dengan perilaku negatif,
termasuk ujaran kebencian di media sosial. Memahami interaksi antara sifat-sifat ini, identitas sosial,
dan ujaran kebencian sangat penting untuk mengembangkan intervensi yang dapat mengurangi
perilaku tersebut dan mempromosikan interaksi positif secara online. Dalam konteks pekerjaan sosial
dan kesejahteraan sosial, menangani ujaran kebencian sangat penting untuk menciptakan komunitas
yang inklusif dan aman, baik online maupun offline. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk
menguji bagaimana pengaruh peran identitas sosial dalam memoderasi hubungan antara dark triad
dengan ujaran kebencian di media dan implikasinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial. sosial
dan implikasinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif korelasional ex post facto. Sampel terdiri dari 250
dosen dari sebuah universitas swasta di Jakarta yang dipilih melalui teknik convenience sampling.
Instrumen penelitian meliputi skala yang dimodifikasi untuk mengukur ujaran kebencian (Barnidge et
al., 2019), sifat-sifat kepribadian dark triad (Jones & Paulhus, 2014), dan identitas sosial (Cameron,
2007). Skala ujaran kebencian Barnidge, dkk. (2019) terdiri atas beberapa dimensi, yaitu dukungan
terhadap ujaran kebencian orang lain, respon negatif terhadap perbedaan, manifestasi perlawanan,
identitas partai, efikasi politik. Sementara itu alat ukur Kepribadian Dark Triad menggunakan skala
yang diadaptasi dari skala Short Dark Triad (Jones & Paulhus, 2014) dan terdiri atas beberapa dimensi,
yaitu Machiavellianisme, Narsisme dan Psychopathic. Sementara itu alat ukur identitas sosial
menggunakan skala yang diadaptasi dari skala Multidimensionality of Social Identity (Cameron, 2007)
dan terdiri atas beberapa dimensi, yaitu: ikatan kelompok, sentralitas, dan afek kelompok. Data
dianalisis menggunakan SPSS 23.00 for Windows.

3. Hasil dan Pembahasan
Subjek penelitian yang menjadi responden adalah para dosen sebuah universitas swasta di Jakarta
sebanyak 250 orang. Gambaran demografi subjek penelitian dapat terlihat pada tabel-tabel berikut:
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Tabel 1 Jenis Kelamin Responden

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Perempuan 135 54
2 Laki-laki 115 46

Total 250 100,0

Berdasarkan tabel 1, dari segi jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah responden perempuan lebih
banyak daripada responden laki-laki karena perempuan lebih tertarik pada pekerjaan mengajar dan
laki-laki lebih tertarik untuk pekerjaan praktisi dan jabatan staf.

Tabel 2 Kategori usia responden

No Usia Jumlah Persentase
1 26-35 61 244
2 36 -45 67 26,8
3 46 -55 60 24
4 56 —65 61 24,4
5 > 65 1 04
Total 250 100,0

Dari tabel 2, terlihat bahwa usia responden penelitian paling banyak yang berusia dari 36 hingga 45
tahun. Adapun jumlah paling sedikit yakni usia di atas 65 tahun. Hal ini dikarenakan telah ada yang
pensiun dan diberikannya lowongan kerja pada karyawan yang masih muda usianya.

Tabel 3 Tingkat pendidikan responden

No Pendidikan Jumlah Persentase
1 S2 229 91,6
2 S3 21 8,4
Total 250 100,0

Dari tabel 3, terlihat bahwa tingkat pendidikan respondenpenelitian paling banyak adalah S2 karena

penetapan untuk pekerjaan dosen adalah minimal lulusan S2 dan belum banyak yang menyelesaikan
studi S3.
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Tabel 4. Lama pengalaman bekerja

No Lama Bekerja Jumlah Persentase
1 1-10 tahun 178 71,2
2 11 -20 tahun 59 23,6
3  >20tahun 13 5,2
Total 250 100,0

Dari tabel 4, terlihat bahwa lama bekerja responden penelitian paling banyak adalah 1-10 tahun. Hal
ini karena Universitas yang dijadikan tempat penelitian ini rutin melakukan seleksi dan rekrutmen
dosen baru.

Data Deskriptif

Berdasarkan data statistik deskriptif, diperoleh gambaran bahwa jumlah responden sebanyak 250
orang. Adapun mean ujaran kebencian adalah 29,4 dengan standar deviasi 7,7, nilai minimum 12 dan
nilai maksimum 55. Mean kepribadian Dark Triad adalah 26,1 dengan standar deviasi 6,7, nilai minimum
11 dan nilai maksimum 45. Mean identitas sosial adalah 39,3 dengan standar deviasi 7,1, nilai minimum
17 dan nilai maksimum 57. Standar deviasi seluruh skala bernilai di atas 1. Selain itu, pada jika
dikategorisasi, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Gambaran Data Deskriptif Penelitian (N=250)

Variabel Mean Sd Min Max
Ujaran kebencian 29,4 7,7 12 55
Kepribadian Dark Triad 26,1 6,7 11 45
Identitas sosial 39,3 7,1 17 57

Berdasarkan tabel 5 di atas, diketahui bahwa nilai kategorisasi ujaran kebencian tertinggi ada pada
kategori rendah sebanyak 197 orang atau 78,8%, sementara nilai paling sedikit adalah kategori tinggi
sejumlah 6 orang atau 2,4%. Ini berarti bahwa memang ada fenomena dosen melakukan ujaran
kebencian di sosial media, namun praktiknya cenderung sedikit tapi sering dilakukan oleh segelintir
orang. Nilai kategorisasi kepribadian Dark Triad tertinggi ada pada kategori rendah sebanyak 147 orang
atau 58,8%, sementara nilai paling sedikit adalah kategori tinggi sejumlah 13 orang atau 5,2%. Ini
berarti bahwa masih minimnya kecenderungan para dosen mempunyai kepribadian Dark Triad,
namun tetap ada sekelompok orang yang mempunyai kepribadian Dark Triad yang tinggi. Nilai
kategorisasi identitas sosial tertinggi ada pada kategori sedang sebanyak 178 orang atau 71,2%,
sementara nilai paling sedikit adalah kategori rendah sejumlah 7 orang atau 2,8%. Ini berarti bahwa
ada kecenderungan para dosen untuk melekatkan dan memaknai keberadaannya pada suatu
kelompok sosial sebagai suatu identitas sosialnya, namun masih kategori normal. Akan tetapi masih
terjadi fenomena pada sekumpulan kecil dosen yang minim namun ada juga yang ekstrim untuk
beridentitas sosial.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan dikatakan normal
jika nilai residual yang terdistribusi secara normal memiliki probabilitas signifikansi lebih besar dari
0,05. Hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnovs sebesar 0,980.
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Dikarenakan nilai p-value tersebut lebih besar dari alpha (0,980 > 0,05), maka berdasarkan hasil
perhitungan bahwa residual data berdistribusi normal karena nilai signifikasi lebih besar dari 0.05.

Pengujian Hipotesis
Hipotesis 1

Ada peran langsung, positif dan signifikan kepribadian Dark Triad terhadap ujaran kebencian
melalui media sosial. Dari hasil analisis data diperoleh a = 0,34 dengan nilai CR sebesar 3,466 > 1,96.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepribadian Dark Triad berperan langsung, positif dan
signifikan terhadap ujaran kebencian. Jika dihitung nilai determinasi (r?), maka dapat disimpulkan
bahwa kontribusi kepribadian Dark Triad terhadap ujaran kebencian adalah sebesar 0,12 atau sama
dengan 12%. Artinya, jika dihitung secara langsung, tanpa adanya variabel-variabel lainnya, maka
kepribadianDark Triad dapat berperan terhadap ujaran kebencian sebesar 12%.
Hipotesis 2

Tidak ada peran langsung, positif dan signifikan identitas sosial terhadap ujaran kebencian di
media sosial. Dari hasil analisis data diperoleh o = 0,11 dengan nilai CR sebesar 1,846 < 1,96. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa identitas sosial tidak berperan langsung, positif dan signifikan
terhadap ujaran kebencian.
Hipotesis Utama

Ada peran kepribadian Dark Triad terhadap ujaran kebencian di media sosial dengan identitas
sosial sebagai mediator. Identititas sosial berperan sebagai variabel mediator sempurna karena
peranan melalui variabel mediator signifikan dibandingkan dengan peran secara langsung
personality dark triad terhadap ujaran kebencian yang menjadi tidak signifikan. Hal ini juga dapat
dibuktikan melalui hasil Sobel test dengan memasukkan nilai t (CR) pada rumus di kalkulator Sobel
menghasilkan nilai z = 2,35, p < 0,05 jadi dengan demikian identitas sosial bertindak sebagai mediator
yang signifikan.

Input: Test statistic: p-value:
t5|2.71 Sobel test: | 2.35627549 0.01845922
th | 4.77 Aroian test: | 2.31808002 0.02044497

Goodman test: | 2.39642346 0.01655595
Reset all Calculate

Gambar 1. Hasil Sobel Tes Hipotesis Minor 10

Gambar 2. Gambaran Peran Hipotesis Utama

Berdasarkan analisis data diatas disimpulkan bahwa statistik deskriptif mengungkapkan mean
dan standar deviasi untuk ujaran kebencian, sifat-sifat kepribadian dark triad, dan identitas sosial.
Pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari sifat-sifat
kepribadian dark triad terhadap ujaran kebencian, dan identitas sosial berperan sebagai variabel
moderasi yang signifikan.
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Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek moderasi peranpribadian Dark Triad identitas sosial
terhadap ujaran kebencian melalui media sosial fit dengan data empirik. Hal ini berarti bahwa ada
peran langsung dan tidak langsung antara kepribadian Dark Triad, dan identitas sosial terhadap ujaran
kebencian. Semakin kepribadian Dark Triad dan identitas sosial, maka akan semakin tinggi ujaran
kebencian. Sebaliknya, semakin rendah kepribadian Dark Triad, dan identitas sosial, maka akan
semakin rendah ujaran kebencian. Sehingga, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor psikologis ini dapat
berperan terhadap ujaran kebencian. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Sirait (2019), yang
membuktikan bahwa faktor sosio-psikologis menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat terkait
dengan ujaran kebencian tentang politik di media sosial.

Kepribadian Dark Triad dianggap sebagai sisi gelap manusia. Sehingga, manakala kepribadian
ini dalam individu bernilai tinggi, akan lebih memotivasi individu untuk melakukan perbuatan buruk
lebih banyak,tak terkecuali ujaran kebencian. Penelitian Downs dan Cowan (2012) berkaitan dengan
hasil temuan ini. Sehingga semakin kuatlah asumsi bahwa kepribadian berperan terhadap ujaran
kebencian. Salah satunya adalah kepribadian intellect, yang identik akan imajinasi, rasa ingin tahu dan
intelektualisme. Tentunya kepribadian ini berbanding terbalik dengan ciri khas kepribadian Dark
Triad. Pada kepribadian intellect yang tinggi, ujaran kebencian justru perlu dihindari dan dianggap
berbahaya. Individu yang menganggap dirinya sebagai pengawas dunia politik, ketika melihat ada
kesalahan yang terjadi di pemerintahan, cenderung lebih vokal dalam melakukan ujaran kebencian
di media sosial ketika terjadi ketidakadilan (Erjavec & Kovacic, 2012). Pada media massa pun
individu ini akan berani menyebutkan nama untuk berkomentar. Selain itu individu tipe ini
mendukung gagasan untuk ekspresi daring tidak dibatasi. Hal tersebut akan lebih diperparah lagi
jika individu telah mengidentifikasi dirinya dengan suatu partai politik, sehingga identitas sosialnya
dianggap sebagai bagian dari kelompok partai politik yang didukung serta tak terpisahkan (Rahmi,
2022).

Identitas menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu dan kelompok dalam
masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia. Situasi ini tidak bisa dinafikan dan bisa dianggap
hal yang normal. Tetapi ketika ujaran kebencian berpengaruh dan membangun pola pikir yang
menempatkan afiliasi identitas sebagai hal pokok dalam partisipasi publik, maka sebenarnya hal
yang sangat mendasar dari demokrasi sedang diberangus. Halinilah yang menjadi salah satu sebab
mengapa ujaran kebencian berbahaya (Ahnaf & Suhadi, 2014). Variabel-variabel eksogen dan
mediator dalam penelitian ini dianggap sebagai variabel yang sifatnya negatif karena cenderung akan
memicu keburukan jika kadarnya tinggi. Oleh karena itu, variabel-variabel ini dianggap pula sebagai
variabel-variabel yang perlu dihindari untuk meminimalisir kemungkinan adanya ujaran kebencian.
Marwa dan Fadhlan (2021) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ujaran
kebencian adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari psikologis individu. Adapun dosen
sebagai tenaga pendidik yang mengedepankan logika karena sering berhadapan langsung dengan
pengembangan ilmu dianggap sebagai sosok yang perlu menghindari ujaran kebencian sebagai
bentuk aplikasi keteladanan yang baik bagi para mahasiswa yang dididik dan diharapkan justru tidak
terjerumus melakukan ujaran kebencian. Selain itu faktor psikologis perlu ditangani secara serius
untuk mencegah timbulnya ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat dan
menimbulkan disharmoni (Rahmi, 2022).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa identitas sosial secara signifikan memoderasi
hubungan antara sifat-sifat kepribadian dark triad dan ujaran kebencian di media sosial. Ini
menunjukkan bahwa individu dengan identitas sosial yang kuat lebih mungkin untuk menunjukkan
ujaran kebencian ketika mereka memiliki sifat-sifat dark triad. Hal ini sejalan dengan pendapat
Cameron (2007), identitas sosial memengaruhi bagaimana individu berperilaku dalam konteks
kelompok sosial mereka, yang dapat memperkuat atau mengurangi kecenderungan negatif yang
terkait dengan sifat kepribadian dark triad. Dalam konteks kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial,
temuan ini menyoroti pentingnya menangani faktor psikologis dan sosial yang berkontribusi pada
ujaran kebencian. Pekerja sosial dapat memainkan peran penting dalam mengurangi ujaran kebencian
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dengan mempromosikan identitas sosial yang positif dan menangani sifat-sifat kepribadian yang
mendasari yang mempengaruhi individu terhadap perilaku tersebut.

Secara khusus, intervensi pekerjaan sosial dapat difokuskan pada mempromosikan empati dan
kohesi sosial, yang dapat melawan pengaruh negatif dari sifat-sifat dark triad. Selain itu, program
pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak ujaran kebencian dan
memberikan alat untuk keterlibatan online yang konstruktif bisa sangat bermanfaat. Hal ini karena
menurut Barnidge et al. (2019), pendekatan komprehensif untuk menangani ujaran kebencian di
media sosial harus mencakup pendidikan dan kesadaran untuk mengurangi dampak negatifnya.
Lebih lanjut, praktisi pekerjaan sosial harus bekerja sama dengan pembuat kebijakan untuk
menciptakan regulasi yang mengurangi ujaran kebencian di platform media sosial. Ini termasuk
mengembangkan mekanisme pelaporan dan sistem dukungan bagi korban ujaran kebencian online.
Kolaborasi antara praktisi pekerjaan sosial dan pembuat kebijakan penting untuk menciptakan
lingkungan online yang lebih aman dan inklusif (Jones & Paulhus, 2014). Secara keseluruhan, integrasi
wawasan psikologis ke dalam praktik pekerjaan sosial dapat meningkatkan upaya untuk
menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan inklusif. Penelitian di masa depan harus
mengeksplorasi faktor-faktor moderasi tambahan dan efektivitas berbagai strategi intervensi dalam
konteks sosial yang berbeda.

Hasil penelitian ini menekankan peran signifikan identitas sosial dalam memoderasi hubungan
antara sifat-sifat kepribadian dark triad dan ujaran kebencian di media sosial. Ini memiliki implikasi
yang mendalam untuk praktik pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Menangani ujaran kebencian
membutuhkan pendekatan multifaset yang mempertimbangkan baik sifat psikologis individu
maupun pengaruh sosial yang lebih luas. Temuan ini mendukung pandangan bahwa sifat-sifat
kepribadian dark triad berkorelasi dengan perilaku negatif seperti ujaran kebencian, dan bahwa
intervensi yang ditargetkan dapat mengurangi prevalensinya (Jones & Paulhus, 2014).

Pekerja sosial dapat memanfaatkan temuan ini untuk mengembangkan intervensi yang
ditargetkan yang menangani akar penyebab ujaran kebencian. Misalnya, program yang
mempromosikan identitas sosial yang positif dan mengurangi prevalensi sifat-sifat dark triad dapat
diimplementasikan di lingkungan pendidikan dan program komunitas. Dengan menciptakan
lingkungan yang mendorong empati, kohesi sosial, dan pemikiran kritis, pekerja sosial dapat
membantu mengurangi insiden ujaran kebencian. Selanjutnya, kolaborasi dengan platform media
sosial dan pembuat kebijakan sangat penting. Pekerja sosial dapat mengadvokasi kebijakan yang
mengurangi ujaran kebencian, seperti moderasi konten yang lebih baik dan sistem dukungan bagi
mereka yang terkena dampak penyalahgunaan online. Sesi pelatihan untuk pendidik dan pemimpin
komunitas tentang mengenali dan menangani sifat-sifat dark triad dan dampaknya terhadap perilaku
sosial juga dapat bermanfaat. Sebagaimana disebutkan oleh Cameron (2007), program pelatihan yang
mempromosikan pemahaman dan penanganan identitas sosial dapat sangat efektif. Selain itu, literasi
digital harus menjadi bagian integral dari pendidikan masyarakat. Mengajarkan keterampilan literasi
digital kepada masyarakat, terutama kepada anak muda, dapat membekali mereka dengan
kemampuan untuk menavigasi media sosial dengan bijaksana dan menghindari penyebaran ujaran
kebencian. Program-program ini dapat mencakup pendidikan tentang dampak negatif dari ujaran
kebencian dan cara melaporkannya secara efektif.

Limitasi Penelitian

Penelitian ini secara khusus hanya mengambil permasalahan ujaran kebencian yang dilakukan
di media sosial serta pembicaraan yang dilakukan hanya tentang masalah politik. Selain itu, penelitian
ini tidak terfokus pada demografi tertentu. Oleh karena itu, masih ada kemungkinannya pada
perbedaan hasil penelitian jika penelitian lain memilih topik ujaran kebencian yang lebih kompleks
atau luas, menggunakan sarana ujaran kebencian lainnya dan mempersempit atau
mengkategorisasikan subjek penelitian berdasarkan demografi tertentu. Selain itu, karena hanya
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memfokuskan pada sarana media sosial, sehingga ujaran kebencian yang dilakukan dengan atau tanpa
sarana lainnya luput dari pembahasan penelitian.

4. Kesimpulan

Hasil analisis data telah menguji model teoritik pengaruh mediasi identitas sosial dalam
hubungan kepribadian Dark Triad dengan ujaran kebencian melalui media sosial. Efek moderasi
kepribadian Dark Triad dan identitas sosial terhadap ujaran kebencian di media sosial fit dengan data
empirik. Ada peran langsung, positif dan signifikan kepribadian Dark Triad terhadap ujaran kebencian
di media sosial. Tidak ada peran langsung, positif dan signifikan identitas sosial terhadap ujaran
kebencian di media sosial. Namun ada pengaruh positif dan signifikan kepribadian Dark Triad
terhadap ujaran kebencian di media sosial dimana identitas sosial berperan sebagai mediator dalam
hubungan tersebut. Sebagai kesimpulan, integrasi perspektif psikologis dan identitas sosial ke dalam
praktik pekerjaan sosial memberikan pendekatan komprehensif untuk menangani ujaran kebencian di
media sosial. Dengan menangani faktor individu dan sosial, pekerja sosial dapat berkontribusi pada
terciptanya komunitas yang lebih aman dan inklusif, baik online maupun offline. Penelitian masa
depan harus terus mengeksplorasi interaksi kompleks antara sifat-sifat kepribadian, identitas sosial,
dan perilaku online untuk menginformasikan strategi intervensi yang lebih efektif.

5. Saran

Penelitian ini membuktikan adanya beberapa variabel psikologis yang dapat mempengaruhi
ujaran kebencian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Variabel-variabel ini adalah
kepribadian Dark Triad dan identitas sosial. Ujaran kebencian merupakan hasil hubungan antara
kepribadian Dark Triad dengan Identitas sosial yang sifatnya masih terbatas pada tiga variabel. Untuk
itu penelitian mendatang disarankan agar bisa fokus pada beberapa area yang bisa memperluas dan
memperdalam pemahaman tentang hubungan antara sifat-sifat kepribadian dark triad, identitas sosial,
dan ujaran kebencian di media sosial, terutama dalam konteks kesejahteraan sosial dan pekerjaan
sosial. Berikut adalah beberapa saran penelitian mendatang;:
1.  Eksplorasi Faktor Moderasi Tambahan

Penelitian di masa depan harus mengeksplorasi faktor-faktor moderasi tambahan seperti empati,
kohesi sosial, dan literasi digital dalam hubungan antara sifat-sifat dark triad dan ujaran kebencian.
Meneliti bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi atau memperlemah hubungan tersebut
akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang mekanisme yang mendasari perilaku negatif di
media sosial.
2. Efektivitas Intervensi Pekerjaan Sosial

Penelitian mendatang dapat fokus pada mengembangkan dan menguji efektivitas berbagai
strategi intervensi pekerjaan sosial yang dirancang untuk mengurangi ujaran kebencian di media
sosial. Misalnya, program pendidikan yang mempromosikan kesadaran tentang dampak negatif dari
ujaran kebencian dan pelatihan tentang keterampilan literasi digital.
3. Studi Longitudinal

Studi longitudinal diperlukan untuk memahami perubahan jangka panjang dalam sifat-sifat dark
triad, identitas sosial, dan perilaku ujaran kebencian. Penelitian semacam ini akan membantu
mengidentifikasi apakah intervensi tertentu memiliki dampak jangka panjang dan bagaimana
dinamika hubungan ini berubah seiring waktu.
4.  Pengaruh Konteks Sosial dan Budaya

Penelitian lebih lanjut harus mempertimbangkan pengaruh konteks sosial dan budaya dalam
hubungan antara sifat-sifat kepribadian dark triad dan ujaran kebencian. Studi lintas budaya akan
memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai latar belakang budaya mempengaruhi perilaku di
media sosial dan efektivitas intervensi yang berbeda.

5. Peran Media Sosial dan Platform Teknologi

Kus Hanna Rahmi

Peran Identitas Sosial dalam Memoderasi Hubungan Antara Kepribadian Dark Triad dan Ujaran Kebencian di Media Sosial:

Implikasi bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial 233



SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 13, No. 3 (2024): hal 225 -235

Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi bagaimana berbagai fitur dan kebijakan platform
media sosial mempengaruhi penyebaran ujaran kebencian. Mengidentifikasi cara-cara di mana
platform dapat memodifikasi kebijakan dan algoritma mereka untuk mengurangi penyebaran konten
kebencian bisa sangat bermanfaat.

6. Intervensi Berbasis Komunitas

Studi tentang intervensi berbasis komunitas yang melibatkan kolaborasi antara pekerja sosial,
pemimpin komunitas, dan pembuat kebijakan dapat memberikan wawasan praktis tentang cara
mengurangi ujaran kebencian dan mempromosikan inklusi sosial di tingkat lokal.

7. Kesehatan Mental dan Dampak Psikologis:

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak psikologis dari keterlibatan dalam
atau menjadi korban ujaran kebencian. Meneliti hubungan antara ujaran kebencian, kesehatan mental,
dan kesejahteraan individu dapat membantu merancang intervensi yang lebih holistik.

Dengan mengeksplorasi area-area ini, penelitian mendatang dapat memperluas pemahaman kita
tentang bagaimana sifat-sifat kepribadian, identitas sosial, dan faktor-faktor lain berinteraksi dalam
mempengaruhi perilaku di media sosial. Selain itu, penelitian ini akan memberikan dasar yang kuat
untuk mengembangkan intervensi yang efektif dalam konteks kesejahteraan sosial dan pekerjaan
sosial.
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Abstrak: Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan collaborative governance dalam kebijakan kesehatan
jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang diharapkan meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan kesehatan jiwa melalui kerja sama antar-stakeholder. Meskipun demikian, temuan awal
menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif di DIY. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses
collaborative governance dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan pendekatan post-positivistik dan
metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa proses kolaborasi berjalan baik dengan dialog tatap muka yang terstruktur dan upaya
membangun kepercayaan melalui kegiatan kolaboratif. Namun, tantangan muncul akibat kurangnya komitmen
dan pemahaman bersama antar-aktor, serta belum adanya kerangka kerja implementatif. Kepemimpinan
mampu menjalankan perannya dengan baik yang memfasilitasi inisiasi kerangka itu dalam bentuk penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD) dan panduan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM). Kesimpulannya,
proses kolaborasi masih memiliki sejumlah tantangan dan memerlukan aturan dasar lebih baik agar kolaborasi
lebih implementatif. Disarankan agar seluruh stakeholder di Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
terlibat dalam penyusunan RAD dan penerapan panduan TPKJM serta meningkatkan kapasitas dan koordinasi
antar-stakeholder untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa di
DIY.

Kata kunci: Collaborative governance, kesehatan jiwa, Stakeholder, Rencana aksi daerah

Abstract: This study emphasises the importance of implementing collaborative governance in mental health policy in the
Special Region of Yogyakarta (DIY), which is expected to increase the effectiveness of health provision through inter-
stakeholder cooperation. However, preliminary findings show that the policy has not been effective in DIY. This study aims
to analyse the collaborative governance process and its influencing factors, using a post-positivistic approach and qualitative
methods. Data was collected through in-depth interviews and document analysis. The results revealed that the collaborative
process worked well with structured face-to-face dialogue and trust-building efforts through collaborative activities.
However, challenges arose due to a lack of commitment and shared understanding between actors, as well as the absence of
an implementable framework. The leadership was able to play its role well, facilitating the initiation of the framework in the
form of a Regional Action Plan (RAD) and guidelines for the Community Mental Health Implementation Team (TPKJM).
In conclusion, the collaboration process still has a number of challenges and needs better ground rules to make collaboration
more implementable. It is recommended that all stakeholders in the Community Mental Health Steering Committee (TPKJM)
be involved in the development of the RAD and the implementation of the TPKJM guidelines and improve capacity and
coordination between stakeholders to ensure the sustainability and effectiveness of the policy implementation.

Keywords: Collaborative governance, Mental health, Stakeholders, Health policy, Regional action plan
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1. Pendahuluan

Masalah kesehatan jiwa di tingkat global terus meningkat, hampir satu miliar orang di seluruh
dunia mengidap gangguan jiwa pada tahun 2019, dengan depresi dan kecemasan menjadi gangguan
yang paling umum (WHO News room, 2022). Sementara dalam sistem kesehatan global, masih
terdapat kesenjangan yang besar antara kebutuhan perawatan dan ketersediaan layanan kesehatan
jiwa, yang diperparah oleh disparitas antara negara berkembang dan maju (World Health
Organization, 2020). Di Indonesia, masalah ini sangat nyata, di mana hanya sebagian kecil dari
penderita gangguan jiwa yang menerima perawatan yang memadai. Di berbagai daerah di Indonesia,
pelayanan dan fasilitas kesehatan jiwa masih minim, sehingga banyak pasien dengan gangguan jiwa
tidak mendapatkan penanganan yang baik (Delfina et al., 2021). Di kota besar seperti Surabaya
misalnya, masih ditemukan bahwa banyak keluarga mengalami hambatan akses pelayanan kesehatan
jiwa (Tristiana et al., 2018). Negara menghadapi tantangan dalam distribusi psikiater dan pelayanan
kesehatan jiwa, khususnya di luar pulau Jawa, yang menyebabkan penggunaan metode pengobatan
tradisional yang sering kali tidak aman seperti pemasungan (Kesehatan [iwa Bagi Semua, 2023).

Masalah kesehatan jiwa memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan promotif
(mempromosikan kesehatan mental), preventif (mencegah gangguan mental), kuratif (mengobati
kondisi), dan rehabilitatif (memulihkan individu ke masyarakat) dalam kerangka kerja kebijakan
kesehatan yang komprehensif (Mental Health and Substance Use (MSD), 2022; World Health
Organization, 2004). Masalah kesehatan jiwa juga bukan hanya urusan sektor kesehatan, tetapi banyak
faktor lain seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi (World Health Organization,
2004). Aksi multisektoral, intervensi di dalam dan di luar sektor kesehatan diperlukan untuk
penanganan masalah kesehatan jiwa (The WHO Regional Office for Europe, 2019). Di Indonesia
pendekatan kebijakan kesehatan jiwa global diimplementasikan melalui Undang-undang Nomor 18
Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Konsep upaya kesehatan jiwa ini telah mencakup pendekatan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Penanganan kesehatan jiwa tidak hanya bergantung pada
intervensi medis tetapi juga menjangkau berbagai aspek, seperti dukungan keluarga, integrasi
komunitas/masyarakat, dan pemahaman masyarakat.

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah merespon kebutuhan penanganan kesehatan jiwa
dengan menerbitkan peraturan daerah (perda). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
melakukannya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 13 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Terbitnya perda ini didorong oleh tingginya kasus kesehatan
jiwa di DIY, yang menempati posisi kedua tertinggi di Indonesia berdasarkan data prevalensi
gangguan jiwa pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018. Bahkan, berdasarkan data
Riskesdas tahun 2013, DIY berada pada posisi pertama. Faktor-faktor seperti tekanan hidup, pengaruh
media sosial, dan pandemi COVID-19 diperkirakan sebagai pemicu utama. Stigma sosial dan kasus
bunuh diri yang tinggi juga menjadi perhatian khusus, dimana DIY mencatat 66 kasus bunuh diri pada
tahun 2021 (Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (Tpkjm) DIY & Pusat Rehabilitasi Yakkum,
2022).

Sebelum mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Kesehatan Jiwa, Pemerintah DIY telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dan program dalam
menangani isu kesehatan jiwa. Kebijakan itu antara lain menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 81
Tahun 2014, yang bertujuan untuk menghapus praktik pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODQ]J), Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 yang menyusun SOP penanganan gelandangan
dan pengemis, termasuk ODG]J terlantar dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas psikososial. Dari sisi program, melalui RS Grhasia yang
merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari Dinkes DIY memperkenalkan program SADEWA,
sebuah sistem informasi untuk penjemputan pasien dengan kegawatdaruratan psikiatri. Mengacu
pada kebijakan dan program ini terlihat bahwa upaya penanganan masih tersentral di Dinas Kesehatan
dan Dinas Sosial. Pemerintah DIY menyadari penanganan lintas sektor yang melibatkan banyak
aktor/stakeholder dibutuhkan dalam upaya ini. Pemerintah DIY membentuk Tim Pengarah/Pelaksana
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Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di tingkat provinsi dan lokal, yang diresmikan melalui Surat
Keputusan (SK) Gubernur No. 236/TIM/2021 sebagai kelembagaan yang mewadahi upaya kolaborasi
lintas stakeholder.

Dengan dukungan perda dan inisiatif pembentukan TPKJM, DIY telah memperlihatkan upaya
yang kuat dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa melalui pendekatan kolaboratif. Namun dalam
pelaksanaannya, penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY masih belum efektif. Kondisi itu tampak
dalam hasil survei terakhir kesehatan jiwa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Survei
Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. DIY mencatat prevalensi yang relatif tinggi pada gejala
gangguan jiwa psikosis/skizofrenia di tahun 2023, dengan angka sebesar 9,3%o (per mil), jauh diatas
rata-rata nasional sebesar 4 %o, sekaligus merupakan yang tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di
Indonesia (lihat tabel 1). Artinya posisi DIY kembali menjadi peringkat pertama seperti pada Riskesdas
tahun 2013 setelah turun ke posisi kedua pada Riskesdas tahun 2018. Hasil ini juga mengindikasikan
bahwa banyak rumah tangga di DIY dihadapkan pada tantangan kesehatan jiwa khususnya pada
gangguan jiwa psikosis/skizofrenia.

Tabel 1. Prevalensi (Permil) Rumah Tangga yang Memiliki ART dengan Gangguan Jiwa
Psikosis/Skizofrenia menurut Provinsi, SKI 2023

Rumah Tangga yang memiliki ART dengan gangguan jiwa
psikosis/skizofrenia

Provingi Gejala Gejala + Diagnosis N Tertimbang
%o 95%Cl (%0) %o 95%Cl (%9
Aceh 46 3,3-6,2 4.0 29-57 5.756
Sumatera Utara 1,6 1,123 1,1 0,717 15.884
Sumatera Barat 48 34-6,7 4.5 3,164 6.042
Riau 26 15-44 1,6 0,8-32 7.051
Jambi 28 14-5,5 2,8 14-55 4.051
Sumatera Selatan 30 20-45 21 1,4-32 9.402
Bengkulu 28 1,6-4,6 2,1 1,2-39 2.323
Lampung 28 1,6-4,8 2,0 1,0-4,2 10.424
Kepulauan Bangka Belitung 31 18-53 22 1,2-41 1.707
Kepulauan Riau 2,6 0,6-10,5 2,6 0,6-10,5 2514
DKI Jakarta 49 28-83 49 28-83 12.317
Jawa Barat 38 29-49 24 18-34 58.510
Jawa Tengah 6,5 54-79 51 4164 44 456
DI Yogyakarta 9,3 6,1-14,2 78 49124 4957
Jawa Timur 42 3,3-5,3 3,0 2,340 50.588
Banten 2,0 1,0-4,3 1,1 0,4-29 13.332
Bali 1,4 0,7-29 0,9 0,4-2,0 5.149
Nusa Tenggara Barat 37 2,0-6,8 3,0 1,5-6,1 6.849
Nusa Tenggara Timur 55 43-70 34 24-48 5.333
Kalimantan Barat 2,7 1,7-4,4 2,2 1,3-3,6 5.783
Kalimantan Tengah 24 1344 1.8 0,9-39 3178
Kalimantan Selatan 48 3,271 39 2561 5.023
Kalimantan Timur 3,6 19-6,8 i 1,6-6,2 4319
Kalimantan Utara 1,9 0,7-5,0 1,6 0,549 729
Sulawesi Utara 1,2 0,5-3,1 1,2 0,4-31 3.031
Sulawesi Tengah 39 25-6,1 34 2,1-55 3.215
Sulawesi Selatan 48 37-6,3 31 2,341 9.483
Sulawesi Tenggara 29 19-45 2,2 1,4-36 2733
Gorontalo 29 14-59 23 1149 1.260
Sulawesi Barat 5,9 3,2-10,8 4,2 2,1-8,3 1.467
Maluku 1,3 06-28 1,2 0,6-2,7 1.751
Maluku Utara 1,7 0,7-4,3 1,6 0,6-4,3 1.222
Papua Barat 1,1 04-3,0 0,6 0,2-2,6 563
Papua Barat Daya 1,3 0,5-3,4 0,7 0,2-3,0 599
Papua 3,0 1,0-9,0 1,6 0,5-5,1 1.029
Papua Selatan 1,0 0,1-7,0 1,0 0,1-7,0 546
Papua Tengah 30 1,3-6,9 0,4 0,1-2,7 1.528
Papua Pegunungan 22 0,8-6,0 0,2 0,0-1,2 1516
INDONESIA 4,0 37-44 3,0 27-33 315.621

Sumber : Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023.

Data SKI tahun 2023 juga menunjukkan tingkat aksesibilitas dan efektivitas layanan kesehatan
jiwa melalui perbandingan persentase rumah tangga yang memiliki anggota menunjukkan gejala
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gangguan jiwa dan yang telah mendapatkan diagnosis dari dokter. Data menunjukkan DIY memiliki
gap antara gejala dan diagnosa paling tinggi dibanding provinsi lain di pulau Jawa dan Bali yang
merupakan daerah dengan fasilitas kesehatan lebih baik dibanding daerah lain (lihat tabel 2). Dalam
data ini, DKI Jakarta menonjol sebagai provinsi dengan akses layanan kesehatan jiwa yang paling baik.
Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan anggota yang
menunjukkan gejala gangguan jiwa (4,9%) hampir sama dengan persentase rumah tangga di mana
anggota tersebut telah mendapatkan diagnosa (4,9%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir
semua individu dengan gejala gangguan jiwa di DKI Jakarta mendapatkan diagnosa dan intervensi
medis. DIY meskipun menunjukkan tingkat diagnosa yang relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat
gejala, namun gap antara gejala dan diagnosa paling tinggi dibanding provinsi lain, menandakan
sistem kesehatan dalam mengidentifikasi serta menangani kasus gangguan jiwa belum lebih baik jika
dibandingkan DKI Jakarta termasuk jika dibandingkan dengan Bali, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat
dan Jawa Tengah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY belum
sepenuhnya berhasil atau efektif. Meskipun dibentuknya TPKJM Provinsi DIY menjadi barometer bagi
penanganan kesehatan jiwa di tingkat nasional (Firhani KrJogja, 2023), temuan di lapangan
menunjukkan perlunya upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kesehatan jiwa. Temuan ini
juga didukung dengan hasil analisis SWOT oleh TPKJM Provinsi DIY yang menyebutkan bahwa masih
ada TPKJM yang belum berjalan secara optimal, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat
kapanewon/kemantren (TPKJM Provinsi DIY dan Pusat Rehabilitasi Yakkum, 2023).

Tabel 2. Gap Akses Layanan Kesehatan Jiwa

Provinsi Gejala (%) Dia(;i"::;*(%o) Gap (%)
DKI Jakarta 4.9 49 0.0
Bali 1.4 0.9 0.5
Banten 2.0 1.1 0.9
Jawa Timur 4.2 3.0 1.2
Jawa Tengah 6.5 5.1 1.4
Jawa Barat 3.8 2.4 14
Daerah Istimewa Yogyakarta 9.3 7.8 1.5
Rata-rata nasional 4 3 1

Sumber: Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 (diolah peneliti)

Berdasar latar belakang tersebut, DIY telah menerapkan inisiatif kolaboratif dalam pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa. Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan
jiwa dan disparitas dalam akses terhadap perawatan yang memadai, inisiatif kolaborasi muncul
sebagai pendekatan strategis dalam menghadapi tantangan ini. Kolaborasi, diartikan sebagai upaya
menggabungkan beberapa organisasi yang sebelumnya tidak terhubung, menjadi penting untuk
mencapai tujuan yang sama (Mattesich & Johnson, 2018). Kolaborasi dan keterlibatan banyak aktor
dalam tata kelola menunjukkan adanya collaborative governance. Ansell & Gash (2008) dan Emerson et
al (2012) menjelaskan bahwa collaborative governance melibatkan kerja sama antara pemerintah dan
swasta untuk membuat keputusan bersama yang didasarkan pada kesepakatan formal dan konsultasi,
dengan tujuan implementasi kebijakan atau pengelolaan aset dan program publik.
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Gambar 1. Model Collaborative Governance Anshell & Gash (2008)

Collaborative governance, sebagaimana didefinisikan oleh Ansell dan Gash (2008), adalah suatu

proses dan struktur pengambilan keputusan yang formal yang melibatkan keterlibatan semua
pemangku kepentingan dalam pengelolaan masalah bersama secara efektif. Konsep ini mencakup
beberapa dimensi utama yaitu: kondisi awal, desain institusional, proses kolaborasi, kepemimpinan
fasilitatif dan hasil kolaborasi (lihat gambar 1).

1.

240

Starting condition atau kondisi awal mencakup sejarah kolaborasi dan tingkat kepercayaan antar
pemangku kepentingan, asimetri kekuasaan, serta insentif untuk berkolaborasi. Sejarah kolaborasi
yang positif dapat meningkatkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan
memfasilitasi kerja sama yang lebih efektif. Sebaliknya, asimetri kekuasaan dan sumber daya
dapat menjadi penghalang, kecuali jika diimbangi oleh mekanisme yang tepat untuk memastikan
keterlibatan semua pihak.

Institutional design atau desain institusional meliputi struktur formal dan aturan yang mendukung
kolaborasi, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Desain yang baik akan
mencakup mekanisme formal untuk pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan
penetapan tanggung jawab yang jelas di antara pemangku kepentingan.

Collaborative process atau proses kolaborasi mencakup interaksi antar pemangku kepentingan,
mekanisme pengambilan keputusan, serta cara mengatasi konflik dan membangun konsensus.
Proses yang efektif biasanya ditandai dengan komunikasi yang transparan, partisipasi yang
inklusif, dan kepemimpinan yang kuat.

Facilitative leadership atau kepemimpinan fasilitatif memainkan peran kunci dalam collaborative
governance. Kepemimpinan yang fasilitatif adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada
mendukung proses kolaborasi, memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan
mempromosikan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Pemimpin yang fasilitatif
bertindak sebagai mediator dan penyelesai konflik, memastikan bahwa semua suara didengar dan
berbagai perspektif dihargai. Studi menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dapat
meningkatkan efektivitas kolaborasi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
dialog dan kerja sama yang konstruktif.
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5. Outcomes atau hasil kolaborasi mencakup pencapaian tujuan bersama, peningkatan kualitas
pelayanan, serta perbaikan hubungan antar pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap hasil ini
penting untuk memahami efektivitas dan keberlanjutan dari kolaborasi tersebut.

Collaborative Governance populer dari segi praktik maupun penelitian dan digambarkan berhasil
dalam mengatasi masalah-masalah publik yang kompleks. Dalam konteks kesehatan jiwa, collaborative
governance juga berhasil dilakukan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, collaborative governance
efektif untuk kesehatan mental anak (Hodges et al, 2013). Sementara itu, di Cina, collaborative
governance berhasil dalam proyek percontohan manajemen kesehatan mental nasional (Li & Ma, 2021).
Di Timor Leste, pendekatan kolaborasi antarsektor menunjukkan efektivitas dalam sistem perawatan
kesehatan jiwa (Hall et al., 2019). Temuan ini menjelaskan bahwa collaborative governance bisa berhasil
dalam kesehatan jiwa baik di negara maju seperti Amerika Serikat dan Cina maupun negara
berkembang seperti Timor Leste.

Penelitian ini akan memberikan kebaruan dimana kolaborasi yang banyak digambarkan berhasil
dalam mengatasi masalah publik termasuk kesehatan jiwa, namun dalam konteks penelitian ini
kolaborasi belum sepenuhnya efektif menangani masalah kesehatan jiwa di Indonesia, khususnya DIY.
Secara akademik penelitian ini akan memberikan wawasan tentang dinamika kolaborasi pada konteks
dimana kolaborasi belum berdampak efektif. Berdasar uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui
mengapa collaborative governance dalam konteks penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY belum
menunjukkan hasil yang efektif. Maka penelitian ini bertujuan menganalisis proses Collaborative
Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi
Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Daerah
Istimewa Yogyakarta.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme, yang
mengoperasionalisasikan konsep utama collaborative governance dari Ansell & Gash (2008). Penelitian
dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari sampai Maret tahun 2024.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan kunci yang bertanggung jawab dengan
peran dan fungsi masing-masimg berdasar SK Gubernur DIY tentang pembentukan TPKJM dalam
penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini berasal
dari 13 stakeholder yaitu Biro Bina Mental Spiritual DIY; Dinas Kesehatan DIY (Dinkes DIY); Dinas
Sosial DIY (Dinsos DIY); Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk DIY (DP3AP2 DIY); RSJ Grhasia; Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PR YAKKUM); CBM Global;
Perhimpunan Jiwa Sehat DIY (P]JS DIY); Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia DIY (KPSI DIY);
Kelompok Swadaya Masyarakat Self Help Group (KSM-SHG); Center for Public Mental Health UGM
(CPMH UGM); Ikatan Psikolog Klinis Indonesia DIY (IPKI DIY) dan Harian Jogja. Data sekunder
diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, peraturan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan
dengan penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY, serta laporan dari berbagai organisasi dan lembaga
yang terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Dimensi Kondisi Awal

Sejarah Kerjasama atau Konflik yang Pernah Terjadi

Kerja sama masa lalu antara berbagai organisasi seperti Dinkes DIY, Dinsos DIY, Biro Bina Mental
Spiritual, PR Yakkum, IPKI DIY, Kemensos, RS Grhasia, dan berbagai entitas lainnya telah memberikan
kontribusi positif terhadap inisiatif kolaborasi. Kerja sama ini terlihat misalnya dari upaya PR Yakkum
yang memfasilitasi diskusi dan koordinasi pihak-pihak terkait masalah kesehatan jiwa dan
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pembentukan Self-Help Group (SHG) yang memberdayakan masyarakat. IPKI DIY juga memiliki
sejarah kerjasama dalam melakukan pelatihan tenaga psikolog. Selain itu, ada juga sejarah kerja sama
antara RS Grhasia dan Dinkes DIY dalam pelatihan Community Mental Health Network (CMHN) yang
disponsori oleh WHO. Pembentukan TPKJM menunjukkan upaya berkelanjutan untuk kolaborasi dan
sinergi antar pihak, menggambarkan bagaimana kolaborasi ini telah diawali sejarah kerjasama yang
pernah terjalin. Sejarah kerjasama antar organisasi di DIY menunjukkan bahwa kolaborasi yang telah
terjalin di masa lalu telah membangun dasar kepercayaan dan sinergi yang kuat, mengindikasikan
bahwa para pemangku kepentingan terlibat dengan niat baik dan komitmen tinggi. Fondasi kerja sama
yang positif ini penting untuk keberhasilan proses kolaboratif selanjutnya.

Adanya Asimetri Kekuasaan, Sumber Daya, dan Pengetahuan dari Para Pihak yang Terlibat

Tidak ada satu pun stakeholder yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dominan di mana
pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan bersama. Ketidakseimbangan dalam sumber
daya dan pengetahuan antar pihak ini, meskipun ada, tidak mempengaruhi dinamika kolaborasi secara
negatif. Sebaliknya, setiap stakeholder dapat saling melengkapi dengan sumber daya dan keahlian yang
mereka miliki. Misalnya, CPMH UGM memiliki akses ke pengetahuan akademik dan riset terbaru serta
sumber daya akademis, yang mungkin tidak dimiliki oleh stakeholder lain. Sementara OPD seperti
Dinkes DIY, Dinsos DIY, DP3AP2 DIY memiliki akses langsung ke dukungan kebijakan dan anggaran.
Semua stakeholder memiliki sumber daya dan pengetahuan berbeda.

3.2 Dimensi Desain Institusional
Aturan-aturan Dasar dalam Proses Kolaborasi

Peraturan yang mendasari proses kolaborasi penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY dinilai sudah
memadai. Seluruh stakeholder mengetahui adanya payung hukum penanganan kesehatan jiwa mulai
dari undang-undang, peraturan daerah dan keputusan gubernur yang digunakan. Namun,
implementasi tdari peraturan tersebut memerlukan kerangka kerja yang lebih sistematis. Evaluasi
terhadap implementasi peraturan ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam kerangka kerja
untuk mendukung kolaborasi yang efektif. Kerangka kerja yang dimaksud adalah RAD yang saat ini
sedang dalam proses penyusunan dan panduan TPKJM yang sudah di-launching akhir tahun 2023.

Partisipasi yang Luas

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi menunjukkan partisipasi
yang luas dan inklusif. Misalnya, seperti yang ditunjukkan oleh Biro Bina Mental Spiritual dan Dinkes
DIY, melibatkan berbagai instansi pemerintah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah. Stakeholder
yang terlibat juga berupaya mendorong setiap orang berpartisipasi. Misalnya, DP3AP2 DIY bekerja
sama dengan media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental.
Institusi pendidikan dan penelitian seperti IPKI DIY dan CPMH UGM juga aktif dalam koordinasi dan
perencanaan, menunjukkan integrasi pengetahuan dan sumber daya dalam perumusan kebijakan. Di
tingkat komunitas, kelompok swadaya seperti SHG menunjukkan partisipasi grassroot dalam
implementasi program melalui perwakilan di desa-desa dan kerja sama dengan tokoh masyarakat.
Partisipasi luas ini juga diwujudkan dalam mendorong setiap orang untuk ikut berpartisipasi,
termasuk melalui edukasi dan peningkatan kesadaran oleh DP3AP2 DIY dan PR Yakkum, serta
pengakuan dan dukungan pada komunitas oleh KPSI DIY dan PJS DIY.

Pemerintah yang Bersifat Terbuka dan Inklusif

Pemerintah DIY berusaha untuk menjalankan transparansi dan keterbukaan dalam kegiatan
kolaboratif terkait kesehatan jiwa. Upaya ini terlihat dari berbagai inisiatif seperti kelas edukasi rutin
untuk pegawai pemerintah daerah yang meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam
isu kesehatan jiwa, serta peluncuran Buku Panduan TPKJM yang menyediakan sumber daya informatif
untuk penerapan praktik kolaboratif. Proses kebijakan juga dijalankan secara formal dan transparan.
Selain itu, pemerintah berusaha untuk terbuka dalam kegiatan kolaboratif yang dilakukan kepada
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semua stakeholder. Ini tercermin dari upaya integrasi dan fasilitasi keterlibatan berbagai pihak dalam
kegiatan kolaboratif. Proses pengambilan keputusan kolaboratif, seperti yang disampaikan oleh PJS
DIY terkait fungsi day care dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (rapergub), melibatkan
diskusi antara stakeholder di TPKJM, menunjukkan proses deliberatif yang terbuka dan partisipatif.

3.3 Dimensi Kepemimpinan Fasilitatif
Manajemen yang Handal dalam Proses Kolaborasi

Pemerintah DIY menunjukkan kemampuan efektif dalam mengelola proses kolaborasi,
pemberdayaan pihak-pihak terlibat, dan mengelola kepentingan berbagai stakeholder dalam konteks
kesehatan jiwa. Proses kolaborasi dikelola dengan baik melalui pengaturan dan koordinasi
komunikasi, dokumentasi yang sistematis, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam
pembuatan dan revisi kebijakan. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas stakeholder,
pelibatan lintas sektor, dan advokasi kebijakan. Selain itu, keterlibatan aktif dari organisasi non-
pemerintah dalam edukasi dan advokasi menunjukkan dukungan holistik. Proses pengambilan
keputusan kolaboratif mencakup diskusi yang melibatkan semua aktor, memastikan inklusivitas dan
partisipasi luas. Dengan demikian, kepemimpinan menunjukkan komitmen terhadap kolaborasi yang
transparan, inklusif, dan partisipatif.
Kemampuan Melaksanakan Kredibilitas Teknis

Kepemimpinan memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan untuk mengelola isu-isu utama.
Pemimpin berusaha mengelola masukan dari rapat sebelumnya untuk meningkatkan diskusi dan
memilih narasumber yang relevan, mencerminkan keahlian teknis dalam mengidentifikasi isu kunci.
Evaluasi bertahap juga dilakukan untuk meningkatkan hasil, menunjukkan pemahaman pentingnya
monitoring dan evaluasi. Hal ini dibuktikan dengan keputusan untuk membuat kerangka kerja
implementatif untuk kolaborasi yang lebih efektif. Selain itu, kontinuitas kepemimpinan yang stabil
dibutuhkan untuk memastikan penerapan keahlian dan pengetahuan yang konsisten. Kredibilitas
teknis ini penting dalam memfasilitasi diskusi efektif, mengelola proses kolaboratif, dan mendorong
perubahan yang konstruktif dan berkelanjutan.
Membuat Keputusan yang Kredibel dan Meyakinkan Semua Aktor

Keputusan diambil berdasarkan konsensus bersama, memungkinkan partisipasi semua pihak
untuk menyampaikan pandangan. Penggunaan data dan pengetahuan teknis terkini memastikan
keputusan didukung oleh bukti empiris, meningkatkan legitimasi dan efektivitas. Pentingnya
melibatkan sektor non-kesehatan dalam mendukung program penanganan kesehatan jiwa
menunjukkan pendekatan lintas-sektoral yang diperlukan untuk keberhasilan program. Kesadaran
akan keterlibatan berbagai sektor menegaskan bahwa tanggung jawab kesehatan jiwa tidak hanya
milik sektor kesehatan, tetapi juga sektor lain seperti pendidikan dan sosial. Dengan demikian,
keputusan yang diambil dalam kolaborasi ini kredibel, partisipatif, dan didukung oleh bukti serta
inklusi berbagai sektor, memperkuat dukungan dan kepercayaan dalam proses kolaborasi.

3.4 Dimensi Proses Kolaborasi
Dialog Tatap Muka

Pada dialog tatap muka menunjukkan upaya terstruktur dengan rapat terjadwal seperti rapat
koordinasi TPKJM dua kali setahun. Diskusi substansial dan FGD digunakan untuk menyusun
pedoman dan rencana aksi, serta meningkatnya frekuensi pertemuan sesuai kebutuhan mendesak.
Variabilitas dalam keterlibatan berbagai pihak perlu ditingkatkan. Diskursus untuk masalah dan
kebijakan dilakukan melalui seleksi topik dan partisipan yang relevan, melibatkan kolaborasi antar-
sektor, dan membahas peran masing-masing sektor. Diskusi teknis, etis, kebijakan, dan praktik
dilakukan untuk memastikan pemahaman yang sama. Forum TPKJM juga berfungsi sebagai tempat
pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam kesehatan jiwa.
Membangun Kepercayaan

Indikator membangun kepercayaan dalam kolaborasi kesehatan jiwa di DIY mencakup akses
masyarakat dan upaya membangun kepercayaan melalui kegiatan kolaboratif. Akses masyarakat
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diwujudkan melalui penyediaan fasilitas oleh Dinsos DIY, pelatihan SDM dan keterlibatan relawan,
program konseling DP3AP2 DIY, pendekatan komunitas oleh KPSI, sistem rujukan oleh Yakkum, dan
program DSS] oleh RS Grhasia. Upaya membangun kepercayaan terlihat dari koordinasi rutin oleh
berbagai stakeholder dalam TPKJM. Semua ini menunjukkan upaya terstruktur dan inklusif dalam
meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan masyarakat dalam kolaborasi kesehatan jiwa.
Komitmen terhadap Proses

Kesadaran akan ketergantungan mutual terlihat dari pentingnya kerja sama lintas sektor, dimana
setiap aktor memahami ketergantungan satu sama lain. Rasa memiliki dari proses ditunjukkan oleh
komitmen bersama berbagai sektor dalam kegiatan kolaboratif yang dilakukan. Namun, temuan
menunjukkan bahwa rasa memiliki dari beberapa aktor masih kurang, yang menghambat keterlibatan
penuh dalam proses kolaboratif. Keterbukaan mutual tercermin dari keterlibatan lintas sektor dalam
kegiatan kolaboratif. Meski ada upaya untuk keterbukaan, masih terdapat kesulitan dalam berbagi
informasi yang efektif antar stakeholder. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen kuat dalam
keterlibatan dan keterbukaan, rasa memiliki yang kurang dan kesulitan berbagi informasi menjadi
tantangan.
Kesepahaman Bersama

Misi yang jelas terlihat dari kebijakan lintas sektor, integrasi peran sektor lain, visi dan kebijakan
regional, serta edukasi dan promosi kesehatan mental. Namun, masih ada tantangan signifikan karena
beberapa pihak belum memahami peran mereka dan tidak tahu target yang harus dicapai, yang
menghambat kesinambungan dan efektivitas kolaborasi. Definisi masalah yang jelas dicapai melalui
penetapan tujuan, serta edukasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan
stakeholder tentang kesehatan jiwa. Kesulitan dalam pemahaman yang seragam tentang kesehatan jiwa
menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa definisi
masalah disampaikan secara jelas dan dipahami secara luas. Identifikasi nilai-nilai yang disepakati
bersama dilakukan melalui pedoman kerja yang jelas, evaluasi tahunan, dan pengumpulan data.
Upaya ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, keterukuran, dan
keberhasilan yang konkret. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa semua pihak
memahami nilai-nilai ini dan bagaimana mereka dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik
kolaborasi sehari-hari
Hasil Sementara

Progres signifikan terlihat dari inisiatif penyusunan RAD dan panduan TPKJM yang memastikan
kerangka kerja jelas dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa. Selain itu
kolaborasi antar-stakeholder didalam TPKJM sudah terkoordinasi dengan baik. Pemberitahuan
informasi sangat penting untuk mempertahankan komitmen dan memperkuat kolaborasi. Evaluasi
tahunan menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan. Namun, ada kebutuhan mendesak untuk
ukuran data yang jelas dan pengumpulan data tahunan sebagai indikator keberhasilan. Komunikasi
dan transparansi tentang hasil sementara sangat penting untuk melihat efektivitas kolaborasi.

3.5 Dimensi Outcomes

Proses kolaborasi penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY telah memberikan dampak positif
melalui kerja sama antar sektor. Dampak ini antara lain peningkatan kebijakan, koordinasi,
pemberdayaan individu, dan penguatan sumber daya. Namun, kolaborasi masih menghadapi
tantangan dalam menetapkan dan mencapai target yang jelas dan terukur untuk melihat hasil akhir
yang diharapkan.
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Hasil dari penelitian ini secara ringkas dapat divisualisasikan seperti pada gambar 2 berikut:

Kekurangan dalam hal kerangka
Desain Institusional kerja/produk hukum yang
implementatif dilapangan

Kondisi Awal v
Membangun Kepercayaan —_— Komitmen terhadap Proses
#  Stakeholder yang * Rasa memiliki
::]rb:dann e terlibat berupaya kurang
m; :"ﬁ’ i membangun + Sulit berbagi
BHaxsnO elt saling kepercayaan informasi
melengkapi
Dialog tatap muka dilakukan
secara terstruktur sebagai t
” Dialog Tatap Muka pertukaran informasi dan v Outcomes
arena diskusi v
Sejarah kerjasama \ Ada arah positif,
antar stakeholder \ R * Ada stakeholder belum Ada dampak
telah ada memerlukan memahami peran positif tetapi perlu
sebelumnya Ry *  Tidak tahu target capaian yang bisa
) diukur.
Hasil Sementara “« Kesepahaman Bersama
/'y

) o Mampu untuk mengelola
Kepemimpinan Fasilitatif proses kolaborasi dengan
cukup baik

Gambar 2. Temuan hasil penelitian kunci kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
kesehatan jiwa di DIY berdasar Model Collaborative Governance Anshell & Gash (2008)

4. Pembahasan
4.1 Dimensi Kondisi Awal

Praktik collaborative governance dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY diwujudkan melalui
dialog tatap muka yang terstruktur. Dialog tatap muka itu mencakup pertemuan-pertemuan penting
seperti rapat koordinasi TPKJM yang tidak hanya berfungsi sebagai platform pertukaran informasi,
tetapi juga sebagai arena diskursus mendalam tentang isu-isu kesehatan jiwa yang kompleks. Interaksi
langsung ini penting, karena memungkinkan komunikasi yang lebih kaya dan interaksi empatik, yang
penting untuk memahami berbagai perspektif dan mencapai pemahaman bersama. Interaksi ini
sebagai bentuk komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa setiap entitas memiliki pemahaman
yang sama terhadap masalah dan tujuan, sekaligus menciptakan landasan yang kuat untuk distribusi
tugas yang adil dan strategi bersama (Henderson et al., 2019). Dialog juga diperlukan untuk
mendamaikan perbedaan dan merangkul kesamaan dalam nilai dan budaya karena kolaborasi bersifat
dinamis, (Khenti et al., 2016).

Dalam proses kolaborasi ini, kepercayaan menjadi aset berharga melalui inklusivitas dan
transparansi. TPKJM Provinsi DIY telah memperlihatkan usaha signifikan untuk membuka akses bagi
masyarakat dalam inisiatif kolaboratif. Upaya yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan organisasi
dalam TPKJM tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk membangun kepercayaan melalui
kegiatan kolaboratif. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk koordinasi rutin, kolaborasi antar-sektor,
edukasi dan pengembangan kapasitas, serta pembentukan aliansi dan kemitraan. Melalui kegiatan ini,
kepercayaan antara lembaga, masyarakat, dan individu yang terlibat dalam penyelenggaraan
kesehatan jiwa terus diperkuat. Kepercayaan tersebut penting untuk pencapaian hasil kesehatan jiwa
yang efektif dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa dalam kolaborasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan kesehatan jiwa terdapat dinamika kekuasaan dan tantangan dalam membangun
kepercayaan serta mengelola birokrasi dalam kolaborasi (Henderson et al., 2019; Pierre et al., 2020).
Penelitian lain menemukan bahwa kolaborasi antar lembaga yang adil dan transparan memperkuat
kepercayaan dan efektivitas kolaborasi (Patterson et al., 2020).

Meski proses kolaborasi telah dilakukan melalui dialog tatap muka dan upaya membangun
kepercayaan antar aktor dengan baik namun belum semua aktor memiliki komitmen yang kuat.
Sebagian aktor telah memiliki komitmen yang terjalin dalam proses kolaborasi yang tampak dari
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kesadaran mutual antar aktor tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor. Aktor-aktor ini tidak hanya
terlibat tetapi juga merasakan kepemilikan atas proses kolaborasi yang ada, aktif berkontribusi dalam
pengambilan keputusan dan implementasi strategi. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian
aktor lain masih kurang dalam rasa memiliki terhadap proses kolaborasi. Komitmen terhadap proses
yang kurang juga terlihat pada sulitnya berbagi informasi atau komunikasi oleh beberapa aktor.
Keterbukaan yang ditunjukkan dalam berbagi informasi dan strategi menciptakan 'kepemilikan
kolektif' antar aktor yang diperlukan untuk menjamin kepercayaan dan keterlibatan yang
berkelanjutan (Henderson et al., 2019).

Pemahaman bersama adalah puncak dari proses kolaborasi ini, dengan adanya misi yang jelas,
pemahaman mendalam tentang masalah yang ada, dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Sebagian
aktor telah memiliki kesadaran kuat terhadap tujuan yang telah disepakati yaitu penurunan prevalensi
gangguan jiwa dan peningkatan produktivitas ODGJ. Namun demikian sebagian aktor belum dapat
memahami apa peran mereka dan tujuan dari kolaborasi ini. Setiap aktor memiliki misi dan tujuan
masing-masing sesuai latar belakangnya meski tetap dalam upaya penanganan kesehatan jiwa.
Pemahaman bersama masih menjadi tantangan dalam kolaborasi, sejalan dengan temuan Richter
Sundberg et al (2024) yang menemukan tantangan seperti beragamnya pandangan dan perspektif
tentang kesehatan jiwa di antara para pelaku kolaborasi dan kurangnya kesepakatan.

Proses kolaborasi yang diawali dengan dialog tatap muka, upaya membangun kepercayaan,
komitmen terhadap proses dan pemahaman bersama telah memberikan hasil sementara yang cukup
baik. Hasil sementara yang penting telah dicapai, antara lain pengembangan kebijakan dan pedoman,
pencapaian konsensus pada tindakan dan target, peningkatan koordinasi antara lembaga, dan
peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat. Ini mencerminkan efektivitas sementara dari
kolaborasi tersebut dan menandakan arah yang positif menuju perubahan berkelanjutan dalam sistem
kesehatan jiwa di DIY. Namun demikian, agar proses kolaborasi ini berhasil, diperlukan ukuran-
ukuran spesifik berupa data kuantitatif agar dapat digunakan untuk kepentingan evaluasi dan
memberi feedback untuk perbaikan ke depan. Hasil sementara yang dicapai dapat memberikan umpan
balik positif ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus kebajikan dari pembangunan kepercayaan
dan komitmen, serta menciptakan momentum untuk keberhasilan kolaborasi yang berkelanjutan
(Ansell & Gash, 2008).

4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan

Kesehatan Jiwa di DIY
4.2.1 Kondisi Awal

Dalam penelitian mengenai proses kolaborasi dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY
kondisi awal menjadi faktor penting dalam efektifitas kolaborasi. Sejarah kerja sama yang telah terjalin
antara masing-masing stakeholder telah membangun dasar kepercayaan dan sinergi, menciptakan
fondasi kerja sama yang positif. Sejarah kolaborasi yang baik ini meningkatkan kemungkinan bahwa
para pemangku kepentingan akan terlibat dalam proses kolaboratif dengan niat baik dan komitmen
yang lebih tinggi. Keberadaan sejarah kerja sama yang positif menciptakan modal sosial yang
memfasilitasi dialog terbuka dan mengurangi hambatan psikologis yang mungkin ada di antara para
pemangku kepentingan, yang sangat penting untuk mendorong kepercayaan dan komitmen yang
lebih kuat dalam proses kolaborasi yang sedang berlangsung. Milward et al (2010) dalam risetnya
mengenai evolusi jaringan kesehatan jiwa menunjukkan bagaimana sejarah interaksi sebelumnya
mempengaruhi struktur kolaborasi saat ini dan keefektifan jaringan tersebut.

Selain itu, adanya asimetri kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan di antara para pihak yang
terlibat juga menjadi salah satu kondisi awal yang penting. Hal ini mencerminkan pentingnya
memahami distribusi pengaruh sebagai faktor penentu dalam implementasi dan efektivitas
penyelenggaraan kesehatan jiwa. Seperti yang dijelaskan oleh Iemmi (2019), perbedaan dalam
kekuasaan dan sumber daya antar aktor dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk
mempengaruhi keputusan dan implementasi program. Dalam konteks ini, tidak ada stakeholder yang
memiliki lebih banyak pengaruh atau dominan dalam pengambilan keputusan yang dapat
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mempengaruhi dinamika kolaborasi. Meskipun terdapat ketidakseimbangan dalam hal kekuasaan,
sumber daya, dan pengetahuan, hal ini justru menjadi aspek positif karena masing-masing stakeholder
memiliki sumber daya dan keahlian yang bisa saling melengkapi. Ketidakseimbangan ini diatasi
melalui strategi pemberdayaan dan dukungan tambahan, sehingga semua pemangku kepentingan
dapat berpartisipasi secara setara dan berarti. Dengan demikian, kondisi awal dalam kolaborasi
penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY menunjukkan adanya dasar yang kuat untuk kerjasama berkat
sejarah kolaborasi yang positif serta penanganan yang tepat terhadap asimetri kekuasaan dan sumber
daya. Hal ini sejalan dengan konsep Ansell dan Gash yang menekankan pentingnya kondisi awal yang
baik untuk efektivitas proses kolaboratif.

4.2.2 Dimensi Desain Institusional

Desain institusional dalam proses kolaborasi penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY
menunjukkan bahwa meskipun aturan dasar yang ada sudah cukup memadai dan mencerminkan
kesiapan regulasi yang mendukung kolaborasi, namun implementasinya masih memerlukan kerangka
kerja yang lebih sistematis untuk memastikan efektivitas dalam praktik. Aturan dasar yang terlihat
memadai ini ternyata masih memiliki kekurangan yang signifikan, yang berdampak langsung pada
proses kolaborasi, terutama dalam hal komitmen dan pemahaman bersama di antara para pemangku
kepentingan.

Evaluasi terhadap implementasi aturan menjadi krusial, meskipun ini belum banyak dibahas
dalam kerangka kerja Ansell dan Gash. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa aturan-
aturan tersebut tidak hanya ada secara formal tetapi juga berfungsi efektif dalam praktik. Hal ini
mencakup pembuatan protokol yang jelas untuk pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan
pembagian peran serta tanggung jawab. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perlu adanya kerangka
kerja yang lebih jelas, seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) dan panduan dari Tim Pengarah Kesehatan
Jiwa Masyarakat (TPKJM). Saat ini RAD sedang dibahas oleh pemerintah daerah DIY dengan DPRD
Provinsi DIY, sementara Panduan TPKJM sudah mulai diimplementasikan akhir tahun 2023. RAD dan
Panduan TPKJM akan memberikan panduan yang lebih konkret dan operasional untuk implementasi
aturan, memastikan bahwa aturan dasar diterapkan secara efektif dan efisien.

Komitmen terhadap proses kolaboratif di DIY menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran
mutual tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor, rasa memiliki terhadap proses tersebut masih
kurang di antara para pemangku kepentingan. RAD dan panduan TPK]M, sebagai kerangka kerja yang
lebih konkret, diharapkan dapat memperkuat komitmen ini dengan menyediakan panduan yang jelas
dan terstruktur untuk pelaksanaan kolaborasi. Dengan adanya RAD dan panduan TPKJM, pemangku
kepentingan memiliki referensi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka, sehingga
meningkatkan keterlibatan aktif dan tanggung jawab bersama. Selain itu, RAD dan panduan TPKJM
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bersama di antara pemangku kepentingan. Dengan
adanya protokol dan langkah-langkah yang terstruktur, semua pihak memiliki panduan yang sama
untuk merujuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Ini membantu mengurangi
ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi, sehingga semua aktor dapat bekerja dengan tujuan yang
lebih selaras. RAD dan panduan TPKJM juga mendorong keterbukaan informasi dan transparansi,
yang merupakan kunci dalam menciptakan pemahaman bersama yang efektif.

Sementara itu, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY telah melibatkan
partisipasi yang luas dari berbagai stakeholder. Partisipasi yang luas dari berbagai stakeholder sangat
penting dalam desain institusional yang efektif. Inklusivitas partisipatif memastikan bahwa berbagai
perspektif dan kepentingan diwakili dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya
meningkatkan legitimasi dan komitmen terhadap hasil yang dicapai. Partisipasi ini melibatkan
pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum, yang
tidak hanya terlibat dalam dialog dan perencanaan tetapi juga dalam eksekusi dan adaptasi program
secara aktif. Upaya terus-menerus untuk mendorong keterlibatan stakeholder lain mencerminkan
pentingnya peran aktif dan berkelanjutan dalam menjaga momentum dan efektivitas proses
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kolaboratif. Hal ini sesuai dengan rekomendasi oleh (Chiodo et al., 2022; Hodges et al., 2013; Pierre et
al.,, 2020) tentang pentingnya struktur tata kelola yang inklusif.

Dalam aspek pemerintah bersifat terbuka dan inklusif, upaya telah dilakukan untuk memastikan
bahwa keputusan dan kebijakan terkait kesehatan jiwa melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ini tercermin dalam dialog terbuka antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, organisasi
masyarakat, dan organisasi non pemerintah lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan langkah-langkah konkret, seperti penyusunan
panduan dan kebijakan bersama yang melibatkan berbagai lembaga dan organisasi terkait. Pineo et al.
(2020) menekankan pentingnya sistem tata kelola yang menyertakan berbagai aktor, termasuk sektor
swasta dan organisasi masyarakat, untuk memfasilitasi pendekatan kesehatan dalam semua kebijakan.

Jadi aturan dasar yang kuat, partisipasi yang luas dan pemerintah bersifat terbuka dan inklusif
adalah faktor penting untuk keberhasilan kolaborasi. Aturan dasar yang terlihat memadai namun
masih kurang, memerlukan evaluasi dan perbaikan melalui kerangka kerja yang lebih konkret seperti
RAD dan panduan TPKJM. Evaluasi terhadap implementasi aturan dan penggunaan RAD serta
panduan TPKJM dapat memperkuat komitmen dan meningkatkan pemahaman bersama di antara
semua aktor yang terlibat, sehingga efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi dapat tercapai. Penelitian
ini menemukan bahwa selain adanya aturan dasar pada proses kolaborasi, diperlukan juga sub
indikator “evaluasi aturan dasar kolaborasi” untuk menilai sejauh mana aturan-aturan tersebut
diterapkan dan berfungsi dalam praktik.

4.2.3 Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam proses kolaborasi penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY
menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola proses, pemberdayaan stakeholder, dan
pengelolaan kepentingan yang beragam. Pemimpin yang efektif telah berhasil menciptakan
lingkungan yang kondusif untuk dialog terbuka, pertukaran informasi, diskusi mendalam, dan
pengambilan keputusan bersama. Ini mencakup koordinasi yang baik dan penyesuaian pendekatan
sesuai kebutuhan, menjaga proses tetap berjalan dengan lancar dan produktif. Kepemimpinan
fasilitatif terlihat dalam kemampuan mereka mengintegrasikan data terkini dan pengetahuan ke dalam
diskusi dan pengambilan keputusan. Kredibilitas teknis ini memberikan dasar yang kuat bagi
keputusan yang diambil, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan
relevan. Pemimpin yang efektif mampu memfasilitasi diskusi yang interaktif dan produktif,
menciptakan ruang untuk berbagai perspektif, dan menyatukan kepentingan yang beragam.
Keputusan yang kredibel meningkatkan legitimasi proses kolaboratif dan memastikan komitmen
jangka panjang dari para pemangku kepentingan. Pemimpin dalam konteks collaborative governance
untuk kesehatan jiwa di DIY mampu membuat keputusan bersama yang kredibel dan meyakinkan
semua aktor yang terlibat. Keputusan-keputusan ini didasarkan pada data dan pengetahuan teknis
terkini, menyatukan berbagai perspektif dan kepentingan, serta mencari solusi yang dapat diterima
oleh semua pihak. Ini sering kali memerlukan keterampilan negosiasi yang baik dan kemampuan
untuk mencapai konsensus. Keputusan yang kredibel ini meningkatkan legitimasi proses kolaboratif
dan memastikan komitmen jangka panjang dari para pemangku kepentingan.

Kendala dalam berbagi informasi dan transparansi dapat menjadi hambatan utama dalam proses
kolaboratif. Meskipun kepemimpinan berusaha untuk memfasilitasi dialog terbuka, jika beberapa
pemangku kepentingan merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup atau tidak didengar, hal ini
bisa mengurangi komitmen dan pemahaman mereka. Selain itu, ketidakjelasan mengenai peran dan
tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dapat menyebabkan kebingungan dan
ketidakpastian. Pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang
diharapkan dari mereka dan bagaimana kontribusi mereka berhubungan dengan tujuan keseluruhan
kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif yang efektif harus memastikan bahwa komunikasi merata dan
peran serta tanggung jawab jelas bagi semua pemangku kepentingan.

Komitmen terhadap proses kolaboratif di DIY menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran
mutual tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor, rasa memiliki terhadap proses tersebut masih
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kurang di antara para pemangku kepentingan. RAD yang baru disusun dan panduan TPKJM yang
sudah diimplementasikan, sebagai kerangka kerja yang lebih konkret, dapat memperkuat komitmen
ini dengan menyediakan panduan yang jelas dan terstruktur untuk pelaksanaan kolaborasi. Dengan
adanya RAD dan panduan TPKJM, pemangku kepentingan memiliki referensi yang jelas tentang peran
dan tanggung jawab mereka, sehingga meningkatkan keterlibatan aktif dan tanggung jawab bersama.
Tanpa kepemimpinan yang baik, keberadaan RAD dan panduan TPKJM mungkin tidak akan
disepakati atau bahkan diinisiasi. Kepemimpinan fasilitatif adalah kunci dalam mengidentifikasi
kebutuhan untuk kebijakan ini dan memfasilitasi proses penyusunannya. Pemimpin yang efektif
memiliki visi untuk melihat pentingnya kerangka kerja yang terstruktur dan kemampuan untuk
mengajak semua pemangku kepentingan berpartisipasi dalam penyusunan RAD dan panduan TPKJM.

Pemimpin yang kuat dapat mengkoordinasikan berbagai pihak, memfasilitasi diskusi yang
konstruktif, dan memastikan bahwa semua suara didengar. Mereka juga memastikan bahwa setiap
pemangku kepentingan memahami manfaat dari adanya RAD dan panduan TPK]JM, sehingga
menciptakan dukungan yang luas untuk implementasinya. Tanpa kepemimpinan yang efektif,
kemungkinan besar akan ada hambatan besar dalam mencapai konsensus untuk membuat dan
menerapkan kebijakan penting ini. Selain itu, kepemimpinan fasilitatif memastikan bahwa RAD dan
panduan TPKJM tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi juga diimplementasikan dengan baik.
Pemimpin bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kebijakan ini, menilai efektivitasnya, dan
melakukan penyesuaian yang diperlukan. Mereka juga memainkan peran penting dalam memastikan
bahwa semua pemangku kepentingan tetap berkomitmen dan memahami tujuan serta langkah-
langkah yang ditetapkan dalam RAD dan panduan TPKJM. Kepemimpinan fasilitatif penting untuk
mencapai kolaborasi yang efektif (Chiodo et al., 2022; Henderson et al., 2019; Richter Sundberg et al.,
2024).

5. Kesimpulan

Proses kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY
menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya signifikan dalam membangun dialog tatap muka,
membangun kepercayaan, dan meningkatkan komitmen serta pemahaman bersama, tantangan tetap
ada. Proses kolaborasi ini telah menunjukkan hasil sementara yang positif seperti pengembangan
kebijakan dan pedoman, peningkatan koordinasi antara lembaga, serta peningkatan kapasitas dan
kesadaran masyarakat. Namun, untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, diperlukan komitmen
yang lebih kuat dari semua aktor, keterbukaan dalam berbagi informasi, serta pengukuran spesifik dan
data kuantitatif untuk evaluasi dan umpan balik. Tantangan dalam proses kolaborasi ini antara lain
kurangnya rasa memiliki di antara beberapa aktor dan kesulitan dalam berbagi informasi. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada kebutuhan untuk memperkuat komitmen
dan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Selain itu, kesadaran akan peran dan perspektif
mengenai tujuan kolaborasi tentang pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa juga
menjadi tantangan dalam mencapai pemahaman bersama.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas kolaborasi dalam penyelenggaraan kebijakan
kesehatan jiwa di DIY masih belum optimal, dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kondisi awal, desain
institusional, dan kepemimpinan fasilitatif. Kondisi awal yang kuat, yang ditandai dengan sejarah kerja
sama yang positif dan strategi pemberdayaan untuk mengatasi asimetri kekuasaan dan sumber daya,
menciptakan dasar kepercayaan dan sinergi antar pemangku kepentingan. Namun, desain
institusional yang ada, meskipun mencakup aturan dasar yang memadai, masih memerlukan kerangka
kerja yang lebih sistematis seperti RAD yang sedang disusun dan panduan TPKJM yang sudah
diimplementasikan, untuk dapat benar-benar memperkuat komitmen dan pemahaman bersama.
Selain itu, kendala dalam berbagi informasi dan ketidakjelasan peran serta tanggung jawab
menunjukkan bahwa komitmen dan pemahaman bersama masih kurang. Kepemimpinan fasilitatif
yang efektif, yang mampu mengelola proses, memfasilitasi dialog terbuka, dan mengintegrasikan
pengetahuan teknis ke dalam pengambilan keputusan, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa

kebijakan ini diinisiasi, disepakati, dan diimplementasikan dengan baik. Tanpa kepemimpinan yang
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baik, RAD dan panduan TPKJM mungkin tidak akan disepakati atau diimplementasikan dengan
efektif. Dengan demikian, kombinasi dari kondisi awal yang kuat, desain institusional yang efektif
namun perlu diperkuat, dan kepemimpinan fasilitatif yang baik adalah kunci untuk mencapai
kolaborasi yang lebih efektif dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY.

6. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Disarankan adanya keterlibatan perwakilan semua pemangku kepentingan yang menjadi bagian
dari TPKJM baik dari akktor pemerintah, akademisi, NGO, organisasi profesi, media, komunitas
dan lain-lain guna merancang dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD
harus mencakup tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, dan indikator kinerja utama (KPI) yang
tepat. Selain itu, panduan TPKJM yang sudah diimplementasikan perlu terus disosialisasikan dan
diadaptasi sesuai kebutuhan.

2. Membangun platform komunikasi terpusat yang memungkinkan pemangku kepentingan berbagi
informasi secara real-time. Platform ini dapat berupa dashboard manajemen kasus penanganan
masalah kesehatan jiwa di DIY.

3. Evaluasi berkala oleh TPKJM DIY yang terstruktur harus dilakukan untuk menilai efektivitas
implementasi kebijakan, RAD, dan panduan TPKJM (baik pada proses penyusunan maupun
setelah diimplementasikan).

4. Isu kesehatan jiwa merupkan cross cutting issue yang melibatkan banyak instansi salah satunya
adalah Kementerian Sosial yang berperan dalam aspek rehabilitasi sosial. Kementerian Sosial
melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Pemyandang Disabilitas dan UPT dengan wilayah kerja DIY
diharapkan dapat meningkatkan dukungan sumberdaya anggaran, teknis dan pelatihan untuk
stakeholder lokal berkaitan dengan rehabilitasi sosial ODG]J.

Penelitian ini dilakukan pada periode waktu Januari sampai dengan April 2024 sehingga hasil dari
penelitian ini mungkin saja berbeda jika dilakukan pada periode waktu selanjutnya khususnya setelah
RAD dan panduan TPKJM telah disusun dan diimplementasikan. Berdasarkan kesimpulan dan
analisis dari penelitian ini, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk penelitian di masa depan:

1. Studi longitudinal untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RAD dan panduan TPK]JM
dari waktu ke waktu.

2. Penelitian mengenai manajemen kolaborasi untuk mengukur efektifitas kolaborasi dalam
pelaksanaan kebijakan kesehatan jiwa di DIY.

3. Penelitian mengenai analisis stakeholder atau peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY.

Ucapan terima kasih: Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua individu dan
lembaga yang telah memberikan dukungan dan kontribusi signifikan dalam penelitian ini. Terima
kasih kepada Prof Amy Yayuk Sri Rahayu, Guru Besar Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik
Universitas Indonesia untuk bimbingan dan arahannya telah membawa penelitian ini lebih bermanfaat
secara akademik. Terima kasih juga kepada seluruh stakeholder yang menjadi narasumber dari
penelitian ini, telah memberikan akses dan informasi sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan
baik. Kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh para stakeholder ini sangat kami hargai.
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Abstrak: Pasca penanganan darurat erupsi Gunung Sinabung, banyak pemangku kepentingan yang secara aktif
terlibat dalam pemulihan sosial-ekonomi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang melampaui
pembangunan fisik. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan keterlibatan inklusif pemangku kepentingan untuk
mendukung collaborative governance dalam pemulihan sosial ekonomi penyintas erupsi Gunung Sinabung.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam terhadap 11 informan yang berasal dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, yaitu
mereka yang terlibat secara langsung atau memiliki otoritas dalam pemulihan pascabencana. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa inklusi dalam pemulihan sosial-ekonomi didukung oleh berbagai pemangku kepentingan
yang berasal dari pemerintah lintas tingkat (desa, kabupaten, provinsi, pusat), masyarakat dan organisasi
masyarakat, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan lembaga internasional PBB. Setiap pemangku
kepentingan saling melengkapi satu sama lain, menyesuaikan peran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki
untuk dapat membangun dengan lebih baik. Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian/lembaga berperan
mempercepat proses pemulihan, terutama pada tahap I. Namun, pemerintah daerah tetap berperan sebagai
koordinator seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di pemulihan, baik pemerintah maupun non-
pemerintah. Organisasi masyarakat berbasis gereja memiliki peran strategis di tingkat lokal, menjembatani
komunikasi para penyintas yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Pihak-pihak di luar
pemerintahan seperti ONP, akademisi, dan badan-badan PBB banyak berperan pasca rekonstruksi dengan
mengadakan program-program pemberdayaan masyarakat untuk membantu membangun penghidupan
berkelanjutan.

Kata kunci: Erupsi Gunung Sinabung, Pemulihan sosial ekonomi, Keterlibatan inklusif, Collaborative governance

Abstract: After the emergency response to the Mount Sinabung eruption, numerous stakeholders actively engaged in socio-
economic recovery to address community needs that extended beyond physical reconstruction. This study aims to describe
the inclusive involvement of stakeholders in supporting collaborative governance in the socio-economic recovery of Mount
Sinabung eruption survivors. The study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were
collected through in-depth interviews with 11 informants from both governmental and non-governmental sectors,
specifically those directly involved or holding authority in post-disaster recovery. The research findings indicate that
inclusivity in socio-economic recovery is supported by various stakeholders, including multi-level government entities
(village, district, provincial, central), the community and civil society organizations, non-governmental organizations
(NGOs), academics, and international bodies such as the United Nations. Each stakeholder complemented one another,
adjusting roles, capacities, and resources to achieve the goal of building back better. The central government through various
ministries/agencies plays a role in accelerating the recovery process, especially in phase 1. However, the local government
still acts as the coordinator of all stakeholders involved in recovery, both government and non-government. Church-based
community organizations held strategic roles at the local level, bridging communication among survivors who had lost trust
in the government. Non-governmental actors such as NGOs, academics, and UN agencies significantly contributed post-
reconstruction by organizing community empowerment programs to aid in building sustainable livelihoods.

Keywords: Mount Sinabung eruption, socio-economic recovery, inclusive involvement, collaborative governance
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1. Pendahuluan

Pulihnya sosial-ekonomi masyarakat terdampak bencana merupakan salah satu indikator
keberhasilan pemulihan pascabencana (UNDP, 2022). Membangun kembali dengan lebih baik (build
back better) merupakan prioritas utama dalam tahap pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca
bencana dengan tujuan akhir berupa masyarakat tangguh bencana (communities resilient to disasters)
berdasarkan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (UNISDR, 2015). Belajar dari
praktik baik (best practice) berbagai kegiatan pemulihan pascabanecana, penelitian-penelitian terdahulu
menekankan pentingnya merancang institusi yang mengkolaborasikan pihak-pihak multisektor untuk
menciptakan pemulihan pascabencana yang efektif (Mousavi et al., 2012; Potutan et al., 2022; Smith &
Birkland, 2012; Thiruppugazh, 2014). Pada bencana erupsi Gunung Sinabung, keterlibatan pemerintah
lintas tingkat (pusat & provinsi) dan pihak dari luar pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarat
(LSM) dan organisasi non-pemerintah (ONP) menjadi kunci keberhasilan pemulihan sosial-ekonomi
di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten Karo (IDMF, 2020; ILO, 2017;
Meralza et al.,, 2021; Rasuwin, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kolaborasi
antara insitusi pemerintah, non-pemerintah, dan komunitas dirancang untuk mendukung pemulihan
sosial-ekonomi masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung.

Salah satu bencana alam yang memiliki dampak dengan skala yang cukup besar dan
berkepanjangan adalah erupsi Gunung Sinabung. Gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo,
Provinsi Sumatera Utara mulai aktif kembali pada tahun 2010 setelah berhenti beraktivitas selama lebih
dari 1.200 tahun dan berulang kali mengalami erupsi hingga tahun 2021. Masa tanggap darurat
pertama ditetapkan oleh Bupati Karo dari tanggal 30 Agustus — 9 September 2010, dengan masa
pertimbangan lanjutan di bulan Oktober ketika terjadi letusan/erupsi lanjutan. Masa-masa erupsi pun
terjadi secara acak. Salah satu kejadian erupsi terjadi di periode 15 September — 24 November 2013 yang
diakhiri oleh hujan abu di akhir tahun yang mengakibatkan 21 desa dan 2 dusun diungsikan ke 39 titik
pengungsian, serta memperluas wilayah zona merah hingga radius 7 km dari pusat letusan
(Nurwihastuti et al., 2019).

Jumlah warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung fluktuatif karena dinamika
aktivitas Gunung Sinabung yang bisa kapan saja meningkat dalam waktu singkat. Pemerintah
melakukan pendataan warga terdampak secara berkala, terutama masyarakat yang daerah tempat
tinggalnya ditetapkan sebagai zona merah kawasan rawan bencana (KRB) yang dilarang untuk dihuni
kembali. Data tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pemulihan pasca
bencana. Terdapat setidaknya 10 desa dan 1 dusun yang direlokasi ke wilayah Siosar dan wilayah-
wilayah lain yang tersebar, serta 5 desa yang mendapatkan penanganan non-relokasi (Pemkab Karo,
2020).

Relokasi merupakan salah satu cara mengurangi risiko kerentanan dengan gagasan bahwa
masyarakat harus dihindarkan dari sumber bahaya. Namun, relokasi berisiko besar mengganggu cara
hidup masyarakat, sumber penghidupan, jaringan sosial, dan meningkatkan risiko terpapar jenis
bahaya lain bila lokasi baru tidak dinilai secara lengkap (Iuchi & Mutter, 2020; Kennedy et al., 2008;
Maly, 2018). Upaya relokasi yang lebih menekankan “pemindahan tempat tinggal” dibandingkan
“pembangunan kembali kehidupan” seringkali gagal karena menyebabkan terganggunya jaringan
sosial, meningkatnya sentimen negatif, dan ketidakpuasan terhadap kondisi hidup di wilayah relokasi
(Iuchi & Mutter, 2020). Maka dari itu, relokasi harus menjadi pilihan terakhir dan dikaji secara holistik
karena tidak ada jaminan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik (Maly, 2018).

Upaya membangun kembali dengan lebih baik memerlukan strategi matang untuk menciptakan
outcome yang dapat menjamin keberfungsian sosial masyarakat dalam situasi apapun, dengan kata lain,
memperkuat ketangguhan masyarakat (Gupta et al., 2010; UNISDR, 2015). Pemerintah telah menyusun
rencana pemulihan dalam bentuk Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi
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Sinabung (R3P Sinabung) yang telah mengalami 3 kali perubahan mengikuti perkembangan situasi
dan kebutuhan realisasi, yakni pada tahun 2015, 2018, dan 2020. Untuk mempercepat prosesnya,
pemerintah pusat turut mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015
tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung di
Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (Keppres 21/2015).

Banyak penelitian yang membingkai pemulihan pascabencana erupsi Gunung Sinabung sebatas
program relokasi sehingga fokusnya cenderung ke arah pembangunan infrastruktur pemukiman
(Harmensyah, 2023; Nurwihastuti et al., 2019; Pandia et al., 2016; Rasuwin, 2020; Surbakti & Manurung,
2023). Lebih dari itu, pemulihan infrastruktur harus diikuti oleh upaya pemulihan ekonomi dan
penghidupan agar terbentuk resiliensi di masyarakat (UNDP, 2022). Pelajaran dari program-program
relokasi lainnya menunjukkan pentingnya memberikan aset penghidupan yang memperhatikan
konteks sosio-historis dan budaya agar masyarakat patuh dengan rencana pemulihan pascabencana
(Juhaina et al.,, 2019; Widodo et al., 2018). Di sinilah pentingnya keterlibatan pihak-pihak di luar
pemerintahan, baik itu organisasi non-pemerintah (ONP), badan usaha, dan organisasi masyarakat
sipil dalam tata kelola pemulihan sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Mousavi et al., 2012; Smith &
Birkland, 2012). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam
pemulihan sosial-ekonomi penyintas erupsi Gunung Sinabung mengambil peran untuk membangun
dengan lebih baik (build back better). Perspektif desain institusional dalam model tata kelola kolaboratif
Ansell dan Gash (2008) digunakan untuk melihat seberapa jauh peran setiap institusi atau organisasi
dalam proses pemulihan yang berpedoman pada nilai inklusivitas dan konsensus guna
mengembalikan kesejahteraan sosial penyintas bencana.

Berbicara soal tata kelola pemulihan pascabencana, para ilmuwan sepakat bahwa model tata
kelola integrasi atau kolaborasi sangat bermanfaat untuk menciptakan implementasi yang efektif
(Barenstein & Leemann, 2013; Iuchi & Mutter, 2020; Kapucu, 2014; Kennedy et al., 2008; Mousavi et al.,
2012; Smith & Birkland, 2012; Tierney, 2012). Penekanan utama dalam tata kelola pemulihan
pascabencana terletak pada pelibatan masyarakat dalam setiap prosesnya (Davidson et al., 2007; Gupta
et al.,, 2010; Tuchi & Mutter, 2020; Maly, 2018). Menurut Davidson et al. (2007), partisipasi masyarakat
dapat bervariasi bergantung pada tingkat kontrol mereka terhadap pengambilan keputusan, mulai dari
manipulasi, sekedar menginformasikan, konsultasi, kolaborasi, dan pemberdayaan. Partisipasi nyata
masyarakat terbukti menciptakan kepuasan terhadap outcome yang lebih tinggi (Iuchi & Mutter, 2020;
Modifa et al., 2022).

Tata kelola kolaboratif adalah salah satu model tata kelola yang diimplementasikan dalam banyak
kebijakan di negara-negara demokrasi. Sebagai suatu sistem tata kelola yang mensyaratkan partisipasi
multi-sektor dalam ”“proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan
musyawarah, serta yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik” (Ansell & Gash, 2008).
tata kelola kolaboratif menjadi platform acuan dalam inovasi tata kelola kebijakan publik di Indonesia
(Nurhayati & Rahman, 2023). Penekanan terhadap partisipasi masyarakat dalam kebijakan, bersama
dengan ONP, komunitas, perusahaan lokal, dan organisasi lainnya menjadikan tata kelola ini dianggap
menghasilkan outcome yang lebih baik (Bussu, 2019, p. 62), meski membutuhkan waktu dan tenaga
ekstra untuk menjadikannya efektif. Hal tersebut membuat tata kelola pemulihan pascabencana dapat
dikategorikan sebagai tata kelola kolaboratif (Tierney, 2012).

Proses operasional pemulihan pascabencana membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang
efektif para pemangku kepentingan dari beragam sektor sehingga perlu memiliki desain manajemen
in situ (Mousavi et al., 2012). Dibutuhkan integrasi secara horizontal yang melibatkan aktor-aktor lintas
sektor dalam proses pengambilan keputusan, serta secara vertikal yang menghubungkan aktor-aktor
lokal dengan organisasi-organisasi yang tingkatnya lebih tinggi yang dapat menyediakan bantuan bagi
masyarakat lokal (Smith & Birkland, 2012). Maka dari itu, desain institusional dibentuk untuk
menciptakan prakondisi yang menyertai proses kolaborasi dan keputusan akhir (Breaugh et al., 2023).

Desain institusional dalam tata kelola kolaboratif secara prinsip harus bersifat inklusif dan
memiliki legitimasi. Inklusif berkaitan dengan aktor-aktor yang harus dilibatkan dalam proses
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pengambilan keputusan (Ansell et al.,, 2020), sedangkan legitimasi berkaitan dengan landasan bagi
setiap aktor untuk bertindak dalam kolaborasi (Bussu, 2019). Kedua prinsip tersebut dijabarkan oleh
Ansell dan Gash (2008) menjadi 4 (empat) variabel, yakni inklusivitas kepesertaan, eksklusivitas forum,
aturan yang jelas, dan proses yang transparan. Inklusivitas kepesertaan mendorong keputusan kolektif
dan keinginan bersama yang dibangun dari harapan setiap pemangku kepentingan (Agbodzakey,
2024). Eksklusivitas forum berkaitan dengan persepsi para aktor mengenai daya tawar forum dan
insentif yang dapat mereka peroleh dari keterlibatan dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Aturan
yang jelas dan proses yang transparan berkaitan dengan norma-norma yang disepakati bersama yang
memberikan legitimasi prosedural (Tierney, 2012), baik legitimasi wewenang yang diformalisasi dalam
keanggotaan formal, maupun legitimasi diskursif yang memberikan hak untuk menyampaikan
masukan dalam forum untuk mempengaruhi prioritas atau pembingkaian ulang masalah bagi aktor
yang tidak memiliki wewenang (Bussu, 2019). Transparansi, keadilan, dan representasi yang memadai
dari berbagai sudut pandang dalam tahap musyawarah dan pengambilan keputusan akan
memberikan legitimasi pada hasil yang dicapai (Mosley & Wong, 2020).

Membentuk tata kolola berbasis kolaborasi membutuhkan pembagian tugas antar aktor-aktor
yang terlibat supaya tercipta rasa saling ketergantungan (Ansell & Gash, 2008). Keterbatasan kapasitas
dan sumber saya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menanggulangi segala risiko akibat bencana
membutuhkan sumber daya dari sektor non-profit, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjalankan
penanggulangan bencana secara efektif (Coppola, 2015, pp. 461-462; Waugh Jr & Streib, 2006),
membuka jalan bagi pembentukan tata kelola bencana kolaboratif.

Tata kelola (governance) sendiri lebih dari sekedar pemerintahan (government) karena terdapat
proses “negosiasi” dalam menetapkan tujuan bersama, mengorganisir proses pengambilan keputusan
oleh banyak pihak yang memiliki kepentingan masing-masing, mendesentralisasikan kekuasaan
(Ansell & Torfing, 2022, pp. 4-8). Dalam realitas tata kelola, peran dan tanggung jawab dibagi ke
banyak aktor dan kepemimpinannya bersifat fasilitatif. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (UU PB) serta aturan turunan PP No. 23 Tahun 2008 juga telah
mengamanatkan pemulihan pascabencana agar dikelola secara kolaboratif. Namun, R3P Sinabung
yang disusun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo maupun Keppres 21/2015 tidak menjelaskan
bagaimana tata kelola pemulihan pascabencana akan dijalankan, terlebih pemulihan sosial-ekonomi.
Pendekatan government yang berciri khas birokratis dan administratif terlihat dari kedua dokumen
yang seringkali dianggap “strategi". Investigasi mendalam dibutuhkan untuk memahami tata kelola
yang berjalan dalam pemulihan sosial-ekonomi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengandalkan data tekstual dan
visual, serta memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data yang menjelaskan berbagai sumber
desain sosial yang menjadi acuan (Creswell, 2014). Data diambil melalui wawancara mencalam (in-
depth interview) dengan aktor-aktor kunci yang pernah terlibat atau bertanggung jawab dalam
penanggulangan bencana. Informan yang diwawancara berjumlah 11 (sebelas) orang yang berasal dari
BNPB, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),
BPBD Karo, Dinas Sosial Kab. Karo, Pemerintah Kecamatan Tiga Panah, Pemerintah Desa Bekerah,
Komisi Penanngulangan Bencana Gereja Batak Kristen Protestan (Komisi PB GBKP), Human Initiatives
Sumatera Utara, dan Food and Agriculture Organization for Indonesia (FAO Indonesia). Selain itu,
tinjauan literatur juga dilakukan dengan rujukan dari buku, artikel jurnal, dan dokumen.

Data-data yang terkumpul kemudian dikategorikan dan direduksi, lalu dianalisis sesuai dengan
tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Desain institusional dalam model tata kelola kolaboratif Ansell
& Gash (2008) digunakan sebagai pisau analisis dengan membedah hasil penelitian berdasarkan
inklusivitas dan legitimasi prosedural. Pembahasan yang disajikan mendeskripsikan desain
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institusional yang terbangun dalam tata kelola pemulihan sosial-ekonomi penyintas erupsi Gunung
Sinabung

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pemangku Kepentingan yang Terlibat

Penelitian yang dilakukan berhasil mengidentifikasi 38 aktor yang terlibat dalam pemulihan
sosial-ekonomi penyintas erupsi Gunung Sinabung. Sektor pemerintah melibatkan instansi/lembaga
pemerintahan multi tingkat. Tingkat terbawah adalah desa, melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes).
Seharusnya tingkat kecamatan berada di atasnya, tetapi perannya yang hanya bersifat administratif
tidak berpengaruh langsung pada upaya pemulihan. Tingkat di atasnya adalah kabupaten, melibatkan
BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Dinas
Pendidikan, dan Dinas Perhubungan. Tingkat di atasnya adalah provinsi yang melibatkan BPBD Prov.
Sumatera Utara. Tingkat paling atas adalah pemerintah pusat, melibatkan BNPB, Kementerian Sosial,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat (PUPR), dan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI).

Selanjutnya, masyarakat juga menjadi sektor sendiri dengan kehadiran mereka sebagai individu
di acara-acara forum runggu (musyawarah), terdiri dari warga-warga yang terdampak bencana erupsi
Gunung Sinabung yang harus direlokasi, baik secara mandiri (tahap II) maupun ke wilayah Siosar
(tahap I dan III). Lalu, organisasi masyarakat (ormas) menjadi sektor yang menengahi antara sektor
pemerintah dengan sektor masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh Gereja Batak Kristen Protestan
(GBKP). Sektor organisasi non-pemerintah (ONP) yang terdata adalah Yayasan SHEEP Indonesia,
IDEP Foundation, dan Human Initiatives Sumatera Utara (HI Sumut). Sektor badan usaha diisi oleh
Starbucks Support Center, Indocafco, Koperasi-Koperasi, dan PT H.M Sampoerna/ Philip Morris
International (PMI). Sektor akademisi diisi oleh Universitas Sari Mutiara Indonesia, LPPM UPN
Veteran Yogyakarta, dan Universitas Sumatera Utara (USU). Sektor lembaga internasional PBB diisi
oleh United Nations Development Programme (UNDP), Food Agriculture Organization (FAO) for
Indonesia dan International Labour Organization (ILO).

3.2 Kontribusi Setiap Pemangku Kepentingan

Kontribusi yang diberikan oleh setiap institusi yang terlibat beragam sesuai dengan kapasitas
masing-masing. Warga penyintas sebagai pemangku kepentingan terdampak kebijakan memberikan
kontribusi berupa masukan-masukan mengenai kebutuhan mereka di wilayah tinggal baru mereka.
Sedangkan, lembaga-lembaga pemerintah memberikan kontribusi berupa penyediaan ruang diskusi,
pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar, serta supervisi pihak-pihak non-pemerintah yang terlibat.
Pemerintah desa berkontribusi dalam menghimpun aspirasi warga dalam pengkajian kebutuhan
pascabencana (Jitu Pasna), mengorganisasi warga dalam program-program pemberdayaan yang
diberikan oleh pemerintah dan NGO, serta mengkomunikasikan kebutuhan warga kepada OPD-OPD
terkait di Kab. Karo. Pemerintah kabupaten memberikan kontribusi beragam melalui organisasi-
organisasi perangkat daerah. BPBD Kab. Karo berkontribusi dalam memimpin pelaksanaan pemulihan
sosial-ekonomi, melakukan pendataan penyintas, dan mengawasi jalannya program-program
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan NGO. Dinas Sosial Kab. Karo berkontribusi dalam
melakukan pendataan penyintas bencana untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan dan
jaminan sosial, menyalurkan bantuan isi rumah pasca serah terima kunci huntap, mengawasi
pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi warga di wilayah relokasi, serta berkoordinasi dengan
Kementerian Sosial terkait sumber daya yang bisa disalurkan kepada penyintas bencana. Dinas PUPR
Kab. Karo membangun infrastruktur di wilayah relokasi. Dinas Pertanian Kab. Karo berkontribusi
dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bertani di wilayah baru. Dinas Pendidikan Kab. Karo
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mengoperasikan satu sekolah dasar (SD) di wilayah relokasi. Dinas Perhubungan Kab. Karo
menyediakan angkutan DAMRI untuk mendukung mobilitas warga penyintas ke pusat kota.

Untuk mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, lembaga-lmbaga di tingkat atas turut
mengalokasikan sumber daya mereka. Pemerintah provinsi melalui BPBD Prov. Sumatera Utara
berkontribusi membantu advokasi kebutuhan dana bagi pemulihan sosial-ekonomi kepada
pemerintah provinsi. Lalu, pemerintah pusat melalui berbagai kementerian/lembaga memberikan
kontribusi berupa anggaran, SDM, dan kompetensi. BNPB membantu membimbing BPBD Karo
dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas dan mendampingi pihak-pihak non-pemerintah
yang melakukan intervensi di wilayah relokasi Siosar berkoordinasi dengan BPBD Karo. Kementerian
PUPR mendorong percepatan pembangunan pemukiman dan infrastruktur di wilayah relokasi Siosar
dan memberikan pendampingan bagi para penerima bantuan relokasi mandiri melalui REKOMPAK
(Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Berbasis Komunitas). TNI, lembaga militer non-sipil,
turut dilibatkan untuk membangun pemukiman pada tahap awal relokasi serta memberikan bantuan
pembangunan gereja dan masjid di wilayah relokasi Siosar.

Salah satu yang banyak berkontribusi sejak awal tahap tanggap darurat hingga pemulihan
pascabencana adalah Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP), organisasi masyarakat berbasis agama
terbesar di Kab. Karo. GBKP telah menggelontorkan banyak materi untuk menjaga keamanan para
korban Sinabung, baik jemaat maupun non-jemaat dan masyarakat lintas agama. Selain materi, mereka
juga memberikan pendampingan psikososial bagi para penyintas dan pelayanan keagamaan di
wilayah relokasi. Bantuan paling penting yang mereka berikan dalam proses pemulihan sosial-
ekonomi ini adalah advokasi kesejahteraan masyarakat dengan menjembatani komunikasi antara
pemerintah dengan masyarakat penyintas bencana. Pemerintah sering mengajak GBKP dalam diskusi
perencanaan kebijakan pemulihan pascabencana. GBKP juga selalu mengkomunikasikan informasi
dari pemerintah kepada masyarakat.

Dari sektor ONP, ada Yayasan SHEEP Indonesia yang memberikan bantuan pengembangan
pertanian dan peternakan, IDEP Foundation yang memfasilitasi penerima bantuan relokasi tahap II
dengan membangun rumah aman tipe 36 sebanyak 30 unit, dan Human Initiative Sumatera Utara yang
menyalurkan beasiswa pendidikan untuk keluarga penyintas yang tinggal di luar wilayah Siosar dan
luput dari perhatian pemerintah. Kontribusi yang diberikan ONP menjadi kunci masuk pelibatan
mereka dalam pemulihan sosial-ekonomi. Pemerintah daerah ketika menerima kehadiran ONP selalu
menanyakan bantuan apa saja yang ingin disalurkan alih-alaih menerangkan kebutuhan masyarakat
penyintas agar dapat diakomodir oleh ONP. Keterbatasan sumber daya ONP menjadi isu lain yang
menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah relokasi mengingat mereka
bergerak dengan sokongan dana dari donor yang kebanyakan badan-badan usaha.

Badan-badan usaha yang terlibat kebanyakan memberikan kontribusi berupa modal finansial,
modal sosial, dan/atau kompetensi yang disalurkan sendiri atau bersama ONP. Starbucks Support
Center berkontribusi menyerap hasil kebun kopi yang dikembangkan FAO bersama masyarakat.
Indocafco berkontribusi menyalurkan kompetensi pembudidayaan kopi di LUT yang dimiliki para
penyintas. Koperasi-koperasi berkontribusi memberikan pinjaman modal usha bagi keluarga
penyintas yang ingin berwirausaha atau berkebun. PT H.M. Sampoerna memberikan modal finansial
bagi pelaksanaan program IDEP Foundation.

Dari sektor akademik, ada Universitas Sari Mutiara Indonesia yang memberikan edukasi
keselamatan bencana dan pemberdayaan masyarakat lainnya, LPPM UPN Veteran Yogyakarta yang
membantu pemerintah mengimplementasikan kebijakan komunikasi bencana, dan USU yang aktif
mengirimkan mahasiswa ke Siosar lewat program kuliah kerja nyata (KKN). Data-data yang
dikumpulka terbatas pada aktor-aktor yang bisa dijangkau oleh peneliti pada saat ini. Masih banyak
ONP dan lembaga pendidikan yang melakukan program pemberdayaan bagi penyintas erupsi
Gunung Sinabung,.
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Badan PBB seperti UNDP, FAO, dan ILO turut ambil bagian dalam pemulihan sosial-ekonomi.
Keterlibatan ketiga badan tersebut menyesuaikan fokus tujuan yang dimiliki setiap badan. UNDP
sebagai badan yang berfokus pada pembangunan bangsa membantu dari sisi tata kelola dengan
memberikan masukan kepada pemerintah terkait rencana pemulihan sosial-ekonomi serta
pendampingan dalam implementasinya. FAO sebagai badan yang berfokus pada pengembangan aset-
aset penghidupan membantu dari sisi pengembangan pertanian dan perternakan melalui program
fasilitasi, pelatihan, dan business matching. ILO sebagai badan yang berfokus pada pengembangan
tenaga kerja membantu dari sisi peningkatan kemampuan teknis masyarakat melalui pelatihan servis
kendaraan bermotor, pengolahan makanan, dan menjahit. Tidak ketinggalan pelatihan kewirausahaan
dan pengelolaan keuangan keluarga agar warga memiliki banyak alternatif sumber penghidupan.

4. Pembahasan
4.1 Inklusivitas dalam Pemulihan Sosial-Ekonomi

Inklusivitas yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
merupakan ciri khas utama tata kelola kolaboratif (Ansell et al., 2020). Secara desain institusional,
pemulihan sosial-ekonomi penyintas erupsi Gunung Sinabung mengadopsi tata kelola kolaboratif
dengan melibatkan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat.
Keterlibatan pemerintah multi-tingkat dalam pemulihan ini telah diamanatkan oleh UU PB, PP No. 22
Tahun 2008, dan Perka BNPB No. 6 Tahun 2017. Sebelum peraturan-peraturan tersebut ada,
penanganan bencana selalu melibatkan pemerintah multi-tingkat dengan model tata kelola sentralistik
mengingat kapasitas pemerintah daerah yang terbatas. Kehadiran UU PB beserta turunannya justru
mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah agar berdaya menangani kejadian bencana di
daerahnya masing-masing, termasuk dalam mengordinasikan pihak-pihak yang ambil peran dalam
penanggulangan bencana.

Tidak hanya kerja sama multi-tingkat, tata kelola pemulihan sosial-ekonomi juga menyatukan
pihak-pihak lintas sektor ke dalam satu tujuan yang sama. Partisipasi pihak-pihak di luar
pemerintahan dipertegas sebagai aspek kemanusiaan dalam sasaran substansial rehabilitasi dan
rekonstruksi yang tercantum dalam Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Perka 17/2010). Keterlibatan organisasi
masyarakat (ormas), organisasi non-pemerintah (ONP), akademisi, dan badan PBB menunjukkan
bagaimana ketergantungan pemerintah terhadap institusi-institusi tersebut untuk mendukung
pemulihan sosial-ekonomi.

Jika melihat ke R3P Sinabung, pemerintah menaruh fokus besar pada pembangunan yang bersifat
fisik, seperti hunian tetap, infrastruktur, rumah ibadah, sekolah, dan lainnya. Akan tetapi, membuat
penyintas bertahan di wilayah relokasi tidak bisa berhenti pada pembangunan fisik saja. Banyak
kegiatan relokasi yang tidak berhasil membuat warga penyintas bertahan di tempat tinggal barunya
karena kurangnya perhatian terhadap aspek penghidupan dan sosial-budaya masyarakat, seperti yang
terjadi di Aceh (Juhaina et al., 2019), Yogyakarta (Hartono, 2021), dan Mentawai (Seraniraya, 2015).
Poin-poin evaluasi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan lahan usaha tani
(LUT), menyesuaikan sumber penghidupan masyarakat Sinabung yang mayoritasnya adalah petani.
Kegiatan yang terfokus pada pemulihan sosial-budaya dan ekonomi dikolaborasikan dengan pihak-
pihak di luar pemerintahan. Integrasi tersebut menciptakan sebuah strategi yang komprehensif
melampaui batasan-batasan administratif yang biasa terjadi bila ditangani oleh pemerintah seorang
diri.

Kontribusi yang diberikan oleh setiap institusi yang terlibat beragam sesuai dengan kapasitas
masing-masing. Sebagaimana dikatakan Ansell & Gash (2008), fungsi kolaborasi adalah mengisi
kekurangan satu aktor dengan aktor lainnya agar kebutuhan-kebutuhan dalam mencapai tujuan dapat
terpenuhi, serta menciptakan rasa saling bergantung antar aktor yang terlibat agar kolaborasi tetap
terjaga. Antar lembaga pemerintah saling bergantung satu sama lain supaya dapat menyelesaikan
seluruh persoalan yang merintangi proses pemulihan. Organisasi-organisasi non-pemerintah juga
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memberikan kontribusi sesuai dengan fokus dan kapasitas masing-masing. Antara pemerintah dengan
non-pemerintah, akademisi, dan lembaga internasional PBB saling ketergantungan sumber daya
finansial dan kompetensi.

Keterlibatan lembaga-lembaga internasional dalam penanggulangan bencana bukan kali pertama
terjadi di Indonesia. Pada program rekonstruksi dan rehabilitasi bencana tsunami Aceh dan gempa
bumi Nias, banyak lembaga internasional yang berpartisipasi dengan melakukan intervensi langsung
atau bekerja sama dengan ONP lokal (Nazara & Resosudarmo, 2007). Pengesahan UU PB yang disusul
PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah
dalam Penanggulangan Bencana menunjukkan upaya pemerintah mengakomodasi lembaga-lembaga
internasional yang melakukan aksi filantropi maupun pemberdayaan masyarakat pasca kejadian
bencana. Alih-alih membatasi, peraturan tersebut memudahkan lembaga internasional dalam hal
koordinasi dengan otoritas setempat dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Prinsip tujuan
pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) juga mengarahkan pergerakan UNDP, FAO, dan ILO untuk
mendukung pemulihan sosial-ekonomi secara komprehensif (FAO, 2017).

Pelibatan pihak-pihak di luar pemerintahan dalam perencanaan pemulihan pascabencana
setidaknya menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan bencana. Meskipun begitu, praktiknya perlu ditinjau kembali apakah partisipasi
mereka benar-benar menyeluruh dalam pengambilan keputusan sebagaimana diamanatkan UU PB
dan Perka BNPB No. 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.

4.2. Peran Setiap Sektor dalam Kolaborasi Pemulihan Sosial-Ekonomi

Di samping inklusif, desain tata kelola perlu memberikan legitimasi kepada setiap aktor untuk
membentuk seperangkat ground rules atau aturan mendasar bagi seluruh aktor yang terlibat.
Legitimasi telah diberikan melalui berbagai produk hukum. UU PB mengatur pembagian peran antara
BNPB dan BPBD. Perka 17/2010 membagi peran dan kewajiban alokasi sumber daya kepada
kementerian/lembaga dan SKPD di tingkat provinsi dan/atau kabupaten. PP 23/2008 memberikan
legitimasi kepada lembaga internasional untuk menjalankan kegiatan-kegiatan penanggulangan
bencana secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama mitra kerja di Indonesia. Perka BNPB
No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Perka 15/2011)
memberikan legitimasi kepada pihak-pihak di luar pemerintahan untuk ikut serta dalam Jitu Pasna di
bawah koordinasi BNPB atau BPBD. Perka BNPB No. 11 tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka 11/2014) memberikan legitimasi kepada
masyarakat atau organisasi masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses kebijakan
penanggulangan bencana, termasuk membentuk forum warga untuk menjamin mutu kebijakan. Perka
BNPB No. 12 Tahun 2014 Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Perka 12/2014) memberikan legitimasi kepada badan usaha untuk menjalankan program apa
pun untuk mendukung pemulihan pascabencana dan bekerja sama dengan masyarakat setempat.
Tabel 1 merangkum peran-peran yang dimiliki setiap sektor

Tabel 1. Sektor dan Institusi yang Terlibat beserta Perannya dalam Pemulihan Sosial-Ekonomi Penyintar
Erupsi Gunung Sinabung

Sektor Pemangku Kepentingan Peran

Pemerintah Desa Sukameriah, Bekerah,
Pemerintah Simacem, Gurukinayan, Berastepu, Kuta Mengadvokasi kebutuhan
Tingkat Tonggal, Gamber, Sigarang-garang, masyarakat kepada pemerintah
Desa Sukanalu, Mardingding, & Dusun Lau kabupaten

Kawar Desa Kutagugung
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¢ Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kab. Karo
¢ Dinas Sosial Kab. Karo

Menyediakan layanan-layanan

Pemerintah . . dasar bagi warga relokasi dan
. ¢ Dinas Pekerjaan Umum dan .2 . .
Tingkat mengkoordinasikan intervensi-
Penataan Ruang (PUPR) Kab. Karo . . o
Kabupaten . . intervensi yang diberikan
¢  Dinas Pertanian Kab. Karo Kepad intas b
e Dinas Pendidikan Kab. Karo epada penyinias bencana.
e Dinas Perhubungan Kab. Karo
Menghubungkan antara
. Pemkab dengan pemerintah
Pemerintah .
. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pusat dan mengalokasikan
Tingkat
.. (BPBD) Prov. Sumatera Utara sumber daya yang dapat
Provinsi . .
disalurkan kepada penyintas
bencana.
¢ Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (],SNPB) . Memberikan bimbingan
*  Kementerian Sosial kepada para pelaksana dan
Pemerintah ¢ Kementerian Lingkungan Hidup padap 'P
) mengalokasikan sumber daya
Tingkat dan Kehutanan (KLHK) .
. . untuk memenuhi kebutuhan
Pusat ¢ Kementerian Pekerjaan Umum & claksanaan pemulihan sosial
Perumahan Rakyat (PUPR) zkonomi p
e Tentara Nasional Republik
Indonesia (TNT)
Menjadi penerima manfaat
Masyarakat yang aktif menyampaikan
(Individu) Warga desa terdampak kebutuhan dan kritis terhadap
kebijakan
Oreanisasi Memediasi masyarakat dan
& Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) pemerintah dalam perencanaan
Masyarakat ..
kebijakan
Organisasi Yayasan SHEEP Indonesia Mendukung pemulihan sosial-
Non- IDEP Foundation ekonomi melalui program
Pemerintah Human Initiative Sumatera Utara pemberdayaan masyarakat
Starbucks Support Center Memberikan dukungan materil
Badan Usaha Indocafclo dan./atau jaringan sosial untuk
Koperasi Merdeka business matching dan
PT H.M Sampoerna penyaluran tenaga kerja
il
Universitas Sari Mutiara Indonesia Nf;ngei;zaar;gii?;kmu
Akademisi LPPM UPN Veteran Yogyakarta peng .
. . mendukung keberhasilan
Universitas Sumatera Utara (USU) . . .
pemulihan sosial-ekonomi
United Nations Development Menjadi rekan dialog
Lembaga Programme (UNDP) pemerintah pada tahap
Internasional Food Agriculture Organization (FAO) perencanaan, serta donor dan
PBB International Labour Organization fasilitator pada tahap

(ILO)

implementasi

Sebagai pucuk kekuasaan tertinggi, pemerintah pusat berperan memberikan bimbingan kepada

para pelaksana dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan

pemulihan sosial-ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, peran pemerintah pusat terlihat lebih

menonjol dibandingkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah seringkali menggunakan alasan “tidak

ada uang” ketika dituntut soal pemulihan. Hal itu pula yang menyebabkan krisis politik di Kab. Karo

pada tahun 2013 yang membebastugaskan bupati waktu itu akibat tekanan masyarakat dan intervensi

langsung pemerintah pusat lewat Keppres 21/2015 (Fatimah & Zubaedah, 2018).
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Masyarakat, baik sebagai individu maupun organisasi, berperan penting dalam menjamin mutu
kebijakan. Sebagai penerima manfaat yang aktif, masyarakat penyintas dilibatkan dalam pengambilan
keputusan melalui forum runggu, yakni wadah untuk menghimpun aspirasi mereka dalam penyusunan
rencana pemulihan pascabencana. Pelibatan masyarakat secara langsung juga baru dimulai pada
relokasi tahap II karena keputusan relokasi tahap I diurus sepenuhnya oleh pemerintah. Meski on paper
(dalam catatan) masyarakat dilibatkan, partisipasi mereka tidak sampai menentukan seluruh
kebijakan. Masyarakat dalam forum runggu hanya diminta pandangan mengenai relokasi yang ideal,
tetapi mekanisme pelaksanaan dan pengambilan keputusan tetap mengikuti alur yang ditetapkan
pemerintah (Meralza et al., 2021). Masyarakat merasa tidak puas dengan forum runggu yang diinisiasi
pemerintah karena tidak kunjung memberikan hasil yang berdampak pada kesejahteraan mereka
(Bastanta, 2020). Sebelum forum runggu diadakan, masyarakat telah menunjukkan gejala
ketidakpercayaan terhadap pemerintah karena kurangnya kompetensi mereka dalam menangani krisis
(Fatimah & Zubaedah, 2018).

Di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pemegang wewenang
tertinggi, ormas hadir menjadi penengah antara masyarakat dengan pemerintah. Salah satu ormas
yang berperan sangat penting dalam kejadian bencana erupsi Gunung Sinabung adalah organisasi
keagamaan Gereja Kristen Batak Protestan (GBKP). GBKP telah berperan aktif sejak malam pertama
erupsi Gunung Sinabung terjadi. Keterikatan sosial masyarakat dengan gereja membuatnya menjadi
tempat pertama masyarakat mencari perlindungan. Di samping besarnya kontribusi materi yang
diberikan kepada para peyintas bencana, modal sosial yang tinggi menjadi alasan kunci pemerintah
menggandeng GBKP sebagai mitra strategis dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung
Sinabung.

Pada tahap pemulihan pascabencana, alokasi sumber daya dari GBKP tidak sebesar yang
diberikan pada masa tanggap darurat. Keterbatasan modal finansial membuat mereka tidak banyak
melakukan aktivitas bermodal besar dalam pemulihan sosial-ekonomi. Mereka juga tidak luput dari
persoalan klasik birokrasi, yakni koordinasi dengan pemerintah. Mereka merasa pihak pemerintah
masih kurang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan (Fatimah & Zubaedah, 2018). Namun
begitu, modal sosial yang mereka miliki membuat posisi mereka diperhitungkan secara politis
sehingga masukan-masukan mereka masih dipertimbangkan oleh pemerintah.

GBKP menempatkan diri sebagai penengah antara masyarakat dengan pemerintah. Artinya,
GBKP berkomitmen mencari solusi terbaik bagi semua pihak agar tujuan utama tercapai. Mereka
berusaha memposisikan diri sebagai mitra kerja bagi pemerintah sehingga berusaha menghindari
keberpihakan buta kepada masyarakat seperti yang terjadi pada relokasi tahap III. Meskipun begitu,
bukan berarti GBKP lebih berpihak terhadap pemerintah. Pada tahun 2018-2019, Diakonia GBKP
bersama Yayasan Pijer Podi, YAPIDI, Yayasan Ate Keleng GBKP, Yayasan SHEEP Indonesia, bersama
para penyintas yang tergabung dalam Forum Advokasi Korban Erupsi Sinabung (FASI) melakukan
citizen lawsuit (CLS) kepada pemerintah atas kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam
memulihkan kesejahteraan masyarakat (Kompas.com, 2019). Sebagai organisasi keagamaan terbesar di
Kab. Karo, GBKP berusaha untuk menjaga hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam
pemulihan sosial-ekonomi mengingat mereka membutuhkan legitimasi prosedural dalam melakukan
pelayanan sosial-spiritual dari pemerintah, dan legitimasi dari masyarakat agar pelayanannya diterima
dengan baik.

Peran-peran institusi non-pemerintah lain seperti ONP, akademisi, dan badan PBB kebanyakan
berwujud program pemberdayaan masyarakat. Mereka baru dapat berperan dalam pemulihan sosial-
ekonomi apabila memiliki sumber daya yang bisa disalurkan kepada para penyintas, baik yang
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berbentuk uang (modal finansial) maupun kompetensi. Sama seperti gereja, peran mereka tidak terlalu
signifikan dalam pengambilan keputusan karena terbatasnya kapasitas yang dimiliki dan kurangnya
political will pemerintah untuk melibatkan mereka lebih jauh (Fatimah & Zubaedah, 2018). NGO juga
sangat bergantung dengan donor dalam melakukan intervensi, tetapi kebanyakan donor lebih suka
program jangka pendek yang dapat dimanfaatkan langsung untuk meningkatkan citra. Hal itu yang
menyebabkan NGO yang terlibat dalam pemulihan sosial-ekonomi tidak sebanyak tahap tanggap
darurat. Salah satu NGO yang mendapatkan donor yang berkomitmen pada pemulihan pascabencana
adalah IDEP Foundation. Mereka mendapatkan donor yang mau mendanai program pemberdayaan
masyarakat berupa pembangunan perumahan aman gempa. Program tersebut diintegrasikan dengan
relokasi mandiri tahap II. Selain perumahan, mereka juga membantu pembangunan sistem sanitasi dan
kebun pangan agar warga penghuni mampu hidup mandiri (IDEP Foundation, 2016).

Keuntungan dimiliki oleh akademisi dan badan PBB karena tidak terlalu bergantung pada
kepentingan donor. Akademisi menggunakan sumber daya lembaga pendidikan sebagai wujud
impementasi tri dharma perguruan tinggi. Intervensi yang mereka berikan selalu memiliki muatan
pendidikan bagi mahasiswa, penelitian untuk pengembangan penanganan kebencanaan, dan
pengabdian kepada masyarakat. Banyak jejak program kuliah kerja nyata (KKN) dari kampus-kampus
sekitar Sumatera Utara yang ditemukan di wilayah relokasi Sioasar. Badan PBB seperti UNDP, FAO,
dan ILO justru merupakan lembaga donor yang memiliki kepentingan khusus untuk membangun
penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) bagi penyintas erupsi Gunug Sinabung. Mereka
tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan lembaga atau badan usaha lain dalam pelaksanaan
program. FAO bekerja sama dengan pihak lain seperti Starbucks dan INDOCAFCO dalam
pengembangan perkebunan dan distribusi hasil kebun, serta Koperasi Simpan-Pinjam (KSP) lokal
untuk pembiayaan modal usaha (FAO, 2017). ILO sendiri bermitra dengan Dinas Ketenagakerjaan
supaya talenta-talenta yang dikembangkan dapat segera tersalurkan ke perusahaan-perusahaan (ILO,
2017).

Kolaborasi yang dilakukan dalam pemulihan sosial-ekonomi ini telah menciptakan jaringan
antara pemerintah, badan usaha, civil society, akademisi, dan masyarakat penyintas. Namun, bila
merujuk pada kolaborasi pentahelix yang saat ini menjadi model kerja sama multipihak dalam
penanggulangan bencana (BNPB, 2019), kolaborasi yang telah dilakukan kurang melibatkan sektor
media massa dalam penyusunan kebijakan. Dalam kolaborasi pentahelix, media seharusnya ikut
berperan bersama dengan pemerinah, badan usaha, komunitas, dan akademisi dalam setiap proses
penanggulangan bencana (Pasaribu et al., 2023). Keterlibatan mereka tidak sekedar menjadi penyebar
informasi, tetapi juga ikut membangun wacana yang dapat membantu upaya penanggulangan
bencana. Pembentukan wacana perlu menjadi bagian dari strategi penanggulangan bencana sehingga
media sepatutnya dijadikan sebagai pemangku kepentingan yang ikut dalam penyusunan kebijakan.

Persoalan keterbatasan anggaran yang selalu menjadi alasan Pemkab Karo lamban menangani
penyintas lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah pusat, kurang memaksimalkan pendanaan
dari sektor badan usaha. Padahal, badan usaha dapat membantu menutupi kekurangan tersebut.
Selama ini, Pemkab hanya menunggu pihak-pihak yang berkenan memberikan bantuan, tetapi kurang
proaktif dalam menggalang kerja sama dengan pihak-pihak tersebut. Menurut Shaw & Izumi (2015)
kunci partisipasi badan usaha dalam penanggulangan bencana adalah legislasi yang jelas, insentif yang
bernilai, serta keterlibatan multipihak. Syarat regulasi yang jelas telah terpenuhi, tetapi pemerintah
kurang mempromosikan insentif supaya badan-badan usaha tertarik untuk terlibat dalam pemulihan
sosial-ekonomi. Badan-badan usaha lebih banyak terlibat dalam fase tanggap darurat melalui
penyaluran bantuan langsung kepada korban bencana karena merasa insentifnya lebih bernilai
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dibandingkan fase pemulihan. Peran aktif pemerintah untuk menggalang kerja sama dengan sektor
badan usaha perlu ditingkatkan.

Keterlibatan badan usaha dalam pemulihan pascabencana selalu didorong oleh ONP atau Badan
PBB melalui skema kerja sama swasta-masyarakat sipil (private-civil society partnerhip) seperti yang
dilakukan FAO dengan Starbucks dan koperasi-koperasi. Skema tersebut memungkinkan badan usaha
untuk melakukan kegiatan inovasi pembangunan yang berguna untuk menangkap potensi bisnis baru
dan proyek bersama untuk menciptakan pemulihan pascabencana yang berkelanjutan. Skema tersebut
juga membantu badan usaha agar lebih mudah terhubung dengan pemerintah dan masyarakat (Shaw
& Izumi, 2015). Hal ini menunjukkan besarnya peran ONP, OMS, maupun badan-badan PBB dalam
mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu intervensi pemerintah
yang seringkali terhambat oleh birokrasi.

Peran institusi di luar pemerintahan seperti NGO, OMS, institusi pendidikan tinggi, dan badan-
badan PBB sangat krusial dalam pemulihan sosial-ekonomi. Kehadiran NGO dan OMS yang selalu
menemani menjadi penyemangat tersendiri bagi masyarakat Karo untuk terus menuntut hak-hak
mereka sebagai warga negara kepada pemerintah. Dalam hal pembangunan sosial, OMS keagamaan
menjadi penggerak bagi masyarakat penyintas agar mampu beradaptasi dengan situasi dan
lingkungan baru mereka. Dalam hal pembangunan penghidupan yang berkelanjutan, NGO, lembaga
pendidikan tinggi, dan badan PBB justru menjadi yang paling aktif melakukan program-program
pemberdayaan masyarakat ketika intervensi yang dijalankan pemerintah berhenti pada pemberian
kunci huntap dan bantuan isi rumah. Pemerintah memposisikan diri sebagai pengawas bagi NGO-
NGO yang melakukan intervensi tanpa adanya strategi khusus untuk memeratakan program
pemberdayaan kepada 9 desa di wilayah relokasi Siosar dan puluhan hamparan relokasi mandiri, serta
menjaga keberlanjutan program pemberdayaan yang telah dijalankan.

Seluruh pemangku kepentingan perlu mengingat bahwa masyarakat adalah sentral atau inti dari
pemulihan sosial ekonomi itu sendiri. Positioning atau penempatan posisi kepentingan masyarakat
harus berada di atas kepentingan pribadi atau kelompok dari masing-masing aktor yang terlibat.
Gereja, sebagaimana pihak-pihak lain di luar pemerintahan, memiliki peran sebagai sistem pendukung
(supporting system) dalam tata kelola bencana kolaboratif, sebagaimana dijelaskan Bussu (2019) bahwa
kehadiran mereka bertujuan menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat. Peran nyata yang
sesungguhnya diharapkan adalah dari masyarakat. Mereka yang seharusnya berdialog secara lebih
aktif dengan pemerintah dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan. Dalam kasus relokasi di
Yogyakarta, masyarakat sendiri yang berjuang mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pasca
relokasi dengan aktivitas-aktivitas berbasis komunitas dan optimalisasi program-program
pemberdayaan yang telah mereka terima (Suharyono, 2020). Sayangnya, banyak masyarakat penyintas
di Kab. Karo yang lebih sering memposisikan diri mereka sebagai korban dan selalu menunggu
bantuan yang datang. Hal tersebut membuat mereka kurang proaktif menjalankan peran mereka
sebagai pengawas kebijakan. Kesenjangan antara ekspektasi dan tindakan nyata pemerintah dan
masyarakat tidak dapat selalu diakomodasi oleh gereja maupun ONP dan akademisi. Namun, itu tidak
boleh menjadi alasan pemerintah untuk menggunakan pendekatan top down dalam perencanaan
kebijakan. Pemerintah harus lebih proktif melibatkan masyarakat di setiap tahapan kebijakan.

Masyarakat tidak perlu diberikan kuasa penuh atas pengambilan keputusan, tetapi perwakilan
dari setiap kelompok harus memiliki hak dalam pengambilan keputusan supaya mereka dapat
menentukan sendiri kehidupan yang lebih baik seperti apa yang ingin mereka bangun (Kennedy et al.,
2008). Melibatkan masyarakat secara mendalam seringkali dianggap lama, tidak efisien, dan
merepotkan bagi sebagian aktor, terlebih adanya kesenjangan pendidikan dan faktor mental yang
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membuat masyarakat lebih ingin menerima bantuan dibandingkan diberdayakan. Namun, fenomena-
fenomena yang terjadi justru menunjukkan bagaimana masyarakat mencari jalan keluar masing-
masing yang justru mengacaukan strategi pengurangan risiko bencana. Melibatkan masyarakat dalam
proses kebijakan memerlukan optimisme yang tinggi dari pihak-pihak yang menyelenggarakan. Pada
akhirnya, masyarakat lah yang merasakan baik buruknya luaran dan dampak dari penyelenggaraan

pemulihan sosial-ekonomi.

5. Kesimpulan

Keterlibatan inklusif ditemukan dalam pemulihan sosial-ekonomi penyintas erupsi Gunung
Sinabung. Pemulihan tersebut memiliki desain institusional yang inklusif dengan peran yang saling
dibagikan antar aktor yang terlibat, mendukung terlaksananya tata kelola kolaboratif dalam
pengelolaan kebijakan. Berbagai sektor terlibat dalam setiap tahapan pemulihan sosial-ekonomi, mulai
dari pemerintah multi tingkat (desa, kabupaten, provinsi, pusat), organisasi masyarakat (ormas)
organisasi non-pemerintah (ONP), akademisi, dan lembaga internasional PBB. Setiap pemangku
kepentingan memberi kontribusi sesuai dengan misi, kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki.
Pelibatan pihak-pihak di luar pemerintahan dimulai sejak pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu
Pasna), penyusunan R3P, hingga implementasi pemulihan sosial ekonomi.

Peran antar pemangku kepentingan juga dibagi berdasarkan penilaian kontribusi yang dapat
mengisi kekurangan satu sama lain hingga tercipta sebuah hubungan saling ketergantungan
(interdependence). Di satu sisi, rasa saling ketergantungan memperkuat motivasi untuk berkolaborasi.
Namun di sisi lain, rasa saling ketergantungan dapat menjadi hambatan apabila salah satu pihak tidak
menaruh komitmen yang setara, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi antar pemangku
kepentingan. Ketidakmampuan pemerintah daerah menyediakan modal yang cukup bagi pemulihan
sosial ekonomi membuat pemerintah pusat harus mengambil peran besar untuk menutup kekurangan
tersebut. Ketergantungan terhadap sumber daya pemerintah pusat membuat daerah sulit berkembang
secara mandiri.

Peran ormas juga menjadi krusial dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan
pemerintah di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Organisasi
keagamaan seperti GBKP sampai harus menyeimbangkan hubungan antara dengan masyarakat dan
pemerintah supaya tetap mendapatkan legitimsi dari keduanya. ONP dan lembaga-lembaga
internasional PBB melanjutkan peran pemerintah pasca relokasi masyarakat penyintas ke wilayah
relokasi maupun hamparan-hamparan relokasi mandiri dengan menjalankan berbagai program
pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan,
pembangunan rumah aman bencana, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kewirausahaan
untuk membangun kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Implementasi prinsip membangun
dengan lebih baik (build back better) lebih banyak dilaksanakan oleh organisasi-organisasi di luar
pemerintahan, membuat peran mereka begitu penting dan sentral dalam pembangunan ketangguhan
masyarakat.

6. Saran

Praktik-praktik baik yang dilakukan sepanjang pemulihan sosial-ekonomi penyintas erupsi
Gunung Sinabung dapat menjadi rujukan bagi perencanaan pemulihan pascabencana di masa depan.
Desain institusional telah dirancang secara baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip utama
kolaborasi. Namun, desain yang baik juga perlu diseimbangkan dengan implementasi terbaik. Maka
dari itu, tantangan-tantangan yang diuraikan dalam penelitian ini harus menjadi catatan bagi pihak-
pihak yang terlibat dalam pemulihan pascabencana, terutama lembaga-lembaga pemerintah yang
menjadi koordinator utama maupun subsektor pemulihan pascabencana yang sedang berjalan.

Pengembangan tata kelola pemulihan sosial-ekonomi perlu memperhatikan lebih jauh aspek-
aspek politik dan modal sosial untuk meminimalisir hambatan-hambatan akibat koordinasi yang tidak
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berjalan baik antara aktor-aktor pemerintah dengan pihak-pihak di luar pemerintahan. Seluruh
pelaksana pemulihan sosial-ekonomi, perlu menyepakati visi dan misi bersama dengan masyarakat
penerima manfaat kebijakan dan program. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai praktik-
praktik terbaik aktor-aktor pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menghadapi
tantangan koordinasi dan komunikasi sepanjang proses pemulihan sosial-ekonomi agar dampakya
lebih konkrit pada pembangunan kembali dengan lebih baik.
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Abstrak: Pengembangan potensi diri anak penyandang disabilitas menjadi perhatian penting di tengah masih
lemahnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka. Penelitian ini menelaah prinsip berbasis nilai (social
virtue) sebagai landasan guru (pandamping) dalam mengembangkan keterampilan seni siswa-siswi disabilitas
intelektual (klien) di sekolah luar biasa (SLB). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan
data sekunder yang relevan. Informan sebanyak empat orang pendamping dan dua orangtua klien sebagai
triangulasi yang ditetapkan berdasarkan prinsip purposive sampling. Materi wawancara diturunkan dari tiga
konsep operasional: interpersonal skill, peran dan efektifitas komunikasi. Data dikategorikan, diseleksi,
diurutkan, dan dikodekan sesuai dengan formulasi konsep dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasilnya,
“social virtue” ditemukan di hampir semua proses intervensi baik pada area pengetahuan, sikap, maupun
perilaku. Kesimpulannya, prinsip “social virtue” menjadi basis, katalis dan motivator pendamping dalam
pengembangan keterampilan seni klien.

Kata kunci: Pendamping sosial, Komunikasi interpersonal, Disabilitas intelektual

Abstract: The development of self-potential must be given full attention to fulfill the needs and rights of children with
intellectual disabilities. This research examines value-based principles (social virtue) as a foundation for teachers (assistants)
in improving the art skills of students with intellectual disabilities (clients) in special schools (SLB). Data were collected
through observation, in-depth interviews, and from relevant secondary sources. The informants were four assistants and two
parents as triangulation based on the principle of purposive sampling. Interview materials were derived from three
operational concepts: interpersonal skills, roles, and communication effectiveness. The data were categorized, selected, sorted,
and coded according to the concept formulation in answering the research questions. As a result, "social virtue” was found
in almost all intervention processes at the area of knowledge, attitude, and behavior. In conclusion, the principals of "social
virtue” became the assistants’ basis, catalyst, and motivator in developing clients’ art skills.

Keywords: Social assistant, Interpersonal communication, Intellectual

1. Pendahuluan

Saat ini populasi disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau 8,5% dari jumlah penduduk
dengan 650.000 (28,33%) merupakan anak penyandang disabilitas (Kementerian PPPA, 2021). Mengacu
Pasal 59, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, negara wajib memberikan perlindungan kepada anak penyandang disabilitas
sebagai kelompok rentan. Perlindungan diperlukan karena anak penyandang disabilitas rentan
terhadap ancaman, stigma, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan diskriminasi. Mereka juga menghadapi
ketidaksetaraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, yakni pendidikan dan pengembangan diri
(Kemdikbud RI, 2021; Kementerian PPPA, 2021).

Pendidikan inklusif menghadapi keterbatasan aksesibilitas, selain juga keterbatasan pada
kapasitas guru dan juga sarana dan prasarana (Kemdikbud RI, 2021). Di tingkat Pendidikan Anak Usia
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Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (APK) kelompok disabilitas sebesar 25,09, dibandingkan 35,36
pada kelompok nondisabilitas tahun 2022 (BPS, 2022). Kesenjangan juga tampak pada persentase
partisipasi sekolah penduduk di atas usia 5 tahun 2022. Pada kategori 'tidak/belum pernah sekolah'
anak nondisabilitas mencapai 5,41% dan disabilitas 17,64%; 'masih bersekolah' nondisabilitas 5,41%
dan disabilitas 24,20%; dan 'tidak bersekolah lagi' nondisabilitas 70,39% dan disabilitas 78,05% (BPS,
2022).

Di unit sosial terkecil yakni keluarga, rendahnya pengetahuan membuat orangtua tidak paham
bagaimana mengasuh atau memberi stimulus yang tepat bagi anak disabilitas. Alih-alih menjadi
lingkungan yang ramah, keluarga bisa menjadi ranah isolasi dan diskriminasi karena kuatnya
pandangan bahwa anak disabilitas adalah aib (Saputri et al., 2019). Mengakarnya stigma membuat
orangtua abai memberikan layanan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan gizi layak,
kebutuhan fisik, psikis, dan psikososialnya (Gea et al., 2023; Vani et al., 2015).

Pemberdayaan anak penyandang disabilitas menjadi tugas semua pihak melalui berbagai bentuk,
termasuk dengan menyelenggarakan layanan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan potensi anak,
salah satunya melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Guru di SLB menjalankan fungsi dan peran pekerja
sosial (pendamping) untuk tugas pemberdayaan sosial (empowerment) terhadap klien (siswa-siswi
SLB). Pemberdayaan merupakan proses melalui mana kelompok miskin, rentan, dan marjinal
mendapatkan kendali dan kekuasaan diri, baik pengetahuan, sikap dan perilaku, sehingga mereka
mendapatkan keberfungsian sosial dan perbaikan kualitas hidup (DuBois & Miley, 2019; Miley et al.,
2012; Spann et al., 2023).

Pendamping mengembangkan interpersonal skills dengan memperhatikan kondisi emosional,
psikis, dan kebutuhan klien lainnya (DuBois & Miley, 2019). Kualitas interpersonal dicirikan adanya
empati, kehangatan, keaslian dan kompetensi budaya. Empati tidak hanya sensitif dan memahami
kebutuhan klien, namun juga mengkomunikasikannya dengan bahasa efektif dan sikap proaktif.
Hangat merupakan bahasa non-verbal melalui sikap cinta, hormat, pelayanan tulus dan ikhlas
(Potocky & Guskovict, 2019). Keaslian dicirikan dengan sikap spontan, tanpa kepentingan, dan otentik.
Keaslian artinya apa yang tampak memang apa yang sesungguhnya, tidak modifikasi atau manipulasi.
Kompetensi budaya merujuk pada sikap memahami, menghormati dan menjaga sistem nilai, norma,
dan budaya terkait. Aspek budaya mencakup penguasaan pengetahuan (knowledge), keterampilan
(skills), nilai (value), etik (ethical), dan membantu memecahkan masalah klien (Mazza, 2015). Orientasi
berpikir, motif dan tindakan nyata untuk meningkatkan value orang lain, dapat dikategorikan sebagai
social vitue mengacu pada penelitian ini.

Dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan, pendamping mengumpulkan informasi
untuk mendapatkan solusi yang dihadapi klien. Pendamping dan klien bersama keluarganya
membuka diskusi kolaboratif untuk mengklarifikasi masalah, mengenali kekuatan, mendiskusikan
opsi, dan mengidentifikasi tindakan potensial. Tiga jenis peran pendamping adalah: fasilitator
(facilitator), pemungkin (enabler), dan perencana (planner) (Miley et al., 2012; Setiawan, 2022a).

Fasilitator (facilitator) memberikan bimbingan, kemudahan, atau mempercepat jalan bagi orang
lain mencapai tujuan. Pembimbingan merupakan relasi antara seseorang (pembimbing) dengan
kelebihan (fisik, pengetahuan, kearifan, kebajikan, pengalamanan) kepada pihak terbimbing yang
kekurangan. Pembimbingan mensyaratkan adanya saling percaya, timbal balik, kerelaan dan
keikhlasan kedua belah pihak. Pendamping mendorong perubahan pada klien dengan sikap moderat,
memegang kendali namun terukur, mendorong perubahan namun tidak memaksa, rasional namun
memahami budaya (Parcell & Collison, 2009; Schuman, 1996; Tiberg et al., 2017).

Dalam peran sebagai pemungkin (enabler), pendamping membantu klien menemukan potensi,
kelebihan dan kemampuan dirinya, membantu memecahkan masalah sehingga lebih mandiri,
mengarahkan minat dan mencapai kualitas kehidupan lebih baik (Adams, 2017; DuBois & Miley, 2019;
Mart\"\i-Gil et al., 2013; Peavy, 1996; Thorne & Dryden, 1993) Pendamping memilih pendekatan
interdisiplin, menggunakan data dan informasi yang valid sebagai basis intervensi secara profesional.
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Proses kerja dalam intervensi kepada klien dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada
prosedur dan tahapan baku dan telah teruji. Seorang perencana (planner) memulai tugasnya dari
tahapan penetapan tujuan, menetapkan hasil, intervensi dengan melibatkan klien dan keluarganya.
Dilakukan pula monitoring selama program berjalan dan diterapkan evaluasi di akhir program.

Beberapa jenis penyandang disabilitas berhadapan dengan masalah komunikasi dan
pengembangan potensi diri. Anak disabilitas intelektual (DI) menghadapi keterhambatan fungsi
kognitif, terbatas merespon stimulus, baik pada tahap menerima dan memproses informasi,
memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan (Shree & Shukla, 2016). DI mengalami
keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual, perilaku dan keterampilan adaptif, konseptual, sosial,
praktis, serta defisit keterampilan hidup sehari-hari (makan, berpakaian, komunikasi, berpartisipasi
dalam kegiatan kelompok) (Aziz et al., 2021).

Pendamping menggunakan komunikasi interpersonal selama tahapan intervensi kepada klien (de
Sousa Pereira-Guizzo et al., 2019; Hardina, 2013; Ross, 2016; Setiawan, 2022b). Komunikasi
interpersonal tidak hanya peristiwa pertukaran pesan verbal, namun juga melibatkan simbol-simbol
non-verbal melalui gestur atau media tertentu, yang membentuk ikatan emosional, saling tergantung,
saling percaya, dan terbuka untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan yang dekat dan kuat, menjadi
landasan komunikasi efektif dengan prinsip “4c”: yakni credible, content, channel, dan clarity (Broom &
Sha, 2013; Setiawan, 2023). Komunikan (klien) percaya (credible) terhadap komunikator (pendamping)
didasarkan atas niat baik (goodness), melayani (wisdom) dan mampu menyakinkan bahwa ia memilki
kompetensi. Komunikan dapat menerima pesan (content) dengan baik (clarity) karena teknik
penyampaian dapat dipahami, atau pilihan terhadap media (channel) yang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, proses intervensi pendamping dipahami dari tiga aspek: pengetahuan, sikap
dan perilaku. Pendamping merupakan sumber pengetahuan dan keterampilan yang membantu
pemberdayaan klien. Sikap pendamping dilandasi nilai-nilai kebajikan (wisdom), yakni penghormatan,
niat baik, pengabdian, pengorbanan, ketulusan, keikhlasan, dan kepekaan terhadap kondisi klien.
Dengan pengetahuan dan sikap, pendamping membimbing klien mencapai tujuan bersama, yakni
perubahan perilaku menuju hidup lebih baik. Inilah seperangkat nilai kebajikan dan keutamaan yang
disebut sebagai “social virtue”.

Studi dengan topik pendampingan terhadap anak penyandang disabilitas intelektual dapat
dikelompokkan pada tiga ranah umum yakni teknis dan tata kelola selama proses pendampingan
(Roslina & Rahayu, 2018), penguatan keterampilan penerima manfaat (motorik dan kognitif) (Satria et
al., 2023), dan efektifitas dukungan dalam proses pendampingan (Di Lorito et al., 2018). Kebaruan
penelitian ini terletak pada dua aspek, yakni pada penggunaan metoda pencarian pengetahuan dan
pada penggunaan teori yang sesuai. Penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif yakni berawal
dari aktivitas pendampingan untuk kemudian dimaknai (diinterpretasikan) berdasarkan konsep
operasional (social virtue). Tiga jenis penelitian sebelumnya menetapkan rumusan konseptual untuk
kemudian ditelaah secara deskriptif berdasarkan temuan di lapangan (deduktif). Kedua, penelitian ini
menambahkan teori perubahan perilaku (attutide theory) dan konsep komuniksi interpersonal intuk
mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana karakteristik “social virtue” dalam proses pembimbingan
terhadap klien.

Penelitian ini bertujuan untuk memaknai “social virtue” selama tugas pendampingan dan
bagaimana perannya dalam meningkatkan perubahan perilaku klien dengan pendekatan kualitatif
(Hancock et al., 2001; Hennink et al., 2020; Setiawan, 2022a). Kerangka konseptual pemberdayaan
terhadap klien berbasis “social virtue” dapat dijelaskan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Pemberdayaan Klien Berbasis “Social Virtue”

Sodial Virtue Intervensi
x. Pengetahuan  x1. interdisiplin ilmu a. keterampilan/skill
x2. data dan informasi al. empati
x3. sistematis dan a2. keaslian
prosedur a3. kehangatan
a4. kompetensi
budaya
y. Sikap v1l. penghormatan
y2. niat baik b. peran
y3. pengabdian bl. fasilitator Perbaikan
v4. pengorbanan b2. pemungkin Kualitas
y5. ketulusan b3. perencana Hidup
y6. keikhlasan
y7. kepekaan
z. Perilaku z1. terukur

c. komunikasi
cl. credible
c2. content
c3. channel
c4. clarity

Sumber: (DuBois & Miley, 2019; Miley et al., 2012; Spann et al., 2023), diolah

z2. idak memaksa
z3. paham budaya

Pada Gambar 1, tugas pendamping adalah meningkatkan kualitas hidup klien melalui metoda
konseling. Proses intervensi oleh pendamping dapat diamati dari tiga dimensi, yakni keterampilan
(empati, keaslian, kehangatan, dan kompetensi budaya), peran (fasilitator, pemungkin, dan
perencana), serta bagaimana kualitas komunikasi yang terjalin di antara pendamping dan klien
(credible, content, channel, dan clarity). Penelitian ini ingin menjelaskan sejauh mana tiga konsep utama
kebajikan sosial (social virtue) yakni pengetahuan, sikap dan perilaku dapat diidentifikasi selama proses
pendampingan berjalan. Akan dapat diketahui pada bagian selanjutnya dalam penelitian ini, apakah
indikator dalam setiap konsep seluruhnya dapat ditemukan pada setiap dimensi selama tugas
interveni dilakukan, atau hanya sebagian.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan mengkonstruksikan
makna dari perspektif partisipan, baik dari pemikiran, sikap, perilaku, peristiwa, maupun obyek. Data
dikumpulkan melalui observasi pada proses pembimbingan dan wawancara mendalam dan terpandu
(guided interview) terhadap enam informan yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip purposive
sampling. Informan adalah empat guru SLB Fitria Kota Bogor yang mengetahui dan atau aktif
melaksanakan tugas pendampingan terhadap klien (informan 1, 2, 3, dan 4). Dua informan lain sebagai
triangulasi adalah orangtua/wali murid (informan 5 dan 6) untuk memenuhi validitas data. Materi
wawancara terstruktur merupakan deskripsi dari tiga konsep operasional yakni interpersonal skill,
peran pendamping dan komunikasi efektif. Wawancara dan observasi dilakukan di lokasi penelitian
di SLB Fitria Kota Bogor, kurang lebih selama dua pekan. Sebagian wawancara dilakukan melalui
telepon terutama untuk keterangan yang memerlukan pembaruan data dan pendalaman pada
Agustus-September 2023. Hasil wawancara dan pengamatan dilakukan proses seleksi, eliminasi,
kategorisasi, dan abstraksi (Gerring, 2017). Data hasil analisis diberikan kode (koding)(Gambar 1)
untuk memudahkan memahami dan memastikan kesesuaiannya dengan karakteristik “social virtue”
(x, y, dan z) pada setiap tahapan dalam proses intervensi (a, b, dan c) (lihat Gambar 1 dan Tabel 1).
Kode juga memudahkan tahapan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Istilah ‘pendamping’
merujuk pada fungsi guru dalam proses pendampingan, dan ‘klien” untuk siswa-siswi SLB Fitria Kota
Bogor. Untuk memfokuskan arah penelitian, studi ini hanya meneliti populasi penyandang disabilitas
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intelektual. Yang dimaksud perubahan perilaku adalah fase penguasaan keterampilan seni klien
melalui proses atau tahapan pembimbingan oleh pendamping.

3. Hasil

SLB Fitria Kota Bogor menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan bakat seni anak-anak
penyandang disabilitas. Sebanyak 27 orang mengikuti pembinaan seni di SLB Fitria, yakni dua orang
penyandang disabilitas rungu-wicara dan 25 orang penyandang disabilitas intelektual. Jenis kegiatan
yang ditekuni siswa-siswi adalah membuat kue dan olahraga, serta kegiatan seni berupa melukis,
bernyanyi, dan menari. Keterampilan seni diberikan pada jam-jam akhir pelajaran utama (bahasa,
mengenal angka, dan menyusun balok). Pembinaan kesenian tidak hanya sebagai bagian dari kegiatan
belajar mengajar, namun juga dipersiapkan untuk kompetisi. Siswa-siswi SLB Fitria Kota Bogor telah
berkiprah di berbagai pentas seni di level Kota Bogor, di antaranya “Pentas Seni dan Budaya oleh
Disabilitas”, dan “Pergelaran Karya Seni Anak Disabilitas”, keduanya di Kota Bogor.

Intervensi berupa bimbingan dan pembinaan keterampilan berkesenian, tidak begitu saja
diterapkan kepada klien (siswa-siswi). Pada tahap awal, pendamping sosial melakukan diskusi
kolaboratif baik dengan cara mengamati dan membuka komunikasi dengan klien, dan bahkan juga
dengan melibatkan orangtua/wali. Melalui diskusi kolaboratif, pendamping dan orangtua/wali berbagi
pemahaman tentang tantangan yang dihadapi selama proses intervensi, dimana kekuatannya,
bagaimana mengoptimalkan potensi dan minat klien, dan sebagainya.

Diskusi kolaboratif dilakukan oleh pendamping dengan orangtua/wali dengan tujuan untuk
memdapatkan informasi yang lengkap tentang klien, baik terkait sifat/kepribadian, kesukaan,
kebutuhan, kepekaan tertentu, kebiasaan, atau mungkin hal-hal sensitif. Pada intinya, informasi
tersebut mencakup indentifikasi terhadap kekuatan/kelebihan dan kelemahan klien, baik yang tampak
di permukaan (dalam perkataan dan perbuatan), maupun yang laten (tidak tampak).

Kekuatan klien penting untuk dikelola dan dikembangkan, untuk mempercepat tercapainya
tujuan pembimbingan yakni meningkatkan kualitas hidup klien. Namun kekuatan bisa jadi
tersembunyi, yang akan menjadi tugas pendamping untuk menemukan dan mentransformasikan
menjadi pendorong perubahan. Hal-hal yang sensitif dalam diri klien, tentu menjadi area yang patut
diperhatikan lebih serius, meskipun tidak selalu berdampak negatif. Bila didapatkan pendekatan yang
tepat, sensitifitas klien tidak akan menjadi kendala dalam usaha pendamping mencapai sasaran
konseling.

Bagi anak yang hiperaktif maka anak tersebut diarahkan untuk latihan menari. (pendamping/informan
1) .... kalo dari kesenian Alhamdulilah banyak yang meminati karena mereka para siswa lebih cepat
menangkap pelajaran seni dan olahraga seperti senam, menari, dan juga menggambar. ... anak tersebut
melihat sebuah karya mereka sudah hapal ketika mereka tampil mereka sudah rapih. (pendamping
/informan 3).

Pendamping dan orangtua/wali bekerja sama menetapkan tujuan yakni bagaimana
mengoptimalkan bakat seni, menempuh tahapan dan bagaimana proses yang harus dilakukan untuk
mencapai hasil (Gea et al., 2023). Selama proses diskusi kolaboratif, orangtua klien juga tidak bisa
diasumsikan memahami sepenuhnya sifat, dan karakter anaknya. Berbagai keterbatasan baik
pengetahuan dan pengalaman orangtua, membuat informasi yang didapat pendamping dari diskusi
kolaboratif bisa jadi tidak cukup memadai. Adanya hambatan psikologis, seperti mungkin perasaan
malu atau minder dengan anak berkebutuhan khusus, sedikit atau banyak dapat mempengaruhi
kelengkapan dan akurasi informasi dari orangtua kepada informan (Saputri et al., 2019).

Di lain pihak, karakteristik manusia yang unik membuat tidak ada pendekatan yang generik
untuk setiaap individu — terlebih terhadap anak berkebutuhan khusus. Anak DI mengalami kesulitan
dalam berkonsentrasi dan memusatkan perhatian yang berdampak pada keterbatasan dalam
menyimpan informasi. la juga kesulitan mengingat, yakni mencari dan mengenali kembali informasi
yang telah ia simpan (Gea et al., 2023). Anak DI terbatas dalam memahami struktur pesan yang rumit,
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seperti berhitung, atau pesan bertingkat. Keterbatasan dalam mengakumulasi pengetahuan dan
pengalaman membuat anak DI juga memiliki hambatan dalam mengekspresikan dan menerapkan
informasi sebagai bentuk tanggapan dari lingkungan.

Faktor pendukung yang ... sangat penting dari orangtua ... kepada anak dari hal yang kecil seperti
menjemput anak ke sekolah, berinteraksi di dalam rumah, dan mengulang metode pelajaran yang sudah
diajarkan di dalam kelas (pendamping/informan 2). ... di rumah, anak saya ajak mengulangi pelajaran di
sekolah dengan melihat situasi (orangtua klien/informan 5).

Pendamping menghadapi tantangan dalam pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas
intelektual.

Anak disabilitas intelektual lebih lamban dalam merespon stimulus, misalnya saat diajak berbincang.
Mereka merespon pertanyaan dengan jawaban pendek-pendek. Beberapa kesempatan pendamping
tidak mampu menangkap maksud dari jawaban klien. Apa yang menjadi instruksi atau arahan
pendamping tidak serta merta dilaksanakan atau dipatuhi klien (observasi 1).

Dalam pengamatan peneliti, pendamping menunjukkan sikap sabar dan tidak ada sikap marah,
kesal atau putus asa dalam menghadapi situasi seperti tergambar pada observasi 2 dan keterangan
orangtua klien/informan 6.

Pendamping membangun situasi gembira selama relasi dengan klien berlangsung. Pendamping
menunjukkan sikap bersahabat: ramah, senyum, mengajak bermain, dan memberikan sentuhan kasih
sayang. (observasi 2) ... saya melihat bapak ibu guru sangat sabar dan telaten (pendamping/informan 6).

Pendamping menyatakan, dalam menjalankan tugasnya mereka dilandasi prinsip kerelaan dan
keikhlasan.

Faktor pedukung anak disabilitas untuk berkembang yaitu dari guru yang sukarela dalam membantu
anak tersebut untuk berkembang (pendamping/informan 1; pendamping/informan 2).

Dengan segala keterbatasan, anak DI tidak otonom dan membutuhkan bantuan orang
lain (Gea et al., 2023). Oleh karena itu, diskusi pendamping-orangtua berjalan dengan prinsip-prinsip
interpersonal pula. Intervensi yang dilaksanakan pendamping juga berpedoman pada kepentingan
klien. Pendamping menghindari berbagai sikap dan tindakan yang bersifat memaksakan kehendak
kepada klien. Pembelajaran dan pengembangan kemampuan seni dilakukan dengan memperhatikan
dan menyesuaikan kemampuan klien.

Mereka belajar seperti pada umumnya seperti menulis, membaca dan berhitung sesuai dengan kadar
kemampuan apa yang diserap oleh siswa (pendamping/informan 3). ... tidak bisa dipaksakan, karena

mereka kan memang memiliki keterbatasan (pendamping/informan 4).

Pertukaran pesan antara pendamping dengan klien melalui komunikasi verbal tidak berjalan
mudah karena respon klien pendek-pendek sehingga pesan tidak mudah dimengerti.

Klien juga menunjukkan kondisi emosional dan psikologis yang tidak selalu stabil.

Setiap anak disabilitas mempunyai moodnya tersendiri terkadang anak itu sedang tidak mau belajar
maka anak tersebut tidak akan mengikuti (instruksi). (pendamping/informan 1).
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Bekerja sama dengan orangtua/wali, pendamping menggali profil termasuk potensi klien di
bidang seni. Indikasi awal klien tertarik dengan seni, diuji dengan teknik modelling atau imitasi yakni
memberikan contoh gerakan atau demo jenis seni tertentu. Teknik komunikasi secara nonverbal ini
dianggap lebih memudahkan proses coding dan decoding yang dapat dipahami kedua belah pihak.

Guru mencontohkan beberapa gerakan dan anak diarahkan untuk mengikuti gerakan menari. Apabila
anak itu mulai tertarik maka anak tersebut diarahkan untuk latihan menari ... (pendamping/informan
2). ... kalo kita mengenali anak itu bagaimana cara menggambar dan anak itu mulai tertarik maka anak
tersebut diarahkan untuk fokus dalam bidang menggambar (pendamping/informan 3).

Pendamping memilih kata-kata sederhana atau mudah dipahami dan mengulangnya beberapa
kali (repetisi) untuk memastikan klien memahami pesan di dalamnya. Artikulasi pesan disampaikan
pendamping secara perlahan, dan dengan memperhatikan mood klien. Pada saat mood klien kurang
baik atau tantrum, pendamping memilih menahan diri. Pembelajaran juga dilakukan dengan
mengenal karya orang di luar sekolah, seperti kunjungan ke museum, pameran karya seni, dan lain
sebagainya. Orangtua/wali memperkuat pemahaman yang diterima anak selama belajar di kelas saat
tiba di rumah. Pengulangan bisa dilakukan dengan kembali mengajak anak mengerjakan kegiatan
mewarnai atau gerakan menari. Selama pengasuhan di rumah, orangtua/wali menjaga suasana
bersahabat, meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan tidak memaksakan kehendak terhadap
anak.

.. para guru harus rajin-rajin mengajak ngobrol anak-anak satu persatu agar dekat dan dapat memotivasi
mereka sesuai dengan keadaan mereka. (pendamping/informan 1).

Hasil pengumpulan data telah mencakup tiga dimensi “social virtue” yakni pengetahuan, sikap dan
perilaku dengan butir-butir nilai (value) di dalamnya. Temuan dari pengumpuulan data yang terurai pada
bagian ini selanjutnya akan dianalisis secara konsetual teoritis dengan berpanduan pada permasalahan
penelitian, pada bagian pembahasan di bawah.

4. Pembahasan
4.1 Pengetahuan

Sebagai perencana (planner), pendamping bertanggung jawab memastikan tahapan
pemberdayaan berjalan sesuai rencana. Orangtua/wali mengambil peran penting dengan menjaga
situasi emosional dan psikologis anak yang baik dan mengulang materi pelajaran dari pendamping
untuk dipraktikkan di rumah (pendamping/informan 2) (x1-3; x4; al; a4; b3;). Diskusi interaktif dengan
orangtua/wali klien, sebagai langkah awal mengetahui potensi klien, berbasis kuat pada pengetahuan
dan pengalaman pendamping.

Anak disabilitas yang secara fisik dan psikis rapuh, membutuhkan hadirnya sistem pendukung
(supporting system) dari lingkungan terdekat. Keluarga tentu merupakan supporting system pertama dan
penting bagi klien, karena di sanalah ia lahir, tumbuh, mendapatkan perhatian dan kasih saying
(Saputri et al., 2019). Anggota keluarga seperti ayah, ibu, saudara kandung dan anggota keluarga
lainnya merupakan sumber dukungan alamiah. Sistem lain yang dapat memberikan dukungan adalah
tempat mereka belajar, yakni sekolah.

Pelibatan orangtua/wali juga menunjukkan bahwa pendamping menghormati nilai dan budaya,
baik itu karakteristik, kebiasaan, pola hidup dan hubungan yang berkembang di tengah-tengah
keluarga klien (x2; a4). Untuk memperkuat kemampuan klien memecahkan masalah dan beradaptasi,
pendamping perlu memahami minat, ketertarikan dan kebiasaan klien sebagai dasar menentukan
rencana dan tindakan yang paling tepat membantu klien (x1-3; b2; b3). Indikasi klien hiperaktif,
misalnya, disalurkan pendamping pada kegiatan menari (pendamping/informan 1). Daya tangkap
yang kuat dan cepat hafal (pendamping/informan 3), menjadi modal penting dalam mengubah
perilaku penyandang disabilitas intelektual (x1-3; b1-3; al; a4; c1).
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4.2 Sikap

Keterbatasan fungsi kognitif dan respon terhadap stimulus pada klien, diatasi pendamping
dengan mengembangkan komunikasi non-verbal. Pendamping memberikan contoh (modeling) gerakan
menari (visual) dan mengulang beberapa kali (repetisi) — termasuk oleh orangtua/wali di rumah
(pendamping/informan 1) (y2-7; c1-4). Penelitian ini sejalan dengan studi (Savita & Sharma, 2021)
bahwa pembelajaran dengan media visual lebih efektif bagi anak disabilitas intelektual. Sikap ramah,
hangat, ketulusan, otentik, dan dengan sentuhan fisik dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi
non-verbal.

Memahami keterbatasan fisik, turun dan naiknya kondisi emosional, dan menyesuaikan respon
terhadap kebiasaan klien, merupakan kualitas inti dalam konseling, yakni pemahaman empatik dan
rasa hormat terhadap klien. Pada Bagan 1, sikap pendamping sejalan dengan beberapa indikator pada
dimensi sikap, yakni penghormatan, ketulusan, keikhlasan, dan kepekaan (y1,y5,y6, dan y7). Sikap
simpatik dan penghormatan bisa terungkap sebagai pesan verbal bila pendamping mengekspresikan
secara terbuka kepada klien. Namun tumbuhnya perasaan tenang, nyaman, gembira, semangat, dan
akrab pada diri klien, mengindikasikan klien telah menangkap pesan nonverbal dari sikap yang
ditunjukkan pendamping.

Merujuk pada observasi 1, hal ini memperkuat ikatan emosional, meningkatkan kedekatan dan
saling bergantung (al; a2; a4; b2;c1-4). Nilai empati, bertindak untuk kepentingan dan demi
meningkatkan kualitas hidup klien, ditunjukkan dengan kesediaan pendamping mencermati kondisi
emosional, psikis, dan kebutuhan klien dan menahan diri saat klien tidak mood atau tantrum ( al-4;
b1-3; c1-4; y1-4).

4.3 Perilaku

Pendamping mengoptimalkan potensi klien, seperti minat melukis, menari, atau potensi lain
(pendamping/informan 3). Pada tahapan ini, pendamping telah menemukan jalan untuk melakukan
perubahan pada diri klien (Mazza, 2015). Klien menerima kehadiran pendamping sebagai sosok yang
dipercaya (credible) karena mereka (secara formal) adalah para guru yang mendampingi klien selama
proses belajar. Di sinilah peran penting supporting system kedua (yang pertama adalah keluarga) yang
lingkungan sekolah, dengan peran para pendamping di dalamnya. Meskipun tidak memiliki ikatan
biologis, para pendamping juga memainkan peran melalui berbagai peran dan fungsinya. Intensitas
interaksi yang intensif dan kedekataan emosional membuat pertukaran pesan di antara mereka
berjalan relatif baik.

Pesan verbal maupun non-verbal dibentuk oleh sikap ramah, suasana menyenangkan, sentuhan
kasih sayang (observasi 2) (al-4; bl; b2; c1-4), sehingga pesan lebih mudah dipahami klien (clarity).
Data observasi menunjukkan, klien mengekspresikan perasaan senang, nyaman, percaya, dan akrab
selama interaksi dengan pendamping. Respon positif klien menunjukkan bahwa dalam diri klien telah
tumbuh kepercayaan dan harga diri, perasaan diterima dan diakui keberadaannya di lingkungan
terdekat, merasa diberikan kasih sayang, dan perasaan setara dengan orang sekelilingnya yang non-
disabilitas.

Pendamping telah menggunakan metoda yang tepat dalam melaksanakan tugas konseling.
Materi pembelajaran melalui teknik media gambar, demo menari atau belajar di museum merupakan
channel yang meningkatkan efektifitas komunikasi. Secara psikologis, komunikasi nonverbal tersebut
membangun ikatan kuat di antara mereka yang dirasakan sebagai sikap tulus melayani (Potocky &
Guskovict, 2019). Temuan ini memperkuat studi (Barbe, 2017; Delgado et al., 2018) tentang efektivitas
komunikasi dengan teknik visual.

Tindakan terukur dan tidak memaksakan kehendak (z1; z2) tercermin pada temuan observasi dan
wawancara yang menunjukkan pendamping menahan diri tidak meneruskan proses pembelajaran bila
klien dalam kondisi marah atau tantrum. Metoda pembelajaran lain menjadi opsi, dalam hal ini
mengajak klien mengenal karya orang di luar sekolah dengan kunjungan ke museum. Opsi lainnya
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adalah mengoptimalkan peran orangtua/wali sebagai pihak yang sangat paham karakteristik dan
kondisi psikologis klien, untuk mengulangi materi pembelajaran di rumah (pendamping/informan 2
dan orangtua/informan 5) (z3).

Dari ketiga dimensi di atas, yakni pengetahuan, sikap dan perilaku, dapat divisualisasikan
keberadaan masing-masing selama proses intervensi oleh pendamping pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran butir-butir social virtue selama proses intervensi

Social virtue Temuan dalam proses intervensi

x. Pengetahuan — seluruh butir pengetahuan (x1 - 3)
— seluruh butir peran (b1 - 3)
— dua butir skill: empati dan kompetensi budaya (al dan a4)
— satu butir komunikasi : credible (c1)

y. Sikap - seluruh butir sikap (y1 -7)
— seluruh butir skill (al —4)
— seluruh butir peran (b1 - 3)
— seluruh butir komunikasi (cl1 — 4)

z. Perilaku — seluruh butir perilaku (z1 - 3)
— seluruh butir skill (al —4)
— dua butir peran: fasilitator dan pemungkin (b1 dan b2)
— seluruh butir komunikasi (c1 — 4)

Sumber: analisis dan interpretasi data

Merujuk pada Tabel 1, dalam setiap tugas intervensi oleh pendamping melibatkan hampir seluruh
butir-butir dimensi social virtue, kecuali sebagian dari dimensi pengetahuan dan perilaku. Pada dimensi
pengetahuan, peranan butir credible (kepercayaan), dan butir empati dan kompetensi budaya lebih,
memainkan peran dominan.

5. Kesimpulan

Perubahan perilaku menuju kualitas hidup klien yang lebih baik merupakan sikap dasar yang
menjadi landasan pendamping dalam setiap fase intervensi yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, pendamping mendedikasikan pengetahuan, pengalamannya, keterampilan, dan sumber daya
yang dimilikinya. Prinsip-prinsip “social virtue” dapat ditemukan di hampir semua fase intervensi
pendamping terhadap klien, baik pada dimensi pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Ketiga dimensi
tersebut, bukan merupakan fakta yang terpisah dan saling asing satu dengan yang lain. Pada sikap
yang diambil pendamping, di dalamya dibentuk oleh seperangkat pengetahuan dan informasi yang
diperolah dari pengalaman sebelumnya. Pada sikap pula, terkandung orientasi yang diproyeksikan
untuk perubahan perilaku atau perbaikan kualitas hidup dalam diri klien. Demikian pula pada
pengetahuan, menjadi landasan rasional untuk sikap dan basis argumen untuk perubahan perilaku,
dan seterusnya. Sementara di dalam pengetahuan, sikap, dan perubahan perilaku, terdapat kualitas-
kualitas virtue baik dari unsur interpersonal skill, peran pendamping maupun komunikasi efektif. “Social
virtue” sebagai prinsip-prinsip moral hadir sebagai landasan, katalis, dan motivator pada setiap fase
intervensi pendamping terhadap klien.

6. Saran
Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah studi pekerjaan sosial (yang secara umum
banyak mengadopsi pendekatan sosiologis dan psikologis) dengan telaah pada aspek komunikasi
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dalam proses pendampingan terhadap klien. Dari topik penelitian ini, sarjana ilmu komunikasi dapat
mengkaji aspek lain yang belum tercakup dalam studi ini.

Ucapan terima kasih, Penulis berterima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada
Kepala Sekolah SLB Fitria Kota Bogor, para guru dan orangtua/wali murid yang telah memberikan
dukungan sehingga penelitian ini berjalan lancar. Terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang
baik kepada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, dan M. Rasyid
Anwar selama penyelesaian penelitian ini.
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Abstrak: Pandemi COVID-19 berdampak pada kondisi psikososial lanjut usia dan penyedia layanan di fasilitas
Long Term Care (LTC) atau Perawatan Jangka Panjang (PJP). Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi
psikososial lanjut usia dan penyedia layanan fasilitas LTC saat pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan tahun
2021, dengan desain cross sectional menggunakan pendekatan mix method (kuantitatif dan kualitatif). Responden
adalah lanjut usia (60 tahun atau lebih) yang masih dapat berkomunikasi dengan baik, dan penyedia pelayanan
fasilitas LTC. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner terstruktur (Google Form), dan kualitatif
menggunakan pedoman wawancara mendalam. Kuesioner disebarkan kepada fasilitas LTC milik pemerintah
pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Pemilihan
fasilitas LTC didasarkan atas kepemilikan akreditasi, pelayanan, dan keterwakilan wilayah barat, tengah, dan
timur. Hasil cleaning diperoleh 102 fasilitas LTC. Dari penelitian dapat dilihat bahwa penerapan pembatasan
sosial berdampak pada psikososial lanjut usia dan penyedia pelayanan fasilitas LTC. Paling banyak dialami
penyedia pelayanan fasilitas LTC adalah stress (52%), dan untuk lanjut usia perasaan sedih (47%). Dari hasil
wawancara mendalam diketahui bahwa lanjut usia juga mengalami kesepian, karena berbagai kegiatan yang
biasa dilakukan di fasilitas LTC dihentikan, juga pembatasan kunjungan keluarga. Upaya yang dilakukan antara
lain melalui bimbingan konseling, interaksi sosial di lingkungan internal fasilitas LTC.

Kata kunci: lanjut usia, long term care, kesehatan mental, depresi, kesepian

Abstract: The COVID-19 pandemic has an impact on the psychosocial conditions of the elderly and service providers in
Long Term Care (LTC) facilities. This study aims to examine the psychosocial conditions of the elderly and service providers
in LTC facilities during the COVID-19 pandemic. This study conducted in 2021, with cross-sectional design, and used mix
method approach (both quantitative and qualitative). Respondents consisted of elderly (60 years and above) who could still
communicate well, and LTC facility staff. Quantitative data collection used a structured questionnaire (Google Forms), while
qualitative data collection used in-depth interview guidelines. The questionnaire was distributed to LTC facilities in national,
provincial, district/city, and the community levels according to the verification results from the Ministry of Social Affairs.
The LTC facility selection was based on accreditation, in-building services, and representation of the western, central, and
eastern regions. The result of data cleaning is 102 LTC facilities. The study found that the implementation of social
restrictions had an impact on the psychosocial of the elderly and service providers of LTC facilities. The most common
psychological experience by LTC facility service providers was stress (52%), and for the elderly was sadness (47%). The
result of in-depth interviews revealed that the elderly also experienced loneliness, as many of their common activities at the
LTC facility were discontinued. In addition, limited or prohibited family visits. Therefore some efforts made by LTC facilities
are through counseling, or social interaction between service providers and the elderly.

Keywords: elderly, long term care, mental health, depression, loneliness
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1. Pendahuluan

Indonesia sedang mengalami pertumbuhan penduduk usia tua yang sangat pesat dibandingkan
dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun atau lebih)
sebesar 26,78 juta, meningkat menjadi 65,82 juta tahun 2045 (BPS, 2023). Kondisi ini merupakan
tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia sesuai Deklarasi Hak Azasi Manusia. Setiap
lanjut usia tidak tertinggal (No One Left Behind) dalam pembangunan dan mempunyai peluang untuk
memenubhi potensi diri dan kesetaraan hidup dalam komunitas dan lingkungan sekitar yang ramah
usia (United Nations, 1948). Namun munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2019 telah membuat
eskalasi tantangan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia meningkat.

Saat pandemi, lanjut usia termasuk kelompok yang paling berisiko (Garcia-Portilla et al., 2021).
Dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan lanjut usia pada berbagai aspek kehidupannya
(Lebrasseur et al., 2021, United Nations, 2020). Lanjut usia yang terkena dampak tidak hanya yang
tinggal di rumah, namun juga di fasilitas LTC (balai/loka, panti wreda/senior living home) (Gallego et
al., 2021; Ho et al., 2022).

Terkait dengan fasilitas LTC, untuk mengantisipasi risiko tinggi akibat transmisi virus terhadap
lanjut usia dan penyedia pelayanan, diberlakukan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
Dengan adanya upaya ini, beberapa kegiatan lanjut usia di dalam fasilitas LTC menjadi terhenti. Selain
itu, terdapat pembatasan atau larangan kunjungan dari pihak luar fasilitas LTC, termasuk keluarga.
Pembatasan tersebut ditujukan untuk dapat mengurangi risiko lanjut usia dan penyedia layanan di
fasilitas LTC terhadap risiko COVID-19. Apalagi bagi mereka yang mempunyai penyakit penyerta
(komorbid). Namun di sisi lain, dengan adanya pembatasan sosial tersebut, berdampak pada kondisi
psikologis lanjut usia dan penyedia pelayanan (Baker MG, Wilson N, 2020). Beberapa gangguan
psikologis yang dialami oleh lanjut usia dan penyedia pelayanan antara lain depresi, sulit tidur, cemas,
dan kesepian (Lebrasseur et al., 2021; Beck et al., 2021; Alkhamees et al., 2020).

Dengan meningkatnya risiko transmisi COVID-19 dan dampaknya terhadap fasilitas LTC,
merupakan suatu hal yang amat penting. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, dapat
berdampak lebih buruk pada kondisi kesehatan lanjut usia dan penyedia layanan. Oleh karena itu,
diperlukan informasi terkait kondisi kesehatan dan psikososial lanjut usia dan penyedia pelayanan di
fasilitas LTC. Hal ini ditujukan untuk mempersiapkan, melindungi, merespon kejadian luar biasa,
mempromosikan kesehatan fisik, dan psikososial penghuni lanjut usia, dan staf fasilitas LTC.

Kondisi seperti ini tentunya memerlukan perhatian, tidak hanya kesehatan fisik melainkan juga
mental lanjut usia dan penyedia pelayanan. Jika kesehatan mental (gangguan psikososial) lanjut usia
di fasilitas LTC tidak diperhatikan, dapat berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Perhatian
terhadap kesejahteraan psikososial itu penting, karena merupakan konstruksi superordinat yang
mencakup kesejahteraan emosional atau psikologis, serta kesejahteraan sosial dan kolektif. Istilah
kesejahteraan psikososial hampir sama dengan “kualitas hidup” karena melibatkan komponen
emosional, sosial dan fisik (Lu et al., 2023). Kesejahteraan psikososial mencakup faktor penentu
kesehatan fisik, ekonomi, sosial, mental, emosional, budaya, dan spiritual (Kumar, 2020). Sebagai
indikator dari kesejahteraan psikososial dapat tercermin dari depresi, rasa gugup, kesepian, dan
gangguan tidur menurut laporan individu dari lanjut usia dan penyedia pelayanan (Lu et al., 2023).

Sangat penting untuk melakukan intervensi kesehatan mental masyarakat yang diintegrasikan
secara formal kedalam kesiapsiagaan kesehatan masyarakat dan tanggap darurat (Talevi et al., 2020).
Dengan demikian, dapat dijadikan bahan masukan untuk kebijakan ke depan, tidak hanya untuk
menangani pandemi yang sedang berlangsung, namun juga untuk menilai tingkat perawatan yang
diperlukan dalam situasi yang sangat rentan tersebut (Thompson et al., 2020).

Untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait dampak tersebut, selain kepada lanjut
usia, juga perlu ditanyakan kepada pemberi pelayanan secara bersamaan. Hal ini terkait dengan peran
pemberi pelayanan yang sangat penting dalam melindungi dan mencegah lanjut usia supaya tidak
terpapar COVID-19. Para pemberi pelayanan dapat berperan sebagai pembimbing, pemberi semangat,
fasilitator, mediator, dan peran penjangkauan (Syamsuddin & Setiyawan, 2021). Jika mereka juga
mengalami dampak yang sama dengan yang dialami lanjut usia, maka dapat berdampak pada
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pemberian pelayanan. Seperti dapat dilihat dari hasil sintesis tematik dari 39 penelitian, tercatat 8 tema
tantangan utama yang perlu diperhatikan, yaitu mencakup faktor fasilitas (pemilik/administrator),
penghuni, penyedia pelayanan, keluarga, penyidik, etika (hukum), metodologi, dan anggaran (Lam et
al., 2018).

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia, lebih banyak berupa kajian
pustaka (Tristanto, 2020; Yusuf, 2023), bukan hasil pengumpulan data langsung. Selain itu, masih
terbatas hanya pada lanjut usia saja, dan satu panti werda tertentu saja, sebagai contoh di Jawa Tengah
(Luthfa & Khasanah, 2022), dan Ciputat Jakarta (Rachmah & Tadjudin, 2021). Penelitian terpisah,
dilakukan khusus untuk pendamping atau petugas (Syamsuddin & Setiyawan, 2021), dan perawat
(Pradana et al., 2022). Jadi, belum tersedia penelitian yang secara bersamaan melihat kondisi lanjut usia
dan pemberi pelayanan di fasilitas LTC dalam skala luas. Padahal informasi dari keduanya sangat
penting, untuk melihat kesiapan dan kesiapsiagaan yang harus dimiliki fasilitas LTC dalam
menghadapi situasi kritis.

Sehubungan dengan itu, dilakukan penelitian untuk melihat gambaran terkait kondisi psikososial
lanjut usia dan penyedia pelayanan di fasilitas LTC secara bersamaan. Cakupan penelitian ini juga
berbeda dengan lainnya, karena fasilitas LTC dipilih dari wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.

Selain itu, penelitian ini didukung oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization
(WHO), untuk melihat kesiapan fasilitas LTC dalam menghadapi pandemi. Hal ini ditujukan untuk
melihat upaya mencegah risiko penularan, juga dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi fisik
dan mental lanjut usia dan penyedia pelayanan. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Hal penting yang
diharapkan yaitu kesiapan dan kesiapsiagaan fasilitas LTC dalam mengambil tindakan khusus untuk
melindungi lanjut usia, dan penyedia pelayanan.

2. Metode

Desain penelitian cross sectional dengan pendekatan mix method (kuantitatif, dan kualitatif), yang
dilakukan pada tahun 2021. Mengacu pada definisi dari WHO (WHO, 2020a), fasilitas LTC mencakup
balai, loka, panti wreda, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut usia (LKS LU)/Pusat Santunan Keluarga
(Pusaka), dan senior living homes. Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), jumlah institusi
yang menangani lanjut usia sebanyak 1.560 panti. Dari sejumlah itu, dipilih panti yang memberikan
fasilitas LTC dengan kriteria yaitu sudah terakreditasi, mempunyai nomor kontak pengurus/petugas,
dan memberikan pelayanan dalam panti. Hasil seleksi diperoleh sebanyak 634 fasilitas di berbagai
wilayah di Indonesia.

Mengingat masa pandemi, pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner Google Form
yang disebarkan ke 634 panti pemberi layanan LTC (PJP). Pengiriman kuesioner dilakukan oleh
peneliti dengan bantuan staf Kemensos, balai/panti milik pemerintah pusat, dan group forum LKS LU
Indonesia. Namun tidak semua panti bersedia memberikan respon terhadap kuesioner yang diberikan.
Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data, antara lain karena fasilitas LTC banyak
yang belum mengetahui terkait istilah LTC, keterbatasan akses internet, dan sulit dihubungi. Selain itu,
terkait dengan data belum diperbaharui, sebagai contoh panti sudah tidak memberikan layanan dalam
panti, nama dan nomor kontak yang tertera di data Kemensos sudah berubah. Alasan lain menolak
menjadi responden yaitu sedang sibuk menangani kasus COVID-19, khawatir dievaluasi kinerjanya,
dan belum siap untuk diwawancarai.

Dari sejumlah fasilitas LTC yang mengisi kuesioner sesuai pedoman, dilakukan cleaning data.
Pengecekan dilakukan termasuk untuk menghindari terjadinya duplikasi, yaitu satu fasilitas/panti
diisi dua kali. Hasilnya diperoleh 102 fasilitas LTC, yang dianalisis lebih lanjut sebagai bahan sumber
data kuantitatif. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, dilakukan pengumpulan data kualitatif
melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Dipilih sebanyak 30 dari 102 fasilitas LTC hasil
cleaning sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut: 1) keterwakilan wilayah barat, tengah dan timur;
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dan 2) keterwakilan dalam kepemilikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan senior
living (nursing home).

Fasilitas tersebut dipilih sesuai wilayah binaan panti milik Kemensos, yang terletak di Kota Bekasi
(barat), Gau Mabaji (tengah), dan Minaula Kendari (timur). Pemilihan lokasi didasarkan pada
proporsionalitas dan regionalitas lokasi binaan panti milik Kemensos, sebagai berikut: wilayah barat
(Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur), tengah (Provinsi
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, dan Sulawesi Selatan) dan timur
(Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Gorontalo).

Informan kunci (key informant) yang diwawancara adalah lanjut usia dan penyedia pelayanan di
fasilitas LTC. Dipilih pengurus (kepala dan/atau staf) yang mengetahui/terlibat dalam penanganan
pandemi COVID-19, dan terkait fasilitas pelayanan dalam panti. Sedangkan untuk lanjut usia, dipilih
yang masih dapat berkomunikasi dengan baik, dan bersedia untuk diwawancara.

Sesuai dengan tujuan penelitian, informasi yang dikumpulkan difokuskan pada kesejahteraan
psikososial. Kondisi ini dapat dilihat dari gangguan psikologis seperti gejala depresi, kecemasan, stres,
dan gangguan tidur berdasarkan persepsi responden (Cortés Zamora et al., 2022). Selain itu, dalam
penelitian ini dikumpulkan juga infomasi terkait layanan, kesiapsiagaan menghadapi pandemi
COVID-19, kerjasama dengan fasilitas kesehatan, perubahan kegiatan dalam panti dan dampaknya
terhadap gangguan psikososial yang dialami. Semua data dan informasi ini dianalisis secara deskriptif
yang disajikan dalam bentuk gambar.

3. Hasil

Berikut disajikan hasil pengumpulan data di 102 fasilitas LTC. Informasi dikumpulkan dari lanjut
usia dan penyedia pelayanan di fasilitas LTC.
Fasilitas LTC

Fasilitas yang memberikan layanan LTC kesehatan dapat ditemukan di panti sosial milik
pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat. Dari sisi kelengkapan sarana
prasarana dan pelayanan, fasilitas milik Kemensos lebih baik dibanding dengan milik pemerintah
daerah. Sedangkan yang dikelola oleh pihak swasta, berupa nursing home, berada di bawah
perkumpulan senior living Indonesia, jumlahnya masih sangat terbatas. Saat ini baru ada 2 (dua), dan
terdapat di DKI Jakarta. Umumnya fasilitas di bawah senior living lebih menyasar lanjut usia dari
golongan ekonomi menengah keatas.

Meskipun sudah terdapat fasilitas yang memberikan pelayanan LTC, namun di Indonesia belum
tersedia sistem LTC nasional. Mengacu pada terminologi WHO, sistem LTC adalah sistem perawatan
jangka panjang nasional yang menjamin perawatan jangka panjang terpadu yang sesuai, terjangkau,
dapat diakses dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dan penyedia pelayanan (WHO, 2020b).
Untuk Indonesia, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian layanan LTC,
terutama di fasilitas milik masyarakat. Meskipun isu ini sudah tercakup dalam Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan. Namun dalam
implementasinya masih menjadi tantangan dan memerlukan perjuangan. Layanan LTC yang diberikan
seharusnya dapat menjamin lanjut usia (dengan atau berisiko kehilangan kapasitas fisik dan mental).
Para lanjut usia secara signifikan dapat mempertahankan tingkat kemampuan fungsional sesuai
dengan hak-hak dasar, kebebasan dasar dan martabat manusia.

Berbagai jenis pelayanan yang diberikan di fasilitas LTC yang diteliti umumnya berupa
pelayanan kegiatan sehari-hari, kebutuhan permakanan, dan kesehatan. Kondisi di Indonesia,
terutama fasilitas LTC milik masyarakat, hanya dapat memberikan pelayanan sesuai kemampuannya
atau tidak lengkap. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa kendala yang
dihadapi fasilitas LTC milik masyarakat adalah sarana, prasarana, dan akses dukungan pelayanan
kesehatan. Jika mengacu pada pelayanan ideal di fasilitas LTC, mencakup perawatan dan bantuan
melakukan kegiatan sehari-hari (termasuk berpakaian, mandi, berbelanja, memasak dan kebersihan),
dukungan dengan partisipasi sosial, dan pengelolaan kondisi kronis lanjut usia, melalui keperawatan
komunitas, rehabilitasi, dan perawatan akhir hayat (Hee et al., 2020).
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Karakteristik Fasilitas LTC

Hasil pengumpulan data diperoleh respon sebanyak 102 fasilitas LTC, terdiri dari wilayah barat
(76%), tengah (13%), dan timur (12%), dapat dilihat pada Gambar 1. Dilihat dari kepemilikan fasilitas
LTC tersebut, paling banyak milik masyarakat (67%), pemerintah provinsi (24%), pemerintah pusat
(3%), dan sisanya milik swasta dan pemerintah kabupaten/kota.

Dari sisi sumber daya manusia yang memberikan layanan kesehatan, masih banyak fasilitas LTC
yang belum memiliki perawat atau tenaga medis. Beberapa fasilitas LTC belum bekerjasama dengan
puskesmas (fasilitas kesehatan). Rata-rata jumlah perawat yang dimiliki fasilitas LTC adalah 2,9 orang,
dengan rata-rata asisten perawat sebanyak 3,4 orang.

Berdasarkan informasi dari wawancara mendalam secara virtual bahwa banyak perawat atau
tenaga medis yang tidak berminat bekerja di fasilitas LTC, karena jenjang karier yang tidak jelas.
Umumnya fasilitas LTC berada di bawah Kemensos, tetapi perawat atau tenaga medis berada di bawah
Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sehubungan dengan ini, perlu ada kebijakan khusus terkait
sumberdaya manusia kesehatan yang bekerja di panti sosial.

11.76%

12.75%

75.49%

M Barat Tengah  ® Timur

Gambar 1. Responden Fasilitas LTC Menurut Wilayah Jangkauan di Indonesia, 2021
Sumber: hasil pengolahan data peneliti (2021)

Pemeriksaan COVID-19

Pada masa pandemi, ternyata belum semua fasilitas LTC pernah melakukan pemeriksaan
COVID-19. Meskipun sudah ada fasilitas LTC yang melakukan pemeriksaan, baru swab PCR sebesar
49%, dan Antigen 41% (Gambar 2). Padahal staf dan penghuni lanjut usia di beberapa fasilitas LTC
pernah terpapar COVID-19 (tanpa/dengan gejala). Bahkan ada staf yang meninggal satu orang, dan
penghuni lanjut usia sebanyak 13 orang.
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Gambar 2. Pemeriksaan COVID-19 Penghuni Lanjut usia Fasilitas LTC di Indonesia, 2021
Sumber: hasil pengolahan data, peneliti (2021)

Meskipun belum banyak yang melakukan pemeriksaan COVID-19, namun fasilitas LTC banyak
yang sudah melakukan upaya pencegahannya dengan vaksinasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa
sebagian besar fasilitas LTC sudah melakukan vaksinasi, dan paling banyak menggunakan jenis
Sinovac (Gambar 3).
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Gambar 3. Jenis Vaksin Staf dan Penghuni Lanjut usia Fasilitas LTC di Indonesia, 2021
Sumber: hasil pengolahan data, peneliti (2021)

Dari informasi yang diperoleh, fasilitas LTC yang belum melakukan vaksinasi antara lain
disebabkan belum kebagian jadual untuk vaksin, meskipun mereka sudah mengajukan permohonan.
Alasan lain karena ada penyakit penyerta, atau belum memenuhi kriteria untuk dilakukan vaksinasi.
Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, maka fasilitas LTC harus diberikan kemudahan akses terhadap
pemeriksaan swab, vaksinasi, dan kesehatan rutin.

Kondisi Kesehatan

Kondisi lanjut usia saat pandemi COVID-19 sangat mengkhawatirkan, karena termasuk
kelompok penduduk yang paling berisiko terhadap kematian, apalagi jika terdapat komorbid. Oleh
karena itu, pemeriksaan komorbid penting, namun hanya 72% fasilitas LTC yang sudah melakukan
(Gambar 4). Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penyakit yang paling banyak diderita
lanjut usia adalah hipertensi, diabetes, stroke, dan demensia.
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Gambar 4. Pengecekan dan Status Komorbiditas Staf dan Penghuni Lanjut usia Fasilitas LTC
di Indonesia, 2021
Sumber: hasil pengolahan data, peneliti (2021)

Selain itu, kondisi kesehatan mental juga dialami oleh lanjut usia dan penyedia layanan. Kondisi
kesehatan mental seperti gangguan psikologis (sedih, cemas, stres) untuk staf maupun penghuni lanjut
usia merupakan komponen penting yang perlu diketahui selama pandemi COVID-19. Rasa sedih
merupakan kondisi yang paling banyak dialami oleh staf dan penghuni lanjut usia, yaitu 56%
berbanding 47% (Gambar 5).

Kondisi Psikologis Staf Kondisi Psikologis Penghuni Lansia
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Gambar 5. Kondisi Psikologis Staf dan Penghuni Lanjut Usia Fasilitas LTC di Indonesia, 2021
Sumber: hasil pengolahan data, peneliti (2021)

Dari hasil wawancara dengan 29 penghuni lanjut usia, rasa sedih dialami oleh 41%. Upaya yang
dilakukan oleh fasilitas LTC untuk mengatasi kondisi psikologis ini berupa saling memberi dukungan
dan motivasi antar sesama lanjut usia maupun staf, kegiatan keagamaan (berdoa, mengaji) dan
melakukan hobi/rekreasi hiburan (nyanyi atau nonton TV).

Berbeda dengan rasa sedih yang persentasenya sama-sama paling tinggi baik untuk staf maupun
penghuni lanjut usia. Kecemasan lebih banyak dirasakan oleh staf (52%) dibanding penghuni lanjut
usia (39%). Upaya untuk mengurangi rasa cemas pada staf dan penghuni lanjut usia yang dilakukan
oleh fasilitas LTC antara lain melalui pemberian pemahaman dan anjuran mematuhi protokol
kesehatan, dukungan terhadap sesama, ceramah keagamaan, dan konseling.

Rasa stres selain dialami oleh staf (49%), juga oleh penghuni lanjut usia (44%). Hal ini dapat dilihat
juga dari hasil penelitian lain bahwa COVID-19 berdampak pada kesehatan mental lanjut usia,
sehingga menekankan pentingnya mengembangkan konsep dukungan psikososial yang memadai
selama pandemi (Seethaler et al., 2021).
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Seperti halnya kondisi psikologis lainnya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi stres lanjut usia
dan staf paling banyak melalui dukungan terhadap sesama, dan ceramah keagamaan. Selain itu,
melalui pemberian pemahaman dan anjuran mematuhi protokol kesehatan, konseling, dan melakukan
hobi/rekreasi hiburan (nyanyi atau nonton TV).

Kondisi psikologis penghuni lanjut usia lainnya yaitu rasa kesepian, dan kesulitan tidur. Rasa
kesepian dialami penghuni lanjut usia di 50% dari 102 fasilitas LTC (Gambar 6). Dilihat dari jawaban
lanjut usia (29 orang), sebanyak 50% mengalami kesepian. Sisanya mengatakan bahwa mereka tidak
merasa kesepian karena ada temannya sesama penghuni fasilitas LTC.

Kondisi Penghuni Lansia

N=102

Kesepian 50.00 l

R
Kesulitan Tidur 19-51_

Tindakan Kekerasan 16.67 '
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Gambar 6. Kondisi Kesepian, Kesulitan Tidur, dan Tindak Kekerasan pada Penghuni Lanjut
Usia Fasilitas LTC di Indonesia, 2021
Sumber: hasil pengolahan data, peneliti (2021)

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan konseling, meningkatkan interaksi dengan staf
maupun penghuni lanjut usia. Kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan memberikan hiburan
sederhana di dalam fasilitas LTC seperti kesenian dan karaoke.

Dari Gambear 6 terlihat bahwa lanjut usia di fasilitas LTC mengalami kesulitan tidur sekitar 20%.
Namun dari hasil wawancara mendalam, sebanyak 38% dari 29 lanjut usia mengalami kesulitan tidur.
Alasan kesulitan tidur yang dialami lanjut usia diantaranya adalah karena faktor umur, tidur terlalu
cepat, dan malam terbangun sampai pagi, siang hari tidur, dan atau ingat keluarganya.

Masalah lain menyangkut lanjut usia adalah adanya tindak kekerasan (terutama verbal).
Tindakan kekerasan yang dialami yaitu adanya pertengkaran antar sesama penghuni lanjut usia,
sebanyak 17%. Dari jawaban penghuni lanjut usia, sebanyak 31% menyatakan ada tindakan kekerasan
verbal. Kondisi ini umumnya terjadi di fasilitas LTC yang tidak berbayar (misal milik pemerintah atau
masyarakat), yang mengharuskan setiap lanjut usia berbagi dengan sesamanya.

Berbagai gangguan psikososial tersebut dianggap berhubungan dengan terjadinya perubahan
aktivitas rutin lanjut usia di fasilitas LTC. Berdasarkan jawaban 102 penyedia pelayanan fasilitas LTC,
sebagian besar (72%) fasilitas LTC mengalami perubahan aktivitas rutin selama pandemi (Gambar 7).
Jenis kegiatan seperti olah raga dan keagamaan yang dilakukan secara berkelompok maupun mandiri
di beberapa fasilitas LTC diberhentikan sementara. Jika tetap ada, kegiatan rutin tersebut dilakukan
dengan mengurangi frekuensi dan penerapan protokol kesehatan. Dari hasil wawancara mendalam,
juga terlihat bahwa terdapat perubahan aktivitas rutin sehari-hari selama pandemi. Namun sebagian
besar (55%) lanjut usia menyatakan tidak ada perubahan aktivitas rutin.
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Gambar 7. Perubahan Aktivitas Rutin Penghuni Lanjut Usia Fasilitas LTC di Indonesia, 2021
Sumber: Hasil pengolahan data, peneliti (2021)

4. Pembahasan

Dari hasil temuan studi ini dapat dilihat bahwa pandemi COVID-19 berdampak terhadap
kesehatan mental lanjut usia dan penyedia pelayanan di fasilitas LTC. Hal ini menunjukkan bahwa
fasilitas LTC merupakan salah satu tempat yang berisiko tinggi menularkan COVID-19 ke dan diantara
penghuni lanjut usia dan penyedia pelayanan. Umumnya lanjut usia di fasilitas LTC memiliki risiko
lebih tinggi terkena penyakit parah dan kematian. Dari 102 fasilitas LTC yang dianalisis, terdapat
sebanyak 13 lanjut usia yang meninggal saat pandemi COVID-19. Mengacu pada WHO, bahwa kondisi
ini terkait dengan usia yang sudah lanjut dan memiliki kondisi medis dan/atau penurunan fungsi
(WHO, 2020a). Tampak bahwa lanjut usia dan penyedia pelayanan di fasilitas LTC mempunyai
komorbid, dengan prevalensi sebesar 72%.

Dampak pandemi COVID-19 ini perlu dipertimbangkan dengan baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa 50% responden lanjut usia yang
tinggal di fasilitas LTC mengalami kesepian saat pandemi COVID-19. Penelitian lain juga
memperlihatkan prevalensi cukup tinggi (berkisar antara 35% hingga 61%) lanjut usia yang tinggal di
fasilitas LTC mengalami kesepian (Gardiner et al., 2020).

Para lanjut usia yang mengalami kesepian tersebut umumnya terkait dengan adanya pembatasan
kontak sosial, yang diberlakukan di fasilitas LTC tersebut. Para lanjut usia cenderung untuk tinggal di
kamar masing-masing, atau bertemu dengan orang terbatas di area fasilitas LTC. Temuan serupa dapat
dilihat dari hasil kajian sistematik beberapa penelitian (Kiroh et al, 2021). Hasil tersebut
memperlihatkan bahwa pembatasan aktivitas sosial dalam rangka pencegahan penularan COVID-19,
berdampak pada gangguan psikososial lanjut usia. Dengan adanya pembatasan sosial, menyebabkan
hilangnya kontak antara lanjut usia yang tinggal di fasilitas LTC dengan keluarganya, karena dilarang
ada kunjungan. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian (Holm et al., 2022), terkait adanya
pedoman pembatasan fisik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Juga sejalan dengan konseptualisasi
perasaan kesepian, sebagai pengalaman subjektif berupa penurunan terjadinya kontak sosial yang ada
dan yang diinginkan (De Jong Gierveld J., van Tiburg T. G., 2018).

Antisipasi terhadap kondisi lanjut usia tersebut perlu dilakukan, sehingga mereka dapat
melakukan kontak sosial meskipun tidak secara langsung (virtual). Beberapa fasilitas LTC sudah ada
yang melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, antara lain penyedia pelayanan melakukan
komunikasi dengan para lanjut usia. Hal ini tentunya terkait dengan kemampuan lanjut usia
khususnya dalam beradaptasi dengan kondisi yang terjadi, dan menjaga hubungan sosial mereka.
Apalagi dari hasil penelitian terlihat, 47% lanjut usia dan 56% penyedia pelayanan merasa sedih saat
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pandemi COVID-19, sehingga memerlukan dukungan sosial. Jika mengacu pada penelitian (Krendl &
Perry, 2021), adanya dukungan terhadap lanjut usia dan penyedia pelayanan di fasilitas LTC,
bermanfaat bagi kesejahteraan mental mereka.

Peran dukungan sosial ini sangat penting, terutama dalam mengurangi dampak isolasi sosial dan
dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan mendorong mekanisme
penanggulangan yang positif. Dukungan sosial yang dapat diberikan berupa bantuan psikologis, fisik
dan finansial dari hubungan sosial seperti keluarga, teman, tetangga dan anggota masyarakat yang
tersedia pada saat dibutuhkan. Adanya dukungan sosial dapat memberikan rasa memiliki dan koneksi,
yang dapat mengimbangi perasaan kesepian, sedih, dan isolasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan
oleh lanjut usia dengan bimbingan penyedia pelayanan di fasilitas LTC yaitu keagamaan (berdoa,
mengaji) dan melakukan hobi/rekreasi hiburan (nyanyi atau nonton TV). Selain itu, upaya yang
dilakukan beberapa fasilitas LTC meliputi bimbingan konseling atau konsultasi kepada para lanjut
usia, mengajak komunikasi, dan untuk menanganai kesulitan tidur dengan menerapkan sleep hygiene.
Untuk fasilitas LTC tertentu, ada yang melakukan kegiatan kesenian di dalam fasilitas, dan hiburan
lainnya untuk memberikan ketenangan kepada lanjut usia. Melalui upaya ini diharapkan dapat
mengurangi rasa stress, sedih, cemas, dan kesepian pada lanjut usia.

Terkait ini sudah ada beberapa fasilitas LTC yang melakukan upaya untuk dapat
menghubungkan lanjut usia di fasilitas LTC dengan keluarga dan temannya. Kontak dapat dilakukan
melalui telepon, dan internet, namun jika akses terbatas dapat melalui pesan tertulis. Selain itu, fasilitas
LTC harus mengambil tindakan pencegahan khusus untuk melindungi penghuni lanjut usia, penyedia
layanan, dan pengunjungnya. Hal ini seperti yang dilakukan di Hongkong, berbagai upaya telah
dilakukan untuk penangangan dan pencegahan dampak pandemi COVID-19 tersebut di fasilitas LTC
(Lum et al., 2020).

Kendala yang dihadapi dalam rangka pencegahan COVID-19 di fasilitas LTC yaitu menyangkut
dukungan penyediaan alat untuk pemeriksaan kesehatan, dan obat-obatan. Selain itu, kendala dari sisi
kepatuhan lanjut usia dan/atau penyedia pelayanan dan/atau pengunjung fasilitas LTC terhadap
protokol kesehatan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kesiapan sumberdaya
manusia penyedia pelayanan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 tersebut, dan kurangnya
sosialisasi dari pihak pemerintah dalam upaya menghadapinya.

Jika melihat hasil wawancara mendalam, bahwa kondisi psikososial lanjut usia berbeda antara
satu dengan lainnya, dan fasilitas LTC yang mereka tempati. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan
oleh (Lopez et al., 2020), bahwa upaya mengatasi kesejahteraan psikologis lanjut usia harus
mempertimbangkan sumber daya pribadinya. Dalam hal ini, upaya penanganan perlu memperhatikan
karakteristik lanjut usia dan penyedia layanan. Pada lanjut usia tua belum tentu menunjukkan
kesejahteraan psikologis yang lebih buruk dibandingkan lanjut usia muda. Selain itu, perlu
mempertimbangkan kapasitas individu dalam menghadapi masalah terkait COVID-19, dan melihat
variabel sosiodemografi dan kesehatannya. Dengan demikian, secara komprehensif memperhitungkan
persepsi kesehatan, fungsi keluarga, ketahanan, rasa syukur, dan penerimaan lanjut usia dan penyedia
pelayanan.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 di fasilitas LTC, merupakan salah satu tujuan kebijakan
WHO, dan sudah tersedia pedomannya. Sayangnya pedoman ini tidak tersosialisasi dengan baik ke
seluruh fasilitas LTC, sehingga menjadi tantangan dalam pencegahan pandemi COVID-19 di
Indonesia. Sebagai contoh dapat dilihat dari hasil penelitian ini, fasilitas LTC yang sudah mengetahui
panduan psikososial hanya sekitar 40%. Dari sejumlah itu, belum tentu penyedia pelayanan di fasilitas
LTC dapat menunjukkan bukti kepemilikan panduan tersebut, baik hard copy atau soft copy. Mereka
menganggap sudah mengetahui pedoman psikososial berdasarkan pada hasil persepsinya dari segi
ketersediaan layanan dan petugasnya saja. Jadi penyedia pelayanan di fasilitas LTC terutama dari
unsur pekerja sosial (peksos), memberikan layanan psikososial sesuai dengan pengetahuan yang
mereka peroleh. Tidak ada acuan berupa buku pedoman khusus, sehingga mereka belum mengetahui
cara penanganan yang sesuai standar.
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Pedoman penanganan pandemi COVID-19 WHO, ditujukan antara lain untuk meningkatkan
status kesehatan lanjut usia dan penyedia pelayanan di fasilitas LTC. Prioritas utamanya yaitu
meningkatkan kesejahteraan psikososial lanjut usia dan penyedia pelayanan, mengingat saat pandemi
COVID-19 berisiko juga terhadap kesehatan mental mereka (WHO, 2020b). Upaya ini dilakukan
mengingat terjadi peningkatan tajam dalam risiko kekerasan terhadap lanjut usia. Selain itu, penyedia
pelayanan di fasilitas LTC mengalami tekanan besar pada kesehatan mentalnya selama pandemi
COVID-19, dan tidak adanya kunjungan keluarga ke fasilitas LTC tersebut.

Selain terkait dengan kesehatan psikososial, upaya lain yang dilakukan fasilitas LTC dalam
rangka pencegahan pandemi COVID-19, antara melalui pemberian vaksinasi. Dari hasil penelitian
terlihat bahwa belum semua fasilitas LTC melakukan vaksinasi. Alasannya karena belum kebagian
jadwal vaksinasi, adanya penyakit penyerta, atau belum memenuhi kriteria untuk dilakukan vaksinasi.

5. Kesimpulan

Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap kondisi psikososial lanjut usia dan penyedia
pelayanan di fasilitas LTC. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lanjut usia dan penyedia
pelayanan di fasilitas LTC mengalami gangguan psikososial. Berbagai kondisi psikososial yang dialami
yaitu kesedihan, stres, kecemasan, bahkan lanjut usia banyak yang mengalami kesepian. Kondisi
tersebut tidak jarang mengakibatkan juga tindak kekerasan (verbal) diantara lanjut usia. Hal ini terkait
dengan adanya peraturan pembatasan sosial, diberhentikannya berbagai kegiatan rutin, dan
pembatasan kunjungan dari luar termasuk anggota keluarga. Oleh karena itu, dukungan sosial
diperlukan oleh para lanjut usia dan penyedia pelayanan di fasilitas LTC.

Belum semua fasilitas LTC dapat mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap psikososial
lanjut usia dan penyedia pelayanan. Upaya yang dilakukan beberapa fasilitas LTC untuk menangani
kondisi psikososial lanjut usia seperti keagamaan (berdoa, mengaji), konseling, dan melakukan
hobi/rekreasi hiburan (nyanyi atau nonton TV). Namun masih banyak yang mengalami kendala,
mencakup terbatasnya pengetahuan, personel, sarana dan prasarana. Dalam hal ini fasilitas LTC masih
belum mempunyai kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 ini.
Meskipun sudah ada pedoman dari WHO, dan Kemenkes, namun sebagian besar belum tersosialisasi
atau mengetahuinya.

6. Saran
Untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial lanjut usia dan penyedia pelayanan di fasilitas

LTC, maka perlu ada kolaborasi dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan terkait.

Kolaborasi yang terbentuk tidka hanya dari unsur pemerintah (pusat dan daerah), melainkan juga

melibatkan sektor swast, masyaraka termasuk keluarga. Dari sisi fasilitas LTC, yang umumnya berada

di bawah Kemensos, maka perlu bekerjasama dengan Kemenkes sebagai penanggungjawab di bidang

layanan kesehatan. Berikut saran untuk kementerian terkait:

1) Kementerian Sosial RI

¢ Bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kemenkes dalam penyelenggaraan LTC lanjut usia

¢ Bekerjasama dengan Kemenkes dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam penyediaan
tenaga kesehatan di fasilitas LTC termasuk kejelasan jenjang karirnya

*  Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penyedia pelayanan di fasilitas LTC, terutama
dalam hal kesiapan dan kesiapsiagaan saat bencana atau kondisi krisis seperti pandemi COVID-
19, termasuk kesehatan dan kesejahteraan psikososial.

*  Meningkatkan akses lanjut usia dan penyedia pelayanan di fasilitas LTC terhadap kebutuhan
layanan dan informasi yang andal dan terpercaya

* Memberikan dukungan sosial dan kerohanian (termasuk dalam bentuk aplikasi), penyediaan
kebutuhan sarana dan prasarana kepada fasilitas LTC terutama milik masyarakat
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* Pekerja sosial yang ada di fasiltias LTC dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan dalam
melakukan penanganan kondisi psikososial lanjut usia dan penyedia pelayanan di fasilitas LTC.

¢  Penguatan terhadap fasilitas LTC dalam memberikan pendampingan dan kemudahan akses bagi
lanjut usia dalam melakukan hubungan sosial dengan teman sebaya atau dengan keluarganya
(secara daring atau luring), atau telepon.

*  Menyediakan saluran komunikasi digital yang mudah diakses lanjut usia.

2) Kementerian Kesehatan:

e  Bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kemensos dalam penyelenggaraan LTC lanjut usia

¢  Meningkatkan upaya sosialisasi kepada berbagai pihak termasuk penyedia pelayanan di fasilitas
LTC terkait Kesejahteraan psikososial dan penanganannya

e  Meningkatkan penyediaan dan distribusi yang merata terkait buku pedoman LTC, pedoman
kesejahteraan psikososial, penanganan bencana atau krisis (pandemi COVID-19) termasuk ke
jajaran pelaksana fasilitas LTC Kemensos

¢  Meningkatkan akses lanjut usia dan penyedia pelayanan di fasilitas LTC terhadap kebutuhan
layanan dan informasi kesehatan yang andal dan terpercaya

¢  Memberikan kemudahan akses layanan kesehatan (primer dan rujukan)

e  Peningkatan upaya kesehatan mental, dengan mempertahankan fokus pada perawatan yang
berpusat pada lanjut usia dengan penuh kasih sayang. Penelitian ini diharapkan memperkaya
khazanah studi pekerjaan sosial (yang secara umum banyak mengadopsi pendekatan sosiologis
dan psikologis) dengan telaah pada aspek komunikasi dalam proses pendampingan terhadap
klien. Dari topik penelitian ini, sarjana ilmu komunikasi dapat mengkaji aspek lain yang belum
tercakup dalam studi ini.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kebijakan terutama dalam pemberian
layanan lanjut usia terintegrasi di fasilitas LCT. Pelayanan yang diberikan secara holistik, tidak hanya
kesehatan fisik, namun juga meningkatkan perhatian terhadap kesehatan mental termasuk
kesejahteraan psikososial lanjut usia. Penanganan kesejahteraan psikososial juga dilakukan dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya Kemensos, dan Kemenkes, namun juga
pihak swasta, dan masyarakat.
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